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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PESAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
KETUA DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai realisasi terhadap
pemenuhan hak asasi yang paling mendasar, tetapi juga sebagai prasyarat bagi pemenuhan hak-hak asasi
lainnya, seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan. Pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi
keberlangsungan kehidupan bangsa menjadi perhatian besar Presiden pertama RI, Ir. Soekarno, seperti
yang diungkapkan pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian,
Universitas Indonesia di Bogor pada tanggal 27 April 1952: ”...apa yang saya hendak katakan itu, adalah
amat penting bagi kita, amat penting bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.
... Oleh karena soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”.

Persediaan makanan rakyat tidak cukup dipenuhi melalui peningkatan ketahanan pangan. Oleh karena
itu, penerbitan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan
hukum bagi penyelenggaraan pangan telah meletakkan landasan yang lebih fundamental dalam
upaya penyediaan pangan dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan berdasar-
kan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan
keadilan. Perubahan mendasar yang dilakukan adalah dengan dimasukkannya landasan kedaulatan dan
kemandirian pangan. Kedaulatan pangan bermakna hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan
hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Sementara itu, kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber
daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Indonesia dianugerahi keragaman sumber hayati dan memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua
di dunia setelah Brazil, yang terdiri dari jenis tumbuhan bahan pangan, tumbuhan sumber bahan obat-
obatan, serta ribuan spesies tanaman dan hewan. Selain itu, negeri ini juga dikaruniai memiliki tanah
yang subur, wahana bagi tumbuhnya beragam jenis tanaman, serta wilayah perairan yang luas. Oleh
karena itu, Pemerintah memberikan prioritas pada pencapaian swasembada pangan dengan tetap
memperhatikan butir-butir Nawa Cita.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, diperlukan mekanisme

untuk menilai prestasi, kekuatan, dan kelemahan atas upaya yang telah dilakukan serta untuk
memperbaiki upaya yang akan dilakukan. Mekanisme dimaksud dituangkan dalam wujud Peta
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Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) Nasional 2015, yang
merupakan perubahan dan pemutakhiran dari Peta sebelumnya. FSVA Nasional 2015 berisi gambaran
penyebab dan akar permasalahan ketahanan dan kerentanan pangan di setiap daerah. Dengan demikian,
dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan dan strategi intervensi yang tepat
dalam upaya mengurangi jumlah penduduk rawan pangan.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah bersama rakyat telah mampu mengurangi daerah rawan pangan
di Tanah Air. Namun, belum berhasil mengurangi persoalan fundamental yang dihadapi konsumen dan
para petani, yaitu fluktuasi harga pangan dan sempitnya penguasaan lahan petani. Hal ini menempatkan
para petani kita dalam posisi yang sulit untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas cakupan
pilihan komoditas.

Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan kepada World Food Programme (WFP) atas kerja sama
yang diberikan sehingga pemutakhiran FSVA Nasional 2015 dapat dilakukan tepat waktu. Peta baru ini
menjadi bahan rujukan bagi Pemerintah untuk dapat lebih fokus dalam memprioritaskan sumber daya
guna mengatasi isu-isu penting kerawanan pangan secara komprehensif pada masa yang akan datang.

Saya berharap Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berperan aktif melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja daerah untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut
dan tindakan yang diperlukan dalam upaya menghapus kerawanan pangan dan kemiskinan; meningkat-
kan kesejahteraan petani; serta menangani isu-isu ketahanan pangan sebagaimana direkomendasikan
dalam Agenda Pembangunan Pasca-2015.

Jakarta, Mei 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
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MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Setelah lima tahun Kabinet Indonesia Bersatu dibawah Pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono melaksanakan program-program peningkatan Ketahanan Pangan sebagai salah satu
prioritas pembangunan nasional, hasilnya terlihat bahwa Indonesia berhasil mengisolasi dampak
krisis finansial global terhadap situasi ketahanan pangan nasional, pasca krisis keuangan pada tahun
2009 yang lalu, serta terlihat adanya perubahan peningkatan situasi ketahanan pangan pada tingkat
kabupaten. Sebagaimana dihasilkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and
Vulnerability Atlas - FSVA) 2015, pada tingkat provinsi, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah
berhasil meningkatkan produksi serealianya. Peta FSVA 2015 juga menunjukkan bahwa sebagian
besar (77,4 persen) kabupaten telah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk kabupaten yang
bersangkutan (surplus dalam produksi serealia), kecuali Kabupaten di provinsi Papua Barat, Kepulauan
Riau, Bangka Belitung dan sebagian di Provinsi Papua, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Maluku.

Meskipun demikian, kita mengetahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia adalah konsumen
beras sehingga penyediaan kebutuhan beras tidak dapat dihindari, paling tidak untuk saat ini dan
beberapa tahun ke depan. Apabila beras digunakan sebagai patokan untuk menentukan kabupaten
surplus atau defisit pangan, maka kabupaten surplus bukan lagi 77,4 persen tetapi hanya sekitar
60-65 persen saja (dengan konsumsi setara dengan 114,8-124,8 kg/kapita/tahun). Jumlah kabupaten
surplus akan menurun lagi apabila digunakan angka konsumsi beras yang lebih tinggi.

Disamping itu, keberhasilan tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan yang lebih fundamental,
baik di tingkat konsumen maupun produsen, khususnya masyarakat tani. Peningkatan dan fluktuasi
harga-harga pangan yang terjadi pada akhir-akhir ini setidaknya menunjukkan bahwa fundamental
ekonomi pangan masih rentan. Demikian pula, masih sempitnya penguasaan lahan petani (kurang
dari 0,5 Ha) juga mempersulit berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesehjahteraan
petani. Upaya pencapaian ketahanan pangan tidak hanya dicapai melalui upaya peningkatan keter-
sediaan pangan saja, tetapi juga dilakukan melalui berbagai upaya secara bersamaan (simultaneous)
seperti upaya peningkatan akses kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, serta akses infrastruktur
untuk memperlancar distribusi pangan. Disamping itu, sebagai negara besar yang dilimpahi kekayaan
keanekaragaman hayati yang sangat besar, bahkan nomor dua setelah Brasil, pencapaian swasembada
pangan juga merupakan keharusan untuk mampu melepaskan diri dari krisis pangan dunia, serta penca-
paian kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomer 18
Tahun 2012 tentang Pangan.
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Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) yang
dihasilkan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan c.q. Badan Ketahanan Pangan, mencakup
32 provinsi dan 398 kabupaten (termasuk 91 kabupaten pemekaran) serta merupakan konsolidasi
berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi
pangan serta gizi dan kesehatan. Dari 41 kabupaten telah dimekarkan menjadi 91 kabupaten baru selama
2009 - 2015, sehingga ada 50 kabupaten baru hasil pemekaran. Dari 50 kabupaten baru hasil pemekaran
tersebut, hanya 17 kabupaten (34 persen) berada dalam status tahan pangan (prioritas 5-6), sedangkan
20 kabupaten (40 persen) berada dalam status sangat rentan (prioritas 1-2) dan 13 kabupaten (26 persen)
berada dalam status sedang (prioritas 3-4). Secara umum, dari 58 kabupaten yang berada dalam satus
rentan (prioritas 1-2), terdapat 20 kabupaten (34,5 persen) yang merupakan kabupaten baru hasil
pemekaran.

Saya yakin bahwa FSVA ini dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi upaya-upaya penghapusan
kerawanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan petani dalam rangka penghapusan kemiskinan
sebagaimana direkomendasikan dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 (Development Agenda beyond
2015).

Saya berharap, bahwa penyusunan FSVA tidak berhenti sampai kabupaten saja, tetapi juga mencakup
sampai ke tingkat desa, sehingga setiap tingkatan pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) dapat
memprioritaskan dan mensinerjikan sumber daya yang dimiliki untuk menurunkan kerawanan pangan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghapuskan kemiskinan. Tidak hanya itu, dengan FSVA
ini, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan lagi agar kejadian kerawanan pangan dapat dideteksi lebih
dini, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi korbannya, dengan mengem-
bangkan mekanisme one-step-up secara lebih efektif.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada World Food Programme (WEFP) atas
kerja sama yang telah berlangsung sangat baik selama ini, dan saya tetap mengharapkan agar kerja
sama tersebut dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga transfer of technology, knowledge and skill dapat
ditularkan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Skema kemitraan (partnership) yang telah dikembang-
kan dalam kerja sama selama ini diharapkan dapat dijadikan model bentuk-bentuk kerja sama antara
Pemerintah dengan lembaga internasional lainnya.

Jakarta,  April 2015
Menteri Pertanian/
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP
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KATA PENGANTAR

Indonesia telah mencapai Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama yaitu mengurangi setengah
dari jumlah penduduk yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Pemerintahan baru di
bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan program pangan dan gizi di dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019.

Untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan 2015 telah mengidentifikasi kabupaten-kabupaten yang paling rentan terhadap
kerawanan pangan dan gizi, dan apa yang menjadi penyebab kerentanannya. Dokumen ini merupakan
alat yang sangat baik untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya yang dikeluarkan dapat
memberikan dampak yang maksimal.

Atlas 2015 ini tidak akan mungkin diselesaikan tanpa kerjasama antara anggota Dewan Ketahanan
Pangan, Kelompok Kerja FSVA nasional, dan staft dari Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementerian
/ Lembaga lainnya di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Atlas ini merupakan hasil investasi dari
Pemerintah Indonesia serta bantuan dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah
Australia.

Sejak peta pertama diluncurkan pada tahun 2005, dan edisi kedua pada tahun 2009, telah terjadi pening-
katan signifikan pada aspek ketersediaan pangan di tingkat nasional. Kemiskinan telah berkurang, dan
akses terhadap pangan meningkat. Saat ini lebih banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap
fasilitas kesehatan dan angka harapan hidup mereka juga meningkat. Listrik dan jalan telah menjangkau
wilayah yang lebih luas.

Meskipun demikian, kesenjangan, kondisi infrastruktur, kejadian bencana alam dan perubahan iklim
akan terus menjadi tantangan bagi ketahanan pangan di Indonesia dan kondisi tingkat kerentanan
terhadap kerawanan pangan yang masih sangat beragam sesuai kondisi geografis kewilayahan, dengan
kecenderungan bahwa Indonesia bagian timur lebih rawan pangan.

Sangat disayangkan, permasalahan malnutrisi juga terus menghambat potensi Indonesia, dimana lebih
dari sepertiga anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami stunting - terlalu pendek
untuk usia mereka. Hal ini mengindikasikan sejarah kekurangan gizi serta kesehatan dan kesejahteraan
yang buruk di masa mendatang. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan jumlah orang dewasa yang
mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, yang oleh para ahli gizi disebut sebagai “beban ganda”.
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Paradoks dari meningkatnya pendapatan dan produksi pangan bersamaan dengan tingginya tingkat
malnutrisi menunjukkan pentingnya memberi perhatian khusus pada seluruh aspek ketahanan pangan
dan gizi dan melibatkan seluruh pemangku kebijakan dibidang pertanian, keuangan, kesehatan,
pendidikan, lingkungan hidup, transportasi serta infrastruktur.

Sejak tahun 1964, World Food Programme dan Pemerintah Indonesia telah bekerjasama untuk
meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi masyarakat yang paling rentan di Indonesia. Di
negara yang berkembang pesat seperti Indonesia, keakurasian dan frekuensi pengumpulan data dan
analisa yang lebih menyeluruh dapat memberikan hasil yang lebih tajam. WFP berharap dapat terus
bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah-langkah inovatif sehingga atlas
yang dihasilkan dapat digunakan secara lebih maksimal.

Saya berharap bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015 ini dapat mendukung Indonesia
dalam mencapai tujuan ke-2 Pembangunan Berkelanjutan yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai
ketahanan pangan dan memperbaiki gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Anthea Webb
Perwakilan dan Direktur
United Nations World Food Programme, Indonesia
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RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Latar Belakang dan Tujuan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015

Salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah kedaulatan pangan yang
merupakan bagian dari agenda ke-7 Nawa Cita untuk Indonesia. Nawa Cita menggarisbawahi
pentingnya tujuan dari kedaulatan pangan dan peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan
program untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan
pelaku usaha utama pertanian pangan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kebijakan tersebut
salah satunya tergantung pada data ketahanan pangan dan gizi yang akurat. Data ketahanan pangan
dan gizi tersebar di multi sektor dan sumber informasinya. Mengumpulkan setiap informasi tersebut
secara komprehensif merupakan sebuah tantangan yang semakin penting mengingat Indonesia harus
mencapai target ketahanan pangan.

Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Food Programme (WEFP),
menyusun profil geografis yang komprehensif terkait kerawanan pangan dan gizi di seluruh
wilayah. Penyusunan ini digunakan untuk meningkatkan akurasi penentuan sasaran, menyediakan
informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program
dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi. Pada tahun 2005, kerja sama tersebut meng-
hasilkan Peta Kerawanan Pangan - Food Insecurity Atlas (FIA) 2005 dengan menetapkan 100
kabupaten yang rentan sebagai prioritas utama. Pada tahun 2009, Peta FIA 2005 dimutakhirkan dan diubah
menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan — Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). FSVA
Nasional 2009 mencakup 348 kabupaten di 32 provinsi. Edisi ketiga FSVA tahun 2015 ini telah
mencakup 398 kabupaten di 32 provinsi.

Dalam penyusunan FSVA ini, WFP memberikan dukungan teknis dan pendanaan bersama-sama
pemerintah Indonesia. WFP terus memberikan dukungan teknis dan pembagian biaya keuangan
kepada Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memproduksi atlas. Untuk mengako-
modasikan perubahan perkembangan situasi ketahanan pangan dan menangkap kemajuan hasil
pembangunan ketahanan pangan selama 2009-2015, pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemutakhiran
(updating) data FSVA, sehingga dihasilkan Peta yang lebih baru, yaitu Peta FSVA 2015.

Pada FSVA Nasional 2015, pembahasan masalah gizi diperluas analisisnya untuk menekankan
pentingnya masalah gizi seiring dengan diluncurkannya gerakan Scaling - Up Nutrition secara resmi oleh
Pemerintah Indonesia dan stunting juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN).

Seperti dua atlas sebelumnya, FSVA Nasional 2015 menyediakan instrumen yang penting bagi para
pembuat kebijakan dalam menentukan dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengurangi
daerah rentan dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten.

Dalam rangka melakukan analisis yang komprehensif terhadap situasi ketahanan pangan dan gizi yang
bersifat multi dimensi, maka ditentukan 9 indikator ketahanan pangan dan gizi. Indikator-indikator ini
dipilih berdasarkan ketersediaan data dan mewakili aspek utama dari 3 pilar ketahanan pangan yaitu:
ketersediaan pangan, akses ke pangan dan pemanfaatan pangan.
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Sebagai tambahan analisis setiap indikator individu, indikator komposit juga dilakukan untuk
menggambarkan situasi ketahanan pangan dan gizi secara keseluruhan dimana seluruh kabupaten
dikelompokkan ke dalam enam prioritas. Kabupaten-kabupaten di Prioritas 1-2 cenderung rentan
terhadap kerawanan pangan dan gizi, Prioritas 3-4 termasuk kategori kerentanan tingkat sedang dan
Prioritas 5-6 tergolong kabupaten-kabupaten yang tahan pangan. Penting untuk diingat bahwa tidak
semua penduduk di kabupaten-kabupaten prioritas tinggi (Prioritas 1-2) tergolong rawan pangan,
demikian juga tidak semua penduduk di kabupaten-kabupaten prioritas rendah (Prioritas 5-6) tergolong
tahan pangan.

Analisis ketahanan dan kerentanan pangan dan gizi ini dilengkapi juga dengan analisis kerentanan
terhadap kerawanan pangan yang berkaitan dengan faktor iklim yang meliputi: data kejadian
bencana alam yang memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang
disebabkan oleh banjir dan kekeringan, laju deforestasi hutan dan kekuatan pengaruh EI Nifio /Southern
Oscillation (ENSO) yang berakibat terhadap variabilitas curah hujan yang berkaitan dengan faktor iklim.

2. Temuan Utama

Kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi

Kabupaten-kabupaten dikelompokkan berdasarkan pencapaian terhadap 9 indikator yang meliputi
ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, menjadi enam kelompok prioritas yang
mencerminkan situasi ketahanan pangan dan gizi nya yaitu dari yang paling rentan terhadap kerawanan
pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (prioritas 6).

- Seluruh kabupaten Prioritas 1 (14 kabupaten) berada di Provinsi Papua.

- Kabupaten-kabupaten Prioritas 2 (44 kabupaten) tersebar di Provinsi Papua (dua belas
kabupaten), Papua Barat (sembilan), Nusa Tenggara Timur (sembilan), Maluku (tujuh), Sumatera
Utara (empat) dan 1 kabupaten masing-masing di Sumatera Barat, Riau dan Maluku Utara.

- Kabupaten-kabupaten Prioritas 3 (52 kabupaten) tersebar di Provinsi Jawa Timur (Sembilan
kabupaten), Nusa Tenggara Barat (delapan), Sulawesi Tengah (enam), Kalimantan Selatan (lima),
Nusa Tenggara Timur (tiga), Kalimantan Barat (tiga), Banten (dua), Aceh (dua), Sumatera
Barat (dua), Jawa Barat (dua), Sulawesi Tenggara (dua), Sulawesi Barat (dua) dan 1 kabupaten
masing-masing di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan
Maluku.

Ketersediaan pangan

- Secara umum, produksi serealia dan umbi-umbian di Indonesia terus meningkat selama sepuluh
tahun terakhir. Produksi padi meningkat sebesar 3,2 persen, jagung sebesar 6,1 persen, ubi kayu
sebesar 2,4 persen dan ubi jalar sebesar 2,7 persen per tahun. Sebagai perbandingan, pertumbu-
han jumlah penduduk di dekade terakhir rata-rata sebesar 1,5 persen.

- Sebagian besar produksi padi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Rata-rata produktivitas padi di
Pulau Jawa yang lebih tinggi dibanding dengan daerah lain merupakan faktor kunci yang
memungkinkan peningkatan produksi mengingat luas sawah yang terbatas.

- Berdasarkan indikator Konsumsi Normatif per Kapita Ratio (NCPR), terdapat 90 dari 398
kabupaten (22,6 persen) saat ini dalam kondisi defisit dalam penyediaan serealia dan umbi-
umbian. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2009 dimana pada periode tersebut hanya 72 dari
348 kabupaten (20,8 persen) yang mengalami defisit.
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Kabupaten yang mengalami defisit secara signifikan ditemukan di Papua Barat, Kepulauan Riau,
Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Maluku.

Akses terhadap pangan

Akses rumah tangga terhadap pangan memiliki korelasi yang tinggi dengan status kemiskinan.
Di Indonesia, tingkat kemiskinan nasional menurun dari 12,5 persen (tahun 2011) menjadi 10,96
persen (2014). Hal ini menunjukkan masih terdapat 27,73 juta orang yang hidup di bawah garis
kemiskinan'.

Dalam periode tersebut, Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku menunjukkan penurunan
tingkat kemiskinan yang sangat besar (berkisar antara 4 sampai 6 persen).

DKI Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah pada tahun 2014 (4,1 persen), sedangkan
yang tertinggi adalah Papua (27,8 persen). Namun demikian, Papua memiliki kecenderungan
penurunan kemiskinan yang sangat besar yaitu dari 40,8 persen (2007) menjadi 36,8 persen
(2010) dan 27,8 persen (2014).

Pada tahun 2013, hanya 5 persen kabupaten di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan yang
tinggi, yaitu di atas 30 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Hal
ini menunjukkan penurunan jumlah kabupaten dalam kriteria tersebut dari hampir 20 persen
kabupaten pada tahun 2007 karena keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Meskipun mengalami penurunan angka kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang
tinggi diikuti juga meningkatnya kesenjangan. Koefisien gini (ukuran kemerataan pendapatan)
telah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 0,36 pada tahun 2007 menjadi 0,41 pada
tahun 2013. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesenjangan antara kelompok kaya
dengan kelompok miskin.

Tingkat pengangguran terbuka pada 2013 menurun sekitar 0,88 persen dibandingkan 2011.

Namun demikian, masih terdapat 14 kabupaten (3,5 persen) yang 50 persen atau lebih dari
desa-desanya tidak memiliki akses jalan atau transportasi air yang memadai. Sembilan dari
14 kabupaten tersebut terletak di provinsi Papua.

Pada periode 2007 sampai 2013, persentase rumah tangga dengan akses listrik mening-
kat dari 77,1 persen menjadi 94,8 persen. Peningkatan yang tinggi terdapat ini sebagian besar
didorong oleh penambahan akses listrik di Nusa Tenggara Timur (32,0 persen), Sulawesi Tenggara
(19,8 persen) dan Sulawesi Barat (16,1 persen).

Namun demikian terdapat kesenjangan yang besar terhadap akses listrik yaitu 54,4 persen rumah
tangga di Papua tidak memiliki akses terhadp listrik dibandingkan dengan kurang dari 1 persen
rumah tangga di Pulau Jawa.

Pemanfaatan pangan

Penyakit umumnya disebabkan oleh terkontaminasinya pasokan air dan fasilitas tidak sehat, hal
tersebut menghalangi tubuh untuk memanfaatkan gizi yang ada di makanan. Secara nasional,
sebanyak 34,4 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan
aman di tahun 2013.

! Berdasarkan data September 2014; sedangkan data dibawahnya menggunakan data kemiskinan terkini untuk tingkat provinsi dan kabupaten
tahun 2013
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Terdapat delapan provinsi (Bengkulu, Papua, Kalimantan Tengah, Lampung, Gorontalo, Nusa
Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah) dimana lebih dari 40 persen rumah
tangga tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih dan aman. Akses yang terendah
terdapat di Bengkulu, di mana lebih dari 63 persen dari rumah tangga di seluruh kabupaten di
Bengkulu tidak memiliki akses ke air minum yang aman.

Secara nasional, 95,5 persen desa memiliki akses ke fasilitas kesehatan dengan jarak kurang
dari 5 km. Namun demikian, 6 dari 398 kabupaten (1,5 persen), lebih dari 50 persen keluarga
memiliki fasilitas kesehatan dengan jarak lebih dari 5 km. Dari 6 kabupaten ini, semuanya
terdapat di Papua.

Angka perempuan melek huruf meningkat signifikan sejak FSVA 2009. Indikator ini
berhubungan dengan praktek pola pemberian makan dan dampak dari gizi anak. Jumlah kabu-
paten yang memiliki perempuan buta huruf lebih dari 20 persen menurun dari 79 menjadi 45
kabupaten. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi perempuan buta huruf (tahun 2013) adalah
Papua (39,84 persen) dan Nusa Tenggara Barat (19,41 persen).

Situasi gizi dan kesehatan

Rata-rata angka harapan hidup meningkat dari 67,5 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,7 tahun
pada 2013.

Angka harapan hidup yang tertinggi terdapat di provinsi DI Yogyakarta (73,6 tahun), sedangkan
angka harapan hidup terendah terdapat di provinsi Nusa Tenggara Barat (63,2 tahun). Di tingkat
kabupaten, 116 dari 398 kabupaten (29,4 persen) memiliki harapan hidup saat lahir lebih dari 70
tahun, naik dari 17,8 persen kabupaten pada FSVA 2009.

Prevalensi balita pendek (stunting) tingkat nasional mengalami peningkatan dari 36,6 persen
pada 2010 menjadi 37,2 persen pada 2013.

Pada tingkat provinsi, jumlah provinsi dengan prevalensi balita pendek (stunting) yang sangat
tinggi (= 40 persen) mengalami peningkatan dari tujuh provinsi pada 2010 menjadi 15 provinsi
pada 2013. Akan tetapi jumlah provinsi dengan prevalensi stunting yang tinggi (30-39 persen)
mengalami sedikit penurunan yaitu dari 17 provinsi menjadi 11 provinsi. Tingkat prevalensi
stunting tertinggi terdapat di provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan
Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Malu-
ku Utara, Papua dan Papua Barat.

Faktor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan

Bencana alam, deforestasi hutan dan perubahan iklim memiliki potensi dampak yang besar
terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

Terjadinya kejadian iklim ekstrim yang menyebabkan hilangnya produksi tanaman pangan
dalam jumlah besar sebagian besar berkaitan dengan fenomena EI Nifio / Southern Oscillation
(ENSO). Peningkatan suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius diduga memiliki dampak
negatif yang signifikan terhadap curah hujan di Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur bagian barat, dan sebagian besar Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan
Jawa Tengah.

Variabilitas curah hujan cenderung merugikan pertanian berkelanjutan kecuali sistem
penyimpanan air (waduk, dam) dan sistem irigasi telah diperbaiki. Analisis mengenai dampak
perubahan iklim terhadap produksi padi di Jawa menunjukkan bahwa produksi padi pada tahun
2025 dan 2050, masing-masing akan berkurang sebesar 1,8 juta ton dan 3,6 juta ton dibandingkan
tingkat produksi padi saat ini.
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- Kekeringan dan banjir mempunyai dampak negatif yang besar terhadap produksi padi.
Kehilangan produksi karena kekeringan paling banyak terjadi di Jawa Barat, Sulawesi Selatan,
Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

- Kehilangan produksi padi karena banjir yang tinggi (20.000 ton per tahun) terjadi di Jawa Barat,
Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Sulawesi Selatan.

- Moratorium deforestasi hutan telah berperan dalam menurunkan laju deforestasi sejak awal
tahun 2011, akan tetapi deforestasi hutan masih tinggi terutama di Riau, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jambi.

3. Perubahan pada Tingkat Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan antara Tahun 2009
dan 2015

Secara nasional, situasi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia telah meningkat antara tahun 2009 dan
2015. Analisis perubahan di tingkat kabupaten untuk sembilan indikator yang dipilih untuk ketahanan
pangan dan gizi kronis mengungkapkan bahwa:

- 67 persen dari kabupaten mengalami peningkatan dalam hal ketersediaan pangan.

- 96 persen dari kabupaten telah mengurangi kemiskinan.

- 95 persen kabupaten memiliki akses yang lebih baik terhadap listrik.

- 61 persen kabupaten mengalami peningkatan akses jalan yang lebih baik.

- 44 persen kabupaten yang mengalami peningkatan dalam akses terhadap air bersih.

- 94 persen kabupaten telah mengalami peningkatan pada akses terhadap fasilitas kesehatan.
- 91 persen telah menaikkan jumlah melek huruf perempuan.

- 96 persen memiliki harapan hidup lebih panjang.

Selama periode 2009-2015, terdapat 41 kabupaten yang mengalami pemekaran menjadi
91 kabupaten dan 307 kabupaten yang tidak mengalami pemekaran, sehingga dari 398 kabupaten terdapat
50 kabupaten baru dan 41 kabupaten induk yang telah berbeda dengan kabupaten sebelumnya. Oleh
karena itu, perbandingan keadaan FSVA 2015 dengan 2009 akan lebih akurat apabila memperha-
tikan adanya perubahan status kabupaten tersebut. Analisis komposit perubahan situasi kerentanan
terhadap ketahanan pangan dan gizi antara 2009 dan 2015 menunjukkan sebagian besar kabupaten telah
mengalami penurunan kondisi kerentanan terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kategori kelompok
yang paling rentan pangan (Prioritas 1 dan 2) mengalami penurunan kondisi kerentanan terhadap
kerawanan pangan dan gizi dari 5,2 persen pada 2009 menurun menjadi 1,6 persen pada tahun
2015 dan proporsi kabupaten yang berada pada kategori tahan (Prioritas 5 dan 6) juga mengalami
peningkatan dari 51,8 persen di 2009 menjadi 85,3 persen di 2015. Proporsi kabupaten-kabupaten pada
kategori sedang (Prioritas 3 dan 4) mengalami penurunan signifikan dari 43 persen di 2009 menjadi
13 persen di 2015.

Pada peta FSVA 2015 ini juga dijelaskan perubahan status prioritas kabupaten antara FSVA 2015
dan 2009. Terdapat 175 kabupaten (44 persen) telah berhasil meningkatkan status prioritas mereka
sebanyak satu tingkat atau lebih. Peningkatan status prioritas sebagian besar tersebar di Provinsi
Banten, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Sementara 191 kabupaten
(48 persen) tidak mengalami perubahan pada status prioritasnya, sedangkan 32 kabupaten (8 persen)
mengalami penurunan status sebanyak satu tingkat atau lebih. Penurunan status prioritas terjadi di
Provinsi Lampung dan Papua.
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Perbandingan nilai indikator berdasarkan kelompok prioritas (rata-rata, kisaran)

Prioritas 1

Jumlah Kabupaten 14
Jumlah Penduduk 1.285.987 5.476.850 29.832.846 37.820.094 41.607.666 76.668.750

NPCR 35,38 0,70 50,00 4,07 0,08 50,00 0,55 0,11 3,28 0,64 0,07 337 0,68 0,09 12,40 1,86 0,09
Kemiskinan (%) 39,55 32,25 47,52 27,62 9,16 41,81 15,06 5,02 35,88 11,70 2,84 23,67 14,01 3,41 29,84 10,69 2,46

Kurangnya akses
terhadap listrik (%)

Kurangnya akses
terhadap jalan/jalur 87,14 57,50 98,28 38,32 525 81,00 6,62 0,00 24,19 10,31 0,00 45,01 6,67 0,00 33,64 3,19 0,00
transportasi air (%)

72,35 29,72 99,60 25,85 0,00 77,23 5,71 0,00 24,38 11,74 0,00 56,78 4,72 0,00 23,59 3,68 0,00

Kurangnya akses

terhadap air minum (%) 60,44 37,18 71,45 45,31 15,84 88,25 29,27 6,54 48,48 48,49 31,71 73,84 31,57 15,60 52,79 24,32 4,31

Kurangnya akses
terhadap fasilitas 66,88 66,02 67,86 67,44 62,33 70,88 64,45 61,43 67,17 68,33 63,85 72,39 69,49 66,43 75,66 70,70 67,38
kesehatan (%)

Perempuan buta
huruf (%)

Angka harapan hidup (%) 70,67 32,93 89,38 13,79 0,09 61,15 12,18 0,37 37,19 599 0,70 17,34 6,90 0,48 21,15 10,09 0,11

40,00 0,00 72,19 16,80 0,00 50,91 1,07 0,00 13,53 2,82 0,00 18,30 1,62 0,00 15,72 1,09 0,00

Ballita tubuh pendek (%) 44,15 10,45 68,95 46,48 29,30 70,43 45,10 32,18 65,77 39,50 23,18 50,71 47,56 38,45 62,14 33,46 11,06

[ Priorias2 | Proriass | Priortas s | Priortass | priowass |
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4, Kesimpulan

Ketahanan pangan telah meningkat untuk sebagian besar masyarakat Indonesia antara tahun 2009 dan
2015, terutama sebagai akibat dari perbaikan pada beberapa indikator ketahanan pangan dan gizi. Hasil
ini menggembirakan, namun kemajuan tersebut dapat mengalami hambatan jika tantangan-tantangan
utama yang ada tidak ditangani dengan baik. Secara khusus, terdapat 3 tantangan (faktor) utama yang
memerlukan perhatian yang serius, yaitu: i) meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk
mendapatkan pangan, terutama untuk rumah tangga miskin; ii) akselerasi intervensi untuk pencegahan
gizi buruk; dan iii) mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.
Aspek ketahanan gizi memerlukan perhatian tersendiri tetapi juga perlu meletakkan aspek gizi menjadi
tema sentral yang bersinggungan erat dengan kedua aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya
pengarusutamaan pendekatan yang berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan
gizi. Tantangan-tantangan tersebut membuka peluang-peluang perbaikan di bawah ini:

Akses ekonomi

» Pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir,
namun kecepatan penurunan angka kemiskinan telah melambat beberapa tahun terakhir. Pada
2014, pemerintah telah membelanjakan sekitar 0,75 persen dari Produk Domestik Bruto untuk
program bantuan sosial, namun alokasi tersebut masih berada di bawah rata-rata regional dan
rata-rata untuk negara-negara berpenghasilan menengah. Peningkatan alokasi anggaran untuk
program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas dan efek-
tivitas gizi, maka program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.

o Pendekatan komprehensif juga akan mencakup pengakuan atas pentingnya impor dalam
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kajian kebijakan pertanian dapat membantu menemu-
kan keseimbangan yang tepat antara mendukung produksi pangan dalam negeri sementara juga
melindungi akses konsumen miskin terhadap pangan dan mempertahankan daya saing sektor
pertanian.
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Melakukan tinjauan insentif untuk produksi pangan, termasuk jaminan harga, subsidi dan
perdagangan, dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan bergizi tinggi yang meliputi
kacang kedelai, sayuran dan buah-buahan, diberi prioritas yang sama seperti produksi pangan
pokok.

Dampak terhadap gizi

Mengingat prioritas nasional yang tinggi diberikan kepada penurunan tingkat stunting,
target yang berpotensi tinggi untuk perubahan program bantuan sosial negara yang terbesar,
yaitu Raskin akan menjadi solusi yang murah untuk meningkatkan asupan zat gizi mikro pada
keluarga yang berpenghasilan rendah. Fortifikasi beras raskin dan memperkenalkan komponen
nutrisi ke dalam program bantuan tunai bersyarat — Program Keluarga Harapan (PKH),
misalnya dalam bentuk kupon untuk gizi, dapat membantu menempatkan insentif yang sangat
positif bagi rumah tangga yang tidak mampu.

Di Indonesia, permasalahan kekurangan gizi terdapat pada rumah tangga miskin dan tidak
miskin. Peningkatan ketersediaan bahan pangan olahan dengan harga murah yang terkadang
dengan kandungan lemak dan gula yang tinggi dapat menimbulkan masalah gizi serius. Keter-
libatan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah dapat memfasili-
tasi sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi dengan harga terjangkau dan promosi
makanan yang sehat dan beragam.

Sektor pertanian akan mendapatkan manfaat dari berkembangannya spesies dan varietas pangan
pokok yang relatif kaya gizi. Program ini dapat berjalan melalui pembentukan kelompok-
kelompok masyarakat untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat Indonesia tentang
kesehatan dan gizi. Pemberian kesempatan yang lebih besar (inklusi) bagi perempuan, akan
memberikan konstribusi dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi karena perempuan
memiliki tanggung jawab utama dalam produksi pangan, pembelian, penyiapan dan pemberian
makanan serta pola asuh.

Mengingat pendeknya waktu “jendela peluang 1000 hari pertama kehidupan” untuk intervensi,
perbaikan dalam hal kualitas dan waktu pengumpulan data status gizi akan meningkatkan
kemampuan seluruh sektor untuk memberikan intervensi.

Perubahan iklim

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi
rumah tangga yang mata pencahariannya bergantung pada sektor pertanian. Mengingat iklim
meningkat secara drastis, antisipasi dampak perubahan iklim seperti deviasi curah hujan,
peningkatan frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman
yang berdampak negatif ke petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan
kalender pertanian dan berdampak pada rendahnya produksi dan produktifitas tanaman yang pada
akhirnya akan mengganggu mata pencaharian petani secara keseluruhan. Berkaitan dengan
tantangan tersebut, strategi adaptasi iklim dan pengelolaan air yang tepat menjadi suatu
kebutuhan yang penting.

Pengelolaan air di Indonesia dapat diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan
sistem penggunaan lahan, pengelolaan konservasi dan kawasan ekosistem penting, rehabili-
tasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur
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yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian (termasuk irigasi, bendungan, waduk)
menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti. Peluang lainnya termasuk meningkatkan
sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (slow-onset) dan mendadak (sudden-onset)
terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif untuk penelitian dan pengem-
bangan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama yang baru.

Strategi pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan

Untuk mengatasi tantangan tersebut di atas, pemerintah telah merumuskan agenda pembangunan
yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi. Arah kebijakan peningkatan kedaulatan pangan sesuai
RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan lima strategi utama, meliputi:

a.

€.

Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang
meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.

Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam
dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat serta didukung dengan kapasitas kelembagaan keuangan, Indonesia
memiliki potensi yang positif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun
mendatang. Hal ini membutuhkan program yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan dan
program bermuatan gizi serta diversifikasi makanan. Agar program tersebut berhasil, maka pemerintah
harus menjaga keseimbangan antara subsidi dan program-program perlindungan sosial.
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PENDAHULUAN

Dengan jumlah penduduk sekitar 248 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 13,400 pulau, Indonesia
menduduki peringkat keempat untuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia (BPS, 2014).
Pertumbuhan penduduk tahunan dalam dekade terakhir mencapai rata-rata 1,5 persen, meskipun
terjadi pengurangan yang signifikan pada jumlah anak yang lahir, jumlah penduduk diperkirakan
akan mencapai 306 juta pada tahun 2035 (BPS, 2013). Indonesia juga merupakan negara dengan
peringkat ke-16 untuk perekonomian terbesar di dunia, meskipun pertumbuhan ekonomi baru-baru ini
menunjukkan tanda-tanda penurunan, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen di
tahun 2015 (World Bank, 2014a).

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menunjukkan kemajuan penting dalam sejumlah bidang,
termasuk mengurangi lebih dari separuh jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan
ekstrim dan secara substansial telah mengurangi jumlah orang yang mengalami kekurangan pangan.
Pembangunan manusia di Indonesia secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, dimana skor
Indeks Pembangunan Manusia - Human Development Index (HDI) Indonesia terus meningkat dari
0,471 pada 1980 menjadi 0,684 pada tahun 2013, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat
108 dari 187 negara dan berada dalam kategori pembangunan manusia menengah (rata-rata untuk
negara-negara yang termasuk pada pembangunan manusia menengah adalah 0,614).

Namun demikian, sebagai target tahun 2015 untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals - MDG), Indonesia perlu melakukan peningkatan dalam sejumlah
indikator:
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- Jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrim' telah berkurang setengahnya, akan
tetapi proporsi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Rp 326.853 per kapita per
bulan untuk perkotaan dan Rp 296.681 untuk pedesaan pada tahun 2014°) masih relatif tinggi
(10,96 persen). Kesenjangan antar wilayah jelas terlihat dan ketidaksetaraan ekonomi tetap
meluas, dengan gini koefisien 0,41 pada tahun 2013, kesenjangan lebih tinggi dibandingkan
dengan tahun 2010 dengan gini koefisien sebesar 0,38.

- Angka kematian ibu masih cukup tinggi, dengan 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2012°.

- Tingkat prevalensi HIV/AIDS meningkat dari kurang dari 0,1 persen pada tahun 2001 menjadi
sekitar 0,4 persen pada tahun 2012 (lebih tinggi dari prakiraan rata-rata prevalensi untuk wilayah
Asia Selatan dan Asia Tenggara di tahun 2012, yaitu sebesar 0,3 persen), sedangkan cakupan
pengobatan antiretroviral HIV/AIDS masih perlu mendapat perhatian. Indonesia merupakan
sebagai salah satu dari 30 negara di seluruh dunia yang saat ini belum optimal dalam memberikan
pengobatan antiretroviral untuk lebih dari 80 persen populasi positif HIV (UNAIDS, 2013).

- Perkembangan kemajuan akses terhadap air dan sanitasi berada di tingkat rendah dengan
kesenjangan besar yang terlihat jelas secara geografis dan sosial (WHO/UNICEE, 2014).

Kurangnya kualitas dan juga penuaan pada infrastruktur ditambah dengan kurangnya investasi
dalam pembangunan infrastruktur dipandang sebagai penghalang utama untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang diharapkan. Menurut Global Competitiveness Report 2013/2014, Indonesia mendapat nilai
4,53 dari 7 untuk kualitas infrastruktur, dengan sedikit perubahan terlihat dalam beberapa tahun tera-
khir, dan ‘kurangnya ketersediaan infrastruktur’ dianggap sebagai urutan ketiga dari faktor yang meng-
hambat kegiatan bisnis di Indonesia setelah birokrasi yang kurang efisien dan korupsi yang berada pada
urutan kedua (World Economic Forum, 2012). Kurangnya investasi di bidang infrastruktur secara luas di
Indonesia juga diakui sebagai hambatan utama untuk daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia
(World Bank Report, 2013a).

Dalam kondisi jumlah penduduk yang terus bertambah dan meningkatnya kebutuhan penduduk
serta pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat, maka ketahanan pangan dan gizi terus menjadi
perhatian utama. Pada tahun 2014, Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 109 negara berdasarkan
Indeks Ketahanan Pangan Dunia (diukur dari ketersediaan pangan, keterjangkauan,
keamanan dan kualitas pangan, Economists Intelligence Unit, 2014) dan berada pada urutan ke-22
dari 76 negara menurut Indeks Kelaparan Dunia dari International Food Policy Research Institute
(diukur dari angka gizi kurang, balita underweight dan kematian anak (IFPRI 2014). Estimasi FAO
menunjukkan bahwa tingkat kekurangan gizi sebesar 8,7 persen dari jumlah penduduk pada periode
tahun 2012-2014. Sedangkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan
bahwa sebanyak 52,52 persen dari jumlah penduduk tidak memenuhi ambang batas internasional
untuk gizi, yaitu 2.000 kkal per hari pada tahun 2013 (BPS, 2014). Selain itu, secara nasional angka
gizi buruk relatif tidak bergerak selama lebih dari lima tahun, dengan stunting (balita pendek) dan
wasting (berat badan kurang) sebesar 37,2 dan 12,1 persen di tahun 2013 (Riskesdas 2013). Pada
saat yang sama, laporan Bank Dunia terbaru menunjukkan kenaikan yang tinggi pada obesitas dan
penyakit tidak menular (World Bank, 2013b). Sebagai negara yang sangat rawan
bencana, Indonesia juga menghadapi peningkatan dampak perubahan iklim yang
semakin meningkatkan kerentanan pangan dan gizi yang bersifat transien dan kronis.

! Diukur dari angka kemiskinan global yaitu pendapatan dibawah US$ 1,25 per kapita per hari (Paritas daya beli-PPP)
2 Berdasarkan SUSENAS data September 2014, http://bps.go.id/link TabelStatis/view/id/1488
3 Berdasarkan World Development Indicators Database, 2015
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1.1 Dasar Pemikiran untuk Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, sangat penting untuk memahami tentang siapa
dan berapa banyak yang rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi, di mana mereka tinggal dan apa
yang membuat mereka rentan. Sejak tahun 2003, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan salah satu
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Food Programme (WFP), untuk memperkuat pemahaman
ini melalui pengembangan peta ketahanan pangan dan gizi. Peta ini berfungsi sebagai alat yang ampuh
untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan memberi informasi kepada proses pembuatan kebijakan
di bidang ketahanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2005, kemitraan ini menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas - FIA)
pertama yang mengidentifikasikan 100 dari 265 kabupaten sebagai kabupaten yang relatif lebih rentan
terhadap kerawanan pangan dan gizi. Hasil FIA 2005 telah mendorong mobilisasi sumber daya utama
pemerintah Indonesia dan membantu mengarahkan alokasi sekitar Rp 323 miliar (US$ 32 juta) untuk
intervensi pangan dan gizi di kabupaten-kabupaten rentan pada tahun 2006.

Pada tahun 2009, metodologi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan telah disempurnakan dengan
cakupan yang diperluas menjadi 346 kabupaten di 32 provinsi. Hasil dari FSVA 2009 memberikan
kontribusi langsung terhadap perubahan kebijakan penting termasuk integrasi kegiatan yang
berhubungan dengan ketahanan pangan dan gizi ke dalam rencana dan alokasi anggaran tahunan
pemerintah. Selain itu, keberhasilan FSVA 2009 juga mendorong diadakannya pelatihan-pelatihan
bagi para staff teknis provinsi oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan WFP dalam bidang analisis
ketahanan pangan dan gizi yang kemudian dilakukan penyusunan peta FSVA di seluruh provinsi yang
dirilis dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

Dibangun dari keberhasilan FIA 2005 dan FSVA 2009, FSVA 2015 ini menyediakan pemutakhiran di
waktu yang tepat untuk ketahanan pangan dan gizi di tingkat nasional dengan level kabupaten dan
menjadi acuan pembuatan program dan prioritas untuk masa yang akan datang. Pemutakhiran ini
sangat tepat waktu karena batas waktu pencapaian MDGs sampai tahun 2015 semakin dekat, sehingga
memberikan kesempatan menstimulasi kegiatan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan yang
tercermin dalam indikator utama. FSVA 2015 juga memperluas cakupannya dengan memasukkan
beberapa kabupaten baru yang terbentuk dalam beberapa tahun terakhir, sehingga total kabupaten
yang dianalisis berjumlah 398 yang tersebar di 32 provinsi. Peta ini juga memberikan informasi penting
kepada para pembuat keputusan dalam penyusunan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat
maupun daerah, dengan memprioritaskan intervensi pada kabupaten-kabupaten yang lebih rentan
terhadap kerawanan pangan dan gizi.

FSVA merupakan produk dari partisipasi aktif seluruh Dinas/Kantor Ketahanan Pangan provinsi di
bawah kepemimpinan Badan Ketahanan Pangan Pusat dan dukungan dari WFP.

1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Di Indonesia, UU No. 18 tahun 2012 memperbaharui definisi Ketahanan Pangan sebagai kondisi
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

Seperti Peta sebelumnya, FSVA 2015 juga berdasarkan pemahaman tentang ketahanan pangan dan
gizi sebagaimana disajikan dalam Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1).
Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan - ketersediaan pangan,
akses pangan dan pemanfaatan pangan - serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluru-
han pilar tersebut.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



Gambar 1.1: Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi
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Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan
pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat
nasional, regional, kabupaten dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi,
melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian,
barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak
dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial,
mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan
individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara
penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi
kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus),
distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan , kehamilan
dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari
seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan
ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.
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Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien,
pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta
praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan
masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam Peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi.
Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman
terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi menganggap ketersediaan pangan, akses pangan dan
pemanfaatan pangan sebagai penentu utama ketahanan pangan dan menghubungkan hal ini dengan
kepemilikan aset rumah tangga, strategi mata pencaharian dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan
dan ekonomi. Status ketahanan pangan dari setiap rumah tangga atau individu biasanya ditentukan
oleh interaksi berbagai faktor agro-lingkungan, sosial ekonomi dan biologi, dan sampai batas tertentu
faktor-faktor politik.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis
adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya
berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim
setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan,
distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dll. Kerawanan pangan transien adalah
ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan
minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan
cepat seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang
dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang
lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari
pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang
berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan
akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3 Metodologi

Kerawanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari
sejumlah parameter yang berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata,
dengantidakadasatuukuranyanglangsungdapatmengukurmasalahini. Kompleksitasmasalahketahanan
pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proxy ke dalam tiga kelompok yang
berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan
pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan
bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

13 indikator yang dipilih telah melalui proses penelaahan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Teknis
berdasarkan ketersediaan data di tingkat kabupaten serta kapasitas indikator-indikator tersebut
dalam mencerminkan unsur-unsur inti dari tiga pilar ketahanan pangan dan gizi (Tabel 1.1). FSVA 2015
membagi indikator tersebut menjadi dua kelompok indikator. Kelompok indikator pertama
meliputi indikator kerawanan pangan dan gizi kronis yaitu rasio konsumsi pangan terhadap produksi
serealia, infrastruktur transportasi dan listrik, akses terhadap air minum dan fasilitas kesehatan, angka
harapan hidup, angka perempuan buta huruf dan stunting pada balita. Peta ini memberikan gambaran
masing-masing indikator serta analisis komposit dari 9 indikator ketahanan pangan dan gizi pada
tingkat kabupaten. Masing-masing kabupaten dikelompokkan dalam 6 prioritas, kelompok yang
paling rawan pangan (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang tahan pangan (Prioritas 6) berdasarkan
analisis komposit. Kelompok Prioritas 1 dan 2 merupakan kabupaten-kabupaten yang paling rawan
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pangan, Prioritas 3 dan 4 merupakan kabupaten-kabupaten dalam kelompok ketahanan pangan sedang,
sedangkan Prioritas 5 dan 6 merupakan yang paling rendah tingkat rawan pangannya (relatif tahan
pangan). Kelompok indikator kedua merupakan indikator-indikator kerawanan pangan dan gizi
yang berkaitan dengan faktor iklim. Kelompok indikator ini meliputi data kejadian bencana alam yang
memiliki dampak terhadap ketahanan pangan, estimasi hilangnya produksi padi yang disebabkan oleh
banjir dan kekeringan, laju deforestasi hutan dan kekuatan pengaruh EI Nifio /Southern Oscillation
(ENSO) yang berakibat terhadap variabilitas curah hujan.

Dibandingkan dengan 13 indikator yang digunakan dalam FSVA 2009, terdapat beberapa
perubahan penting dalam definisi dan penentuan indikator FSVA 2015, yaitu: i) kurangnya akses jalan yang
dapat dilalui oleh kendaraan roda empat telah diperluas cakupannya dengan menambahkan kurangnya
akses ke transportasi air yang dapat dilalui perahu; ii) kurangnya akses terhadap air minum yang aman
telah disesuaikan dengan mengecualikan sumber air minum yang berada dalam jarak 10 meter dari
septic tank atau jamban karena memiliki risiko yang lebih besar terkena kontaminasi, iii) stunting
(tubuh pendek) digunakan sebagai indikator kurang gizi menggantikan underweight (kurang
berat badan), berdasarkan kemampuannya untuk melihat kekurangan gizi jangka panjang serta agar
selaras dengan program pemerintah, diskusi pasca-MDG dan tujuan nasional untuk mengurangi jumlah
stunting.

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan metodologi yang baru
diadopsi untuk analisis komposit untuk menghasilkan indikator-indikator yang sesuai. Selain
Principal Component Analysis, dua metodologi statistik juga diterapkan, yaitu Analisis Gerombol
(Cluster) dan Analisis Diskriminan. Akibatnya, kabupaten-kabupaten diklasifikasikan ke dalam enam
kelompok  Prioritas berdasarkan distribusi kuantitatif tingkat pencapaian di antara kabupaten, bukan
pada penerapan ambang batas cut-off yang ditetapkan.

Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kabupaten yang diidentifikasikan sebagai relatif
lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 5-6), tidak berarti semua kecamatan, desa serta penduduk di
dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua kecamatan, desa serta penduduk di kabupaten
Prioritas 1-2 tergolong rawan pangan. Untuk dapat mengidentifikasikan daerah mana yang benar-benar
rawan pangan pada level kecamatan dan desa, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta
provinsi dan kabupaten.

Indikator komposit ketahanan pangan dan gizi digunakan untuk menunjukkan situasi kerawanan
pangan dan gizi kronis, akan tetapi tidak menunjukkan analisis faktor kerawanan pangan dan gizi
karena pengaruh faktor iklim dan lingkungan. Dalam laporan ini juga terdapat Bab tersendiri
(Bab 6) yang membahas faktor-faktor dinamis terkait dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap
kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan dan gizi transien, dimana sebagian besar faktor
tersebut di luar kendali manusia. Analisis kecenderungan pola waktu dan pola geografis dalam empat
indikator transien yang terkait dengan lingkungan - kejadian bencana alam, hilangnya produksi padi
yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan, laju deforestasi hutan dan kekuatan pengaruh ENSO -
memberikan perspektif iklim yang penting untuk ketahanan pangan dan gizi di Indonesia.

Hasil analisis dari 398 kabupaten digambarkan dalam 9 peta indikator individu dan peta komposit.
Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah,
kuning dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerawanan pangan tinggi, gradasi kuning
menunjukkan variasi tingkat kerawanan sedang dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerawanan
pangan rendah. Untuk ke tiga kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat
yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerawanan pangan. Klasifikasi data pada peta untuk indikator
individu sama dengan yang digunakan pada FIA 2005 dan FSVA 2009, kecuali untuk indikator stunting
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(balita pendek) yang sekarang menggunakan ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk
signifikansi kesehatan masyarakat, terutama angka pembulatan terdekat dari rata-rata nasional diang-
gap sebagai titik cut-off antara warna merah dan hijau. Peta Indeks 1.1 sampai 1.7 menampilkan daftar
provinsi dan kabupaten yang termasuk dalam analisis dan pemetaan.

Serupa dengan FIA 2005 dan FSVA 2009, daerah perkotaan tidak termasuk dalam analisis, karena
kerawanan pangan dan gizi di daerah perkotaan memerlukan indikator tersendiri yang berbeda.
Namun, analisis untuk daerah perkotaan akan menjadi semakin penting karena proses urbanisasi yang
terjadi terus menerus dan diperkirakan akan mencapai 66,6 persen dari total penduduk pada tahun 2035
(BPS, 2013).

Semua data dikumpulkan dari sumber-sumber data sekunder yang tersedia di kabupaten, provinsi
dan Badan Ketahanan Pangan Pusat serta publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian,
Universitas Maryland dan Universitas East Anglia. Semua data yang digunakan dalam analisis FSVA
2015 berasal dari periode 2010-2014. Beberapa indikator merupakan data di tingkat individu, sedangkan
indikator lain merupakan data pada tingkat rumah tangga atau masyarakat.
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Tabel 1.1: Indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia, 2015

Indikator Definisi dan Perhitungan Sumber Data

Rasio konsumsi normatif per 1. Data rata-rata produksi bersih tiga tahun (2011-2013) padi, jagung,  Provinsi dalam Angka, BPS
kapita terhadap ketersediaan ubi kayu dan ubi jalar pada tingkat kabupaten dihitung dengan  atau Dinas/Kantor Ketahanan
bersih “beras + jagung + ubi jalar menggunakan faktor konversi standar. Untuk rata-rata produksi ~ Pangan tingkat Provinsi dan
+ ubi kayu” bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (faktor konversi ~<@bupaten (data tahun 2011-

serealia) untuk mendapatkan nilai yang ekivalen dengan serealia. 2013)

Kemudian dihitung total produksi serealia yang layak dikonsumsi.

2. Ketersediaan bersih serealia per kapita per hari dihitung dengan
membagi total ketersediaan serealia kabupaten dengan jumlah
populasinya (data penduduk pertengahan tahun, 2012).

3. Data bersih serealia dari perdagangan dan impor tidak diper-
hitungkan karena data tidak tersedia pada tingkat kabupaten.

4. Konsumsi normatif serealia adalah 300 gram/kapita/hari.

5. Kemudian didapatkan rasio konsumsi normatif per kapita terhadap
ketersediaan bersih serealia per kapita. Rasio lebih besar dari
satu menunjukkan daerah defisit pangan dan daerah dengan
rasio lebih kecil dari satu adalah surplus untuk produksi serealia.

Persentase penduduk yang hidup  Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi ~ SUSENAS (Survei Sosial

di bawah garis kemiskinan standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non  Ekonomi Nasional) 2013, BPS
pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.
Garis kemiskinan nasional sebesar Rp 308.826 per kapita per bulan
di daerah perkotaan dan Rp 275.779 di pedesaan pada tahun 2013.

Persentase desa dengan akses Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang dapat PODES (Survei Potensi Desa)
penghubung yang kurang me- dilalui kendaraan roda empat atau sarana transportasi air. 2014, BPS

madai

Persentase rumah tangga tanpa Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik SUSENAS (Survei Sosial
akses listrik dari PLN dan/atau non PLN, misalnya generator. Ekonomi Nasional) 2013, BPS

Perempuan buta huruf Persentase perempuan di atas 15 tahun yang tidak dapat membaca SUSENAS (Survei Sosial
atau menulis huruf latin. Ekonomi Nasional) 2013, BPS

Persentase rumah tangga tanpa Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke airminumyang ~ SUSENAS (Survei Sosial
akses ke air bersih berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur  Ekonomi Nasional) 2013, BPS
terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan)
dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.

Persentase desa dengan jarak Persentase desa dengan jarak lebih dari 5 kilometer dari fasilitas =~ PODES (Survei Potensi Desa)
lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, dll). 2014, BPS
kesehatan

Balita pendek (stunting) Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar ~ RISKESDAS (Riset Kesehatan
Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari  Dasar) 2013, Kementerian
referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin  Kesehatan
(Standar WHO, 2005).

Angka harapan hidup pada saat Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada  SUSENAS (Survei Sosial
lahir perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Ekonomi Nasional) 2013, BPS

Bencana alam yang terkait iklim Bencana alam yang terkait iklim dan terjadi di Indonesia selama tahun ~ Badan Nasional
2000-2014 dan perkiraan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Penanggulangan Bencana
(BNPB), 2000-2014
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Tabel 1.1 (lanjutan):

Indikator

Variabilitas curah hujan

Hilangnya produksi padi

Deforestasi

Indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia,

2015

Perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan
suhu permukaan laut sebesar satu derajat celcius pada periode tahun
1900-2013.

Rata-rata hilangnya produksi padi akibat banjir dan kekeringan (1990-
2013)

Laju rata-rata perubahan tutupan lahan dari jenis hutan ke jenis non-

Definisi dan Perhitungan

hutan berdasarkan analisis citra satelit Landsat.

Sumber Data

Curah hujan (1900-2013):
Climate Research Unit,
University of East Anglia. Suhu
Permukaan Laut (1900-2013):
ERSST v3b - NCEP NOAA

Direktorat Perlindungan tanaman,
Kementerian Pertanian,
1990-2013

Analisis citra satelit Landsat
2000-2013 oleh Universitas
Maryland
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KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedia-
nya pangan (termasuk pangan kaya gizi) dari
hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan,
serta pemasukan pangan, termasuk didalam-
nya impor dan bantuan pangan, apabila kedua
sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau
proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah,
membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas
kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
Produksi pangan meliputi produksi tanaman
pangan seperti sereal dan umbi-umbian, kacang-
kacangan, biji minyak, sayuran dan buah-
buahan serta peternakan dan  perikanan.
Produksi tergantung pada berbagai faktor
seperti iklim, jenis dan kualitas/kesuburan tanah,
curah hujan, sarana pertanian (irigasi, sarana pro-
duksi pertanian dan teknologi), serta insentif bagi
petani untuk memproduksi tanaman pangan.

Mengingat sebagian besar bahan pangan yang

diproduksi maupun diimpor harus masuk terlebih
dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga, maka infrastruktur pasar, distribusi dan perdagangan
akan terkait erat dengan ketersediaan pada tingkat regional dan lokal. Sebagai negara kepulauan, faktor
kurangnya infrastruktur dan kelancaran distribusi merupakan tantangan yang besar di Indonesia. Aspek
ini akan dibahas secara lebih rinci di dalam Bab Tiga.

Bab ini akan menyajikan penjelasan mengenai ketersediaan pangan di Indonesia pada tingkat
nasional dengan mengevaluasi data pada semua produk pertanian, termasuk buah, sayuran, peternakan
dan perikanan, diikuti dengan analisis yang lebih mendalam terhadap produksi serealia dan umbi-
umbian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Kemudian, akan dijelaskan juga mengenai analisis
ketersediaan pangan tingkat kabupaten untuk ke empat komoditas serealia yang mencakup
398 kabupaten. Ke empat komoditas serealia ini dipilih karena keterbatasan data komoditas lainnya dan
komoditas ini menyediakan hampir 50 persen dari asupan kebutuhan energi per hari pada rata-rata
konsumsi pangan orang Indonesia. Data produksi ke empat komoditas tersebut dikumpulkan secara
rutin pada tingkat kabupaten. Ketersediaan serealia didapat dengan menghitung rasio antara konsumsi
serealia per kapita dan produksi. Indikator ini merupakan salah satu dari sembilan indikator utama
dalam analisis kerawanan pangan dan gizi komposit.

Indikator tersebut digunakan untuk mengukur jumlah produksi pangan yang kaya energi, tetapi tidak
melihat dari sisi ketersediaan pangan lokal yang kaya gizi. Analisis ini juga tidak memperhitungkan
sumber pangan hewani, kacang-kacangan, buah-buahan dan komoditas yang kaya gizi lainnya yang
dihasilkan pada tingkat kabupaten.
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Di dalam Bab ini juga membahas tantangan utama ketersediaan pangan di Indonesia dan menyediakan
rekomendasi yang tepat untuk mengatasinya.

2.1 Perkembangan Pertanian

Indonesia dikenal sebagai negara yang memproduksi berbagai macam jenis pangan, yang memiliki 400
varietas tanaman buah, 370 varietas tanaman sayuran, 70 varietas umbi-umbian dan 55 varietas tanaman
rempah-rempah. Komoditas pangan pokok di Indonesia sebagian besar adalah beras, akan tetapi ada
beberapa wilayah di Indonesia yang menkonsumsi jagung, ubi jalar, ubi kayu, keladi/talas dan sagu
sebagai makanan pokok. Pencapaian swasembada nasional merupakan kebijakan umum
2015-2019, khususnya pencapaian swasembada lima komoditas strategis (padi, jagung,
kedelai, gula dan daging sapi). Pemerintah berupaya keras meningkatkan produksi pertanian dan
beberapa program untuk membantu para petani. Pada periode tahun 2011-2013, sektor pertanian
(termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) telah memberikan kontribusi antara 14,43 sampai
14,71 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) (Pusdatin Kementerian Pertanian, 2014).

Kontribusi sektor pertanian pada PDB tahun 2013 sebesar 14,43 persen dimana sebagian besar
berasal dari tanaman pangan (6,85 persen), tanaman non pangan (2,03 persen) dan peternakan
(1,60 persen). Sektor ini memiliki laju pertumbuhan sebesar 3,37 persen pada tahun 2011 dan mencapai
3,54 persen pada tahun 2013, yang memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ketahanan
pangan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Penyediaan
lapangan pekerjaan di sektor pertanian berkurang beberapa tahun terakhir, yaitu dari 56 persen pada
tahun 1990 menjadi 35 persen pada tahun 2013. Hal ini tidak mengherankan karena perekonomian
yang tumbuh cepat cenderung menyebabkan pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor primer ke
sektor sekunder dan tersier.

Sub-sektor utama dari sektor pertanian meliputi perkebunan, tanaman pangan, hortikultura,
peternakan dan perikanan. Produksi utama perkebunan Indonesia terdiri dari kelapa sawit, karet, coklat,
kopi dan teh serta tanaman perkebunan semusim, seperti tebu dan tembakau. Produksi minyak sawit
berkembang sangat besar yang didukung oleh perluasan lahan. Luas lahan perkebunan besar kelapa
sawit kurang dari satu juta hektar pada tahun 1995 berkembang menjadi sekitar 6,4 juta hektar pada
tahun 2014. Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Luas panen padi pada
tahun 2013 sekitar 13,84 juta hektar, dengan produksi mencapai hampir 71,28 juta ton. Rata-rata
penguasaan lahan rumah tangga pertanian adalah 0,89 hektar. Oleh karena itu, wajar apabila
sebagian besar rumah tangga petani adalah petani gurem (petani pengguna lahan dengan luas kurang dari
0,5 hektar), yaitu sebesar 55,94 persen. Indonesia telah mencapai swasembada produksi beras sejak
tahun 2007 dan pemerintah bertekad meningkatkan produksi beras sehingga tercapai sasaran
produksi padi 73,4 juta ton pada tahun 2015. Beberapa tahun terakhir impor beras dilakukan untuk
mengisi cadangan pangan. Apabila produksi padi tahun 2015 mencapai 73,4 juta ton, maka kebutuhan
impor beras dapat dihilangkan. Selain pangan pokok utama beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, masih
terdapat pangan lokal lainnya seperti sagu di Papua dan Papua Barat. Karena keterbatasan data produksi,
kontribusi produksi pangan lokal lainnya tidak dapat dihitung. Penyediaan padi, jagung, ubi kayu dan
ubi jalar secara keseluruhan memberikan kontribusi 61,30 persen dari total penyediaan energi per kapita
per hari (BKP, 2014). Beras masih memiliki kontribusi yang besar dalam penyediaan energi, sementara
jagung, ubi kayu dan ubi jalar lebih rendah dibandingkan dengan beras.

Gandum merupakan bahan pangan yang konsumsinya semakin meningkat, tetapi produksi di dalam
negeri sangat kecil. Impor gandum pada tahun 2013 mencapai 6,7 juta ton. Selain gandum, semua
pangan pokok tersebut memberikan kontribusi yang besar untuk asupan energi, tetapi tidak memiliki
vitamin dan mineral yang mencukupi. Kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hi-
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jau merupakan sumber protein nabati dan merupakan bagian dari pola makan masyarakat Indonesia,
terutama dalam bentuk tahu dan tempe. Namun, produksi dari komoditas ini cukup rendah di
Indonesia (1,2 persen dari hasil pertanian secara keseluruhan). Untuk mengatasi kekurangan produksi
kedelai, pemerintah mengimpor sebesar 1,8 juta ton (2013), sedangkan produksi dalam negeri sekitar
779.992 ton (BKP, 2014).

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber utama dalam penyediaan vitamin dan
mineral. Tahun 2004 sampai 2013, produksi sayuran dan buah-buahan telah meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 8,72 persen untuk sayuran dan 7,6 persen untuk buah-buahan, sementara impor
sayuran meningkat dengan rata-rata sebesar 10,28 persen dan buah-buahan sebesar 21,82 persen pada
periode yang sama. Pada tahun 2012, pemerintah memulai pembatasan impor untuk melindungi sayuran
dalam negeri dan produksi buah-buahan, dan sebagai hasilnya, pada tahun 2013 impor sayuran turun
sekitar 0,95 persen dan buah-buahan turun sekitar 43,07 persen dibandingkan tahun 2012 (BKP, 2014).
Produksi untuk beberapa komoditas buah-buahan dan sayuran tersedia di Gambar 2.1 dan 2.2.

Gambar 2.1: Produksi beberapa komoditas sayuran, 2004-2013
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Disamping peningkatan produksi, tantangan lainnya adalah penanganan pasca panen. Di negara-negara
berkembang secara keseluruhan, diperkirakan kerugian pasca panen dapat mencapai 60 persen dari
total produksi. Di negara-negara Asia, kerugian akibat pasca panen diperkirakan mencapai 30 persen
dari total produksi sebagai akibat dari penanganan pasca panen yang kurang tepat. Survei yang dilaku-
kan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memperkirakan kerugian
pasca panen jagung sebesar 10 persen, beras sebesar 12,5 persen dan ubi kayu sebesar 15-18 persen.
Sementara ketersediaan data tentang buah-buahan dan sayuran sangat terbatas, kerugian diperkira-
kan hampir dua kali lipat dari biji-bijian (UNIDO, 2012). Adanya kesenjangan produksi antar wilayah
dimana sebagian besar produksi sayuran dan buah-buahan terkonsentrasi di pulau Jawa dan
Sumatera, kehilangan paska panen memiliki konsekuensi yang signifikan bagi ketersediaan pangan bagi
daerah-daerah lain di Indonesia.

Produksi ternak dan perikanan merupakan sumber protein utama dan gizi penting. Produksi
perikanan Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia dan diperkirakan telah menghasilkan
lebih dari 8 juta ton tangkapan ikan pada tahun 2013 (Gambar 2.3). Namun, produktivitas dan adopsi
teknologi berjalan relatif lambat di Indonesia, khususnya dalam hal produksi perikanan budidaya.
Petani ikan di Indonesia menghasilkan rata-rata 1 ton per orang per tahun dibandingkan dengan
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Gambar 2.2: Produksi beberapa komoditas buah-buahan, 2004-2013
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Gambar 2.3: Produksi perikanan, 2004-2013
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187 ton per orang per tahun di Norwegia (FAO, 2012). Sementara ketersediaan ikan per kapita di
Indonesia, diperkirakan mencapai 40,25 kg per kapita per tahun (BKP, 2014), dimana produksi ikan
terbesar terdapat di bagian timur Indonesia. Hal ini mengindikasikan pentingnya ikan dalam pola
makan di daerah-daerah tersebut.

Berbeda dengan industri perikanan, industri peternakan relatif lebih kecil produksinya dan rata-
rata konsumsi hasil peternakan sebesar 45,1 gram/kapita/hari (termasuk telur dan susu). Pada tahun
2013, produksi daging sebesar 2,72 juta ton yang terdiri dari 1,76 juta ton unggas, 642.361 ton daging
ruminansia dan 310.515 ton jeroan. Hal ini mengindikasikan bahwa produksi unggas yang terdiri
dari ayam ras, ayam buras dan bebek, mendominasi produksi peternakan, dengan kontribusi sebesar
52,88 persen dari total penyediaan protein hewani asal ternak di Indonesia pada tahun 2013. Produksi
peternakan rata-rata tumbuh sebesar 3,94 persen selama 2004-2013. Mengingat semakin meningkatnya
standar hidup dan bergesernya preferensi makanan masyarakat, serta meningkatnya permintaan daging
ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi), maka pemerintah telah membuat kebijakan
untuk mendukung pertumbuhan dan penyebaran peternakan sapi potong di seluruh Indonesia,
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Gambar 2.4: Produksi Peternakan, 2004-2013
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termasuk mendukung sistem peternakan skala kecil. Akan tetapi, produksi daging sapi pada tahun 2014
sebesar 381.323 ton masih belum mencukupi kebutuhan nasional sehingga pemerintah mengimpor
45.513 ton daging sapi. Meskipun kebijakan untuk mendorong produksi nasional telah dilakukan, akan
tetapi sebagian besar produksi ternak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, diikuti oleh pulau Sumatera.
Produksi ternak dalam skala kecil terdapat di pulau Maluku, Kalimantan dan Sulawesi.

2.2 Produksi Serealia

Selama sepuluh tahun terakhir, produksi serealia terus meningkat di Indonesia jauh melebihi pertum-
buhan penduduk. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan produktivitas akibat pola tanam yang
lebih intensif dan penggunaan bibit berkualitas tinggi (Lihat Tabel 2.1 dan Gambar 2.5). Jagung
merupakan komoditas dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi per tahun (6,13 persen) sedangkan yang
terendah adalah ubi kayu (2,41 persen). Rata-rata pertumbuhan produksi padi sebesar 3,15 persen.

Kotak 2.1-Pangan dari alam

Sumber pangan lainnya yang diperoleh melalui basil dari berburu dan dari alam
dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan gizi.
Saat ini sangat sedikit data yang tersedia untuk indikator ini, namun penelitian
antropologi dan bukti sejarah menunjukkan bahwa hasil berburu dan basil dari
alam merupakan mekanisme yang sangat penting untuk mendapatkan makanan
pada masyarakat terpencil, seperti di Papua dan Papua Barat dimana hal tersebut
memberikan kontribusi besar terhadap asupan energi. Kegiatan berburu mamalia,
binatang pengerat dan serangga juga menyediakan sumber penting untuk kebutuhan

protein hewani. Disarankan bahwa penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk
menganalisis kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan langsung dari alam
untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga dapat dipahami ketergantungan
masyarakat terhadap sumber pangan makanan dari alam dan kontribusinya untuk
pemenuhan gizi.
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Tabel 2.1: Produksi serelia dan umbi-umbian utama, 2004 - 2013 (ribu Ton)

Rata-rata
Makanan 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2013 (el pertumbuhan
Padi 54.088 54.151 54.455 57.157 60.326 64.399 66.469 65.757 69.056 71.280 61.714 3,15
Jagung 11.225 12524 11.609 13288 16.317 17.630 18.328 17.643 19.387 18512 15.646 6,13
UbiKayu  19.425 19.321 19.987 19.988 21.757 22.039 23.918 24.044 24177 23937 21.859 2,41
Ubi Jalar 1902 1.857 1.854 1.887 1.882 2.058 2.051 2196 2483 2387  2.056 2,70

* Rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,38 persen pada periode yang sama
Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS

Pada tahun 2013, total produksi padi sebesar 71,28 juta ton, jagung sebesar 18,51 juta ton, ubi kayu
sebesar 23,94 juta ton dan ubi jalar sebesar 2,39 juta ton. Produksi keempat komoditas tersebut
lebih tinggi dari angka produksi rata-rata selama 10 tahun terakhir (Tabel 2.1 dan Gambar 2.5). Selain
DKI Jakarta, seluruh provinsi di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan produksi serealia. Provinsi
dengan peningkatan produksi serealia terbesar, yaitu Kepulauan Riau (11,43 persen) dan Gorontalo
(10,51 persen).

Gambar 2.5: Produksi serealia dan umbi-umbian utama, 2004 — 2013 (ribu ton)
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Padi

Data luas panen, produktivitas dan produksi padi tingkat provinsi tahun 2004-2013 dari Badan
Pusat Statistik (BPS) dianalisis. Mengingat sebagian besar produksi padi berasal dari Pulau Jawa dan
Sumatera, maka pembahasan mengenai tren produksi padi difokuskan pada ke dua pulau ini
(Gambar 2.6 dan 2.11).

Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 menunjukkan total luas panen padi di Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau
Jawa masih merupakan provinsi utama penghasil padi dengan luas panen yang meningkat dari 5,71 juta
hektar (2004) menjadi 6,47 juta hektar (2013) , dimana semua provinsi nya dapat mempertahankan atau
meningkatkan luas tanam. Sementara itu di Pulau Sumatera juga terjadi peningkatan luas panen dari
3,16 juta hektar (2004) menjadi 3,52 juta hektar (2013). Fluktuasi luas panen padi terjadi di beberapa
provinsi di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh variabilitas perubahan iklim dan ketergan-
tungan pada sawah tadah hujan. Walaupun terjadi alih fungsi lahan, produksi padi di Pulau Jawa selama
10 tahun terakhir (tahun 2004 sampai 2013) terus meningkat secara keseluruhan sekitar 20,96 persen.
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Gambar 2.6: Total luas panen padi di pulau Sumatera, 2004-2013 (ha)
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Gambar 2.7: Total luas panen padi di pulau Jawa, 2004-2013 (ha)
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Rata-rata produktivitas padi di Pulau Jawa (57,98 kul'/ha) lebih tinggi dibandingkan Pulau
Sumatera (47,61 ku/ha) padatahun 2013. Selain itu, terjadi peningkatan produktivitas padiselama 10 tahun
terakhir (tahun 2004 dan 2013) yaitu sebesar 12 persen di Pulau Jawa dan 19 persen di Pulau Sumatera

(Gambar 2.8 dan 2.9).

Secara keseluruhan, produksi padi nasional terus meningkat dari 54,09 juta ton pada tahun 2004
menjadi 71,28 juta ton pada tahun 2013. Sentra produksi padi di Pulau Jawa adalah Jawa Barat, Jawa
Timur dan Jawa Tengah; di Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung; di
Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Selatan; di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Selatan dan Kepulauan
Nusa Tenggara adalah Nusa Tenggara Barat (Gambar 2.12).

' 1 kuintal = 100 kg
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Gambar 2.8: Produktivitas padi di pulau Sumatera, 2004-2013 (kuintal/ha)
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Gambar 2.9: Produktivitas padi di pulau Jawa, 2004-2013 (kuintal/ha)
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Gambar 2.10: Produksi padi di pulau Sumatera, 2004-2013 (ton)
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Gambar 2.11:

Produksi padi di pulau Jawa, 2004-2013 (ton)
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Gambar 2.12: Produksi padi di beberapa provinsi di Indonesia, 2004 — 2013 (ton)
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Gambar 2.13: Rata-rata produksi tahunan padi, 1990-2013

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS
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Jagung

Pada tahun 2013, produksi jagung mencapai 18,51 juta ton, menunjukkan peningkatan 7,29 juta ton
dari tahun 2004. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas pada tahun 2013 dari
33,44 ku/ha menjadi 48,44 ku/ha (naik 45 persen) serta peningkatan luas panen jagung dari 3,36 juta ha
menjadi 3,82 juta ha (naik 14 persen) dibandingkan tahun 2004. Pada tahun 2013, Pulau Jawa merupa-
kan penghasil jagung terbesar, mencakup 54,54 persen dari total produksi nasional. Penghasil terbesar
kedua adalah Pulau Sumatera dengan produksi sebesar 21,53 persen dari total produksi nasional, diikuti
oleh Pulau Sulawesi sebesar 14,60 persen. Pada tingkat provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat merupakan produsen jagung terbesar di Pulau Jawa, sementara di Pulau Sumatera adalah Provinsi
Lampung dan Sumatera Utara (Gambar 2.14).

Gambar 2.14: Produksi jagung di beberapa provinsi di Indonesia, 2004 — 2013 (ton)
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Ubi kayu

Pada tahun 2013, produksi ubi kayu mencapai 23,94 juta ton. Peningkatan produksi sebesar 4,51 juta
dari tahun 2004, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan produktivitas dari 154,68 ku/ha (2004)
menjadi 224,60 (2013) atau meningkat sebesar 69,92 ku/ha. Provinsi Lampung merupakan produsen ubi
kayu terbesar dengan menyumbang 35.88 persen dari total produksi nasional. Provinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur juga merupakan sentra
produksi utama ubi kayu (Gambar 2.15).

Ubi jalar

Total produksi ubi jalar di Indonesia meningkat 0,49 juta ton antara tahun 2004 (1,90 juta ton) dan
2013 (2,39 juta ton). Serupa dengan jagung, peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pening-
katan produktivitas sebanyak 103,05 ku/ha pada tahun 2004 menjadi 147,47 ku/ha pada tahun 2013.
Selain di Pulau Jawa dan Sumatera, Papua juga merupakan sentra produksi ubi jalar. Papua menyumbang
17,02 persen dari hasil produksi nasional, setelah Jawa Barat 20 persen) (Gambar 2.16).
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Gambar 2.15: Produksi ubi kayu di beberapa provinsi di Indonesia, 2004 — 2013 (ton)
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Gambar 2.16: Produksi ubi jalar di beberapa provinsi di Indonesia, 2004 — 2013 (ton)
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2.3 Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Produksi

Seperti yang telah dibahas dalam Bab 1, indikator ketersediaan pangan yang digunakan untuk
analisis ketahanan pangan komposit adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih
serealia. Rasio tersebut menunjukkan apakah suatu daerah surplus atau defisit dalam produksi serealia.

Indikator ini merupakan salah satu dari 9 indikator utama yang digunakan dalam analisis komposit
kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi yang mencerminkan ketersediaan pangan di 398
kabupaten. Produksi serealia di tingkat kabupaten dihitung dengan mengambil rata-rata produksi
padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar masing-masing selama tiga tahun produksi (2011-2013). Data rata-
rata produksi bersih serealia dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar (benih, pakan dan
tercecer). Khusus rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (nilai kalori 3 kg
ubi kayu atau ubi jalar setara dengan 1 kg beras atau jagung) untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen
dengan serealia (BKP, 2012). Selanjutnya dihitung total produksi serealia yang tersedia untuk di
konsumsi. Ketersediaan bersih serealia per kapita dihitung dengan membagi total produksi serealia
di kabupaten tertentu dengan perkiraan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2012. Kemudi-
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an dihitung rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia. Berdasarkan profil
konsumsi Indonesia, konsumsi normatif serealia per kapita per hari adalah 300 gram. Data ketersediaan
bersih serealia dari perdagangan (ekspor dan impor) tidak dihitung karena data tersebut tidak tersedia
di tingkat kabupaten.

Peta 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai swasembada dalam
produksi serealia, yang digambarkan dalam kelompok gradasi warna hijau, sedangkan daerah defisit
ditunjukkan dengan kelompok gradasi warna merah. Kondisi iklim, kesesuaian lahan, bencana
alam (kekeringan, banjir, dll) adalah faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap kemampuan
kabupaten-kabupaten yang mengalami defisit serealia untuk mencapai swasembada dalam produksi
serealia. Walaupun demikian, hal yang penting untuk dicatat bahwa kurangnya swasembada pangan
tidak selalu perlu dikhawatirkan. Hal ini disebabkan karena daerah yang mengalami defisit dalam
produksi serealia dapat menghasilkan produk-produk lain yang pada gilirannya dapat meningkatkan
pendapatan penduduk untuk membeli serealia dari daerah surplus. Namun, di negara dengan
tantangan logistik yang cukup besar seperti di Indonesia, dengan persentase ketergantungan penduduk
akan produksi pangan sendiri untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan rumah tangganya
(sebanyak 55,94 persen petani Indonesia merupakan petani gurem dengan luas lahan kurang dari
0,5 ha), implikasi dari defisit serealia harus dipelajari dengan seksama.

Berdasarkan rasio konsumsi normatif terhadap produksi, 77 persen kabupaten mengalami surplus dan
23 persen mengalami defisit dari total 398 kabupaten. Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kepulauan
Riau, Bangka Belitung, Papua, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Maluku mengalami defisit dalam
produksi serealia. Penyebab defisit ketersediaan bervariasi antar kabupaten, tetapi pada umumnya
meliputi: i) perluasan tanaman perkebunan termasuk komoditas kelapa sawit, lada hitam, karet,
jambu mete, kakao dan lain-lain; ii) perluasan areal pertambangan terbuka; iii) degradasi daerah rawa;
iv) rendahnya produktivitas dalam sistem produksi varietas padi gogo; dan v) kurangnya ketersediaan
lahan pertanian dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Untuk semua kabupaten, termasuk yang
saat ini memiliki surplus produksi serealia, perubahan iklim menjadi perhatian utama yang berkaitan
tingkat deforestasi yang tinggi, kekeringan dan/atau banjir yang menjadi ancaman serius bagi keber-
lanjutan tingkat produksi saat ini. Produksi tanaman pangan telah meningkat beberapa tahun terakhir,
akan tetapi dampak dari fenomena perubahan iklim terhadap pertanian seperti pola cuaca yang tidak
menentu, peningkatan hama tanaman dan bencana alam berpotensi mengancam apa yang telah dicapai
sejauh ini dan menghambat kemajuan ketahanan pangan dan gizi.

2.4 Tantangan untuk Ketersediaan Pangan

Indonesia telah menjadi negara pengekspor hasil pertanian selama beberapa dekade terakhir yang
didominasi oleh tanaman tahunan, terutama kelapa sawit, karet, kakao, kopi dan kelapa serta ikan. Akan
tetapi, Indonesia masih merupakan pengimpor beberapa komoditas pertanian seperti serealia, daging,
buah-buahan, sayuran dan susu. Walaupun Indonesia telah mencapai swasembada beras, produksi
komoditas lainnya (terutama daging, gandum, susu dan kedelai) tidak secepat pertumbuhan kebutuhan
konsumsi nasional, sehingga meningkatkan ketergantungan pada impor dari luar negeri.

Pergeseran preferensi makanan merupakan faktor penyebab utama meningkatnya permintaan
impor untuk produk-produk tersebut sebagaimana juga yang terlihat di negara-negara berpendapatan
menengah lainnya. Hal ini dapat menyebabkan berubahnya pola konsumsi dan pola permintaan
pangan pada kelas berpendapatan menengah di perkotaan, melebihi kapasitas nasional untuk mempro-
duksi sendiri sehingga meningkatkan ketergantungan impor pangan untuk komoditas tersebut. Jumlah
penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 305,6 juta orang pada tahun 2035, dimana 66,6 persen
diantaranya tinggal di daerah perkotaan.
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Meningkatkan produktivitas di bidang pertanian merupakan tantangan utama yang memerlukan
perhatian, hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin terbatasnya
lahan pertanian. Keterbatasan produksi pangan nasional disebabkan antara lain oleh: i) konversi lahan
pertanian menjadi non-pertanian dan menjadi lahan perkebunan, terutama di pulau Jawa; ii) penurunan
kualitas tanah dan kesuburan akibat kerusakan lingkungan; iii) ketersediaan air yang semakin
terbatasuntuk produksipanganakibatkerusakanhutan;iv) infrastrukturirigasiyang menurunkualitasnya,
sekitar 30 persen, dimana membutuhkan perbaikan dua kali lipat dalam 25 tahun terakhir;
v) persaingan dalam pemanfaatan sumber daya air oleh sektor industri dan perumahan; vi) kerusakan yang
disebabkan oleh meningkatnya kejadian kekeringan dan banjir akibat penurunan fungsi perlindungan
alami; vii) produktivitas petani belum mencapai potensinya terutama petani gurem yang disebabkan oleh
kurangnya akses ke pasar untuk menjual basil produksi, kurangnya kualitas dari penyuluhan
pertanian dan juga berkurangnya investasi pada infrastruktur pedesaan; viii) proporsi yang tinggi dari
kerugian panen dalam proses produksi, penanganan hasil, pengolahan paska panen dan transportasi;
ix) kurangnya akses ke modal di daerah pedesaan; x) hama dan penyakit pada tanaman dan ternak yang

mengurangi produktivitas; dan xi) persaingan antara pangan untuk konsumsi dan untuk produksi
bio-fuel.

2.5 Pencapaian untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

o Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak tahun 2007/2008. Pada tahun 2013,
produksi padi mencapai 71,28 juta ton dan surplus beras sekitar 8 juta ton,

o Pada tahun 2013, ketersediaan kalori mencapai 3.849 kalori per kapita per hari dan
ketersediaan protein sebesar 89,26 gram per kapita perhari, dimana telah melebihi dari Angka
Kecukupan Gizi.

o Pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari Food Agriculture Organization (FAO)
yang diserahkan pada Konferensi FAO ke-38 di Roma, Italia, pada tanggal 16 Juni 2013.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan dari upaya Indonesia yang konsisten
dalam mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan
Millenium (MDGs), yaitu menurunkan persentase penduduk yang kelaparan dan kekurangan
gizi menjadi setengahnya.

2.6 Kebijakan dan Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Pada tanggal 18 Oktober 2012, Undang Undang Pangan (UU No. 18 tahun 2012) telah disahkan
oleh DPR, di mana didalamnya mencakup kedaulatan pangan, swasembada pangan, kemandirian
pangan dan keamanan pangan. Untuk memfasilitasi dukungan dari mitra internasional bagi pencapaian
ketahanan pangan, maka Program Indonesia untuk Kerjasama Internasional Ketahanan Pangan
Indonesia (KIKPI) telah dibentuk pada tanggal 29 Desember 2011 melalui surat Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

Undang-undang Pangan menyatakan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas” Undang-undang ini membahas beberapa aspek
ketahanan pangan seperti, ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi. Termasuk juga
membahas tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan.

Undang-undang Pangan mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang
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memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi
sumber dayalokal. Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi
pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang
cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam,
manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Selain mendefinisikan prinsip-prinsip
utama ketahanan pangan di Indonesia, UU Pangan juga mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan
intervensi di sektor pangan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan. Untuk
mencapai hal tersebut, pemerintah mengelola cadangan pangan nasional, mengatur perdagangan untuk
menstabilkan pasokan dan harga komoditas pangan utama, dan mempertahankan harga pangan pokok
dan stabilitas pasokan di tingkat produsen dan konsumen untuk pangan pokok.

Presiden Joko Widodo meletakkan Sembilan Agenda Prioritas nya (Nawa Cita) pada bulan Oktober
2014, yang salah satunya menekankan kedaulatan pangan sebagai prinsip untuk mencapai ketahanan
pangan. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-019. Arah kebijakan dan sasaran prioritas utama yang
berkaitan dengan kedaulatan pangan di lakukan dengan lima strategi utama, meliputi:

a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang
meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.

b. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
c. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

d. Perlindungan ketahanan pangan dilakukan melalui kesiapsiagaan mengantisipasi bencana alam,
mitigasi dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.

e. Peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan pelaku utama penghasil bahan pangan lainnya.

Serangkaian sasaran dan target untuk tahun 2015-2019 telah tertera dalam RPJMN. Sasaran utama
prioritas nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan di dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi
dalam negeri untuk komoditas pangan utama: padi, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.
Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat
dijaga merupakan tujuan utama kebijakan ini.

b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan
pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan
beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.

c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan
Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019.

d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih
fungsi lahan.

e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana
irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.

f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.

g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang
adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
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Dengan keragaman sumber daya alam yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi hulu dan
hilir, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkat-
kan produktivitas dan efisiensi bisnis, memajukan agribisnis dan dampak ketahanan pangan. Peran
ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi inovatif di bidang pertanian sangat penting untuk
perkembangan teknologi industri, perbaikan dalam pengolahan pasca panen dan teknik penyimpanan
pasca panen serta transportasi pangan ke daerah-daerah terpencil.
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AKSES TERHADAP PANGAN

Akses terhadap pangan merupakan salah satu dari 3 pilar ketahanan pangan. Akses pangan berhubungan
dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi
sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara
fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya:
i) akses fisik: infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar; ii) akses ekonomi:
kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi; dan/atau iii) akses sosial:
modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal seperti barter,
meminjam atau adanya program dukungan sosial.

Bab ini terbagi menjadi 3 sub-bab yang membahas masing-masing indikator akses pangan.
Struktur dalam setiap bagian bervariasi tergantung pada ketersediaan data. Apabila memungkinkan,
data pada tingkat nasional dan provinsi untuk berbagai indikator akan dijelaskan terlebih dahulu untuk
membangun keterkaitan antar sub-bab. Selanjutnya, perbedaan pada tingkat kabupaten dijelaskan
dengan menggunakan indikator proxy terpilih yang mencerminkan ketersediaan data di 398 kabupaten
di FSVA ini.

o Akses fisik: Indikator proxy utamanya adalah akses terhadap jalan dan atau transportasi air.

o Akses ekonomi: terdiri dari 2 indikator proxy (akses terhadap listrik dan kemiskinan).

o Akses sosial: program bantuan sosial akan dibahas dalam peta ini meskipun datanya tidak
tersedia pada tingkat kabupaten.
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3.1 Akses Fisik

Infrastruktur transportasi dan gudang penyimpanan adalah hal penting dalam ketahanan pangan dan
gizi. Keseluruhan rantai pasokan pangan membutuhkan infrastruktur udara, pelabuhan dan jalan yang
baik untuk mengangkut bahan pangan tepat waktu dengan biaya yang efektif. Sebagai negara kepulauan
yang memiliki lebih dari 13.400 pulau, Indonesia menghadapi tantangan yang besar untuk memastikan
rantai pasokan pangan yang mudah dan murah. Indonesia sedang mengembangkan fasilitas transportasi
udara, darat dan laut yang efisien dan terintegrasi yang memungkinkan lebih banyak jenis pangan dapat
diangkut atau diperdagangkan antar pulau dengan meminimalkan tingkat kerusakan.

Pemerintah Indonesia membangun jaringan jalan berkualitas tinggi yang dapat mengurangi resiko
biaya perdagangan dan meningkatkan akses ke pasar. Pengembangan sarana transportasi dan gudang
penyimpanan dapat menurunkan harga pangan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan petani
dengan mengurangi biaya-biaya perantara yang terkait kerusakan, transportasi dan ketidaksempurnaan
rantai pasokan lainnya. Meskipun telah melakukan upaya-upaya tersebut, konsumen Indonesia masih
menghadapi peningkatan harga pangan karena faktor inefisiensi, terutama wilayah Indonesia bagian
timur.

Selain memastikan rantai pasokan pasar berjalan, akses jalan juga meningkatkan investasi antar
sektor dan meningkatkan akses ke pelayanan serta berkontribusi terhadap standar kehidupan
secara keseluruhan, khususnya untuk daerah pedesaan. Tersedianya infrastruktur yang handal dengan
kualitas tinggi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui dampak positif terhadap
produktivitas, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan baik disektor pertanian mau-
pun non pertanian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dapat menjangkau petani yang lebih terpencil
serta memberikan bantuan teknis dan informasi untuk meningkatkan produksi. Akses ke pendidikan
dapat ditingkatkan karena murid-murid mempunyai kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju
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sekolah yang lebih jauh dan guru-guru lebih bersemangat untuk mengajar di sekolah pedesaan
miskin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber daya manusia di wilayah terse-
but. Masyarakat pedesaan juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Investasi di perkotaan serta infrastruktur transportasi pedesaan merupakan masalah yang penting
karena urbanisasi terus meningkat dengan pesat di Indonesia, dari sekitar 15 persen penduduk yang
tinggal di daerah perkotaan pada tahun 1950 menjadi 49,8 persen di tahun 2010 dan diproyeksikan
mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Namun, mengingat fokus laporan ini pada penduduk yang
tinggal pedesaan, maka analisis akses jalan dan atau transportasi air hanya difokuskan pada wilayah
kabupaten.

Situasi infrastruktur transportasi

Sejak Indonesia Infrastructure Summit dilaksanakan pada tahun 2005, pemerintah berkomitmen
untuk menginvestasikan tambahan anggaran untuk jalan, penyediaan air, energi, telekomunikasi dan
infrastruktur dasar lainnya yang sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, mengurangi
kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Meskipun, anggaran infrastruktur meningkat
beberapa tahun terakhir - dari Rp 114,2 trilyun pada tahun 2011 menjadi Rp 184,3 trilyun di tahun 2013
- akan tetapi tantangan yang signifikan masih tetap sama (Kemenkeu, 2014a). Kesenjangan infrastruktur
telah disorot sebagai salah satu dari tantangan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh beberapa
laporan internasional termasuk Laporan Kompetitif Global 2013-2014 (World Economic Forum, 2013)
dan Laporan Ekonomi Triwulan Bank Dunia pada Oktober 2013 (World Bank, 2013).

Infrastruktur pelabuhan yang kurang memadai menyebabkan keterlambatan yang sangat banyak dan
biaya yang tinggi dalam pengangkutan barang antar pulau termasuk pangan. Sementara infrastruktur
jalan meningkat dari 492.398 km pada tahun 2011 menjadi 502.724 km pada tahun 2014 (BPS, 2014).
Jalan-jalan yang telah rusak karena banjir terus-menerus dan usang karena pemakaian serta kurangnya
investasi dalam perbaikan jalan menyebabkan banyak kemacetan dan keterlambatan. Pada transportasi
jalan maupun air, penundaan waktu yang lama menyebabkan tingkat kerusakan yang besar dan harga

pangan yang tinggi.

Akses penghubung tingkat kabupaten

Peta ini menganalisis tingkat konektivitas level kabupaten berdasarkan data potensi desa yang memiliki
akses ke jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan akses terhadap transportasi air yang dapat
dilalui perahu sepanjang tahun (BPS, 2013b) (Lampiran 1).

Pada tahun 2014, sekitar 5,98 persen desa di Indonesia tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4
atau dengan perahu pada waktu-waktu tertentu dalam setahun dan sebanyak 3,6 persen desa sama
sekali tidak sepanjang tahun. Sedangkan 90,42 persen desa lainnya memiliki akses sepanjang tahun.
Sementara itu, dari 398 kabupaten, 89,04 persen diantaranya mengandalkan transportasi darat;
2,25 persen menggunakan transportasi air dan 8,70 persen menggunakan transportasi darat dan air
(Gambar 3.1). Hal yang tidak ditunjukkan dalam indikator ini adalah buruknya kualitas jalan yang
masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Peta 3.1 memperlihatkan tingkat akses jalan untuk kendaraan roda 4 dan transportasi air masih terbatas
di beberapa provinsi, khususnya di Kalimantan Tengah, Maluku, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau,
Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Barat dan Sumatera Selatan.
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Gambar 3.1: Moda akses ke desa, 2014
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3.2 Akses Ekonomi

Akses ekonomi terhadap makanan bergizi adalah penentu utama kerawanan pangan dan gizi di
Indonesia. Walaupun pangan mungkin tersedia di pasar terdekat, akan tetapi akses rumah
tangga ke pangan tergantung pada pendapatan rumah tangga dan stabilitas harga pangan. Pangan yang
bergizi cenderung lebih mahal harganya di pasar. Disisi lain, daya beli rumah tangga miskin terbatas,
sehingga sering kali “hanya sekadar mengisi perut” dengan jalan membeli pangan pokok yang relatif
murah tetapi kurang gizi mikro, protein dan lemak. Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan
ditentukan sebagian besar oleh strategi penghidupan dan kesempatan kerja yang ada pada tingkat region-
al dan lokal. Strategi penghidupan didefinisikan sebagai kemampuan, modal/aset rumah tangga (alam,
fisik, manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mengamankan kebutuhan
dasar seperti pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang penting untuk pertumbuhan kesehatan.

Penghidupan

Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan sebagian besar ditentukan oleh ketahanan strategi
penghidupan dan peluang kerja di tingkat daerah dan lokal. Strategi penghidupan di definisikan sebagai
kemampuan, modal/aset - alam, fisik, manusia, ekonomi dan sosial - dan kegiatan yang digunakan oleh
suatu rumah tangga untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan,
dan pendidikan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



Strategi penghidupan rumah tangga bervariasi dan dapat mencakup pekerjaan baik disektor formal
maupun informal. Data lapangan kerja formal tersedia secara triwulan melalui Survei Angkatan Kerja
Nasional (SAKERNAS). Sedangkan data pekerjaan informal tidak dipantau secara periodik meskipun
terdapat keyakinan bahwa hal itu memberikan kontribusi besar terhadap strategi penghidupan rumah
tangga. Pada Februari 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 69,75 juta orang (60,17 persen)
penduduk Indonesia yang bekerja disektor informal. Pekerja informal ini berkurang sebanyak 1,7 juta
orang atau berkurang dari sebesar 2,51 dari 62,68 persen (Februari 2012) menjadi 60,17 persen (Februari
2013). Sebagian besar lapangan pekerjaan sektor informal memberikan penghasilan dibawah rata-rata,
tidak ada jaminan sosial serta terkadang harus bekerja pada lingkungan yang berbahaya.

Selaras dengan standar dari Organisasi Tenaga Kerja International (ILO), maka Indonesia telah
menggunakan konsep status ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka telah di perluas dalam
statistik tenaga kerja sejak tahun 2001. Total "Angkatan Kerja” adalah penduduk usia 15 sampai dengan
64 tahun yang pada minggu lalu bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran (sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha) pada minggu
pelaksanaan survei. Status pekerjaan di kelompokkan menjadi 7 kategori yaitu: i) berusaha sendiri;
ii) berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar; iii) berusaha dibantu buruh tetap/ buruh
dibayar; iv) buruh/karyawan/pegawai; v) pekerja bebas di pertanian; vi) pekerja bebas di non-pertanian;
dan vii) pekerja tak dibayar.

Konsep “pengangguran terbuka” saat ini mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk
yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan
dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. “Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)” adalah perbandingan total pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja.

Gambar 3.2: Ketenagakerjaan nasional per sektor, Februari 2013
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Sumber: SAKERNAS 2013, BPS

Pada Februari 2013, Angka Partisipasi Tenaga Kerja sebanyak 69,21 persen. TPT mengalami penurunan
sebesar 0,88 persen yaitu dari 6,80 persen (Februari 2011) menjadi 5,92 persen (Februari 2013). Akan
tetapi, perbedaan tingkat pengangguran antar wilayah masih tinggi (Tabel 3.1), namun seluruh provinsi
mengalami penurunan TPT pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2013, provinsi Banten memiliki TPT
tertinggi (10,10 persen), diikuti oleh DKI Jakarta (9,94 persen) dan Jawa Barat (8,90 persen), sedang-
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Tabel 3.1: Tingkat pengangguran terbuka per provinsi, 2011-2013

No Provinsi 2011 2012 2013
1 Aceh 8,27 7,88 8,38
2 Sumatera Utara 7,18 6,31 6,01
3 Sumatera Barat 7,14 6,25 6,33
4 Riau 717 5,17 4,13
5 Jambi 3,85 3,65 2,90
6 Sumatera Selatan 6,07 5,59 5,49
7 Bengkulu 3,41 2,14 2,12
8 Lampung 5,24 5,12 5,09
9 Kepulauan Bangka Belitung 3,25 2,78 3,30
10 Kepulauan Riau 7,04 5,87 6,39
11 DKI Jakarta 10,83 10,72 9,94
12 Jawa Barat 9,84 9,78 8,90
13 Jawa Tengah 6,07 5,88 5,57
14 D.l. Yogyakarta 5,47 4,09 3,80
15 Jawa Timur 418 413 4,00
16 Banten 13,50 10,74 10,10
17 Bali 2,86 2,1 1,89
18 Nusa Tenggara Barat 5585 5,21 5,37
19 Nusa Tenggara Timur 2,67 2,39 2,01
20 Kalimantan Barat 4,99 3,36 3,09
21 Kalimantan Tengah 3,66 2,71 1,82
22 Kalimantan Selatan 5,62 4,32 3,91
23 Kalimantan Timur 10,21 9,29 8,87
24 Sulawesi Utara 9,19 8,32 7,19
25 Sulawesi Tengah 4,27 3,73 2,65
26 Sulawesi Selatan 6,69 6,46 5,83
27 Sulawesi Tenggara 4,34 3,10 3,47
28 Gorontalo 4,61 4,81 4,31
29 Sulawesi Barat 2,70 2,07 2,00
30 Maluku 7,72 7,1 6,73
31 Maluku Utara 5,62 5,31 5,51
32 Papua Barat 8,28 6,57 4,47
33 Papua 3,72 2,90 2,81
INDONESIA 6,80 6,32

Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS

kan yang terendah adalah Kalimantan Tengah (1,82 persen). Walaupun Banten memiliki TPT tertinggi,
tetapi juga mengalami angka penurunan pengangguran tertinggi yaitu sebesar 3,40 persen (201-2013).

Dari total angkatan kerja, proporsi terbesar (34,55 persen) bekerja disektor pertanian, peternakan,
kehutanan, berburu dan perikanan, diikuti sektor perdagangan dan pariwisata (21,66 persen).
Dibandingkan dengan tahun 2006, perubahan yang paling signifikan dalam ketenagakerjaan terlihat pada
sektor pertanian (turun 7,49 persen) dan pelayanan publik (hingga 4,53 persen). Pada tingkat regional,
partisipasi pada sektor pertanian bervariasi mulai dari 60,8 persen di Papua hingga 21,9 persen di Pulau
Jawa (Gambar 3.3). 14 provinsi (DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur,
DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Jawa Timur,
Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan) masing-masing memiliki proporsi penduduk yang bekerja
pada sektor pertanian lebih sedikit dari rata-rata nasional yaitu 40,8 persen (Gambar 3.3). Pada
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Gambar 3.3: Proporsi penduduk yang bekerja pada sektor pertanian per provinsi,
2006 dan 2013
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kelompok rumah tangga pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, selain pertanian
sebagai sumber utama penghasilan, perkebunan juga merupakan salah satu sumber penghasilan yang
signifikan, dan diikuti perikanan laut. Produktivitas pertanian relatif stagnan dalam beberapa tahun
terakhir akibat tingginya fragmentasi lahan di wilayah padat penduduk serta pengaruh curah hujan yang
tak menentu di wilayah Indonesia bagian timur. Situasi ini berdampak kurang menguntungkan bagi
masyarakat yang bergantung pada produksi tanaman pangan sehingga banyak dari mereka yang berada
di bawah atau di sekitar garis kemiskinan (lihat bagian Kemiskinan, halaman 36).

Akses terhadap listrik

Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan suatu indikator pendekatan yang baik untuk
melihat tingkat kesejahteraan ekonomi dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih
baik. Sesuai dengan SUSENAS 2013 (BPS, 2013a), rumah tangga yang memiliki akses listrik sebesar
96,54 persen atau meningkat 5,54 persen dari tahun 2007 (91,47 persen).

Namun demikian, kesenjangan antar daerah juga semakin tinggi, di mana proporsi rumah tangga tanpa
akses listrik yang terendah berada di DKI Jakarta (0,09 persen) dan tertinggi di Papua (54,38 persen)
(Tabel 3.2).

Pada tingkat kabupaten, kabupaten Intan Jaya (Papua) merupakan kabupatan yang memiliki rumah
tangganya tidak memiliki akses terhadap listrik terbanyak (98,28 persen), sementara 15 kabupaten (di
Pulau Jawa dan Bali) semua rumah tangga telah memiliki akses listrik (Lampiran 1 dan Peta 3.2).
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Tabel 3.2: Persentase rumah tangga tanpa akses listrik per provinsi, 2013

Provinsi % Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik
1 Aceh 2,75
2 Sumatera Utara 4,45
3 Sumatera Barat 5,85
4 Riau 5,82
5 Jambi 4,74
6 Sumatera Selatan 5,39
7 Bengkulu 4,85
8 Lampung 3,90
9 Kep Bangka Belitung 2,60
10 Kep Riau 1,77
11 DKI Jakarta 0,09
12 Jawa Barat 0,28
13 Jawa Tengah 0,25
14 DI Yogyakarta 0,33
15 Jawa Timur 0,30
16 Banten 0,52
17 Bali 0,57
18 Nusa Tenggara Barat 3,03
19 Nusa Tenggara Timur 29,33
20 Kalimantan Barat 15,06
21 Kalimantan Tengah 12,52
22 Kalimantan Selatan 2,24
23 Kalimantan Timur 4,02
24 Sulawesi Utara 2,06
25 Sulawesi Tengah 11,90
26 Sulawesi Selatan 4,82
27 Sulawesi Tenggara 8,88
28 Gorontalo 10,28
29 Sulawesi Barat 14,92
30 Maluku 18,88
31 Maluku Utara 14,04
32 Papua Barat 54,38
33 Papua 18,83

INDONESIA 3,46

Sumber: SUSENAS 2013, BPS

Kemiskinan

Secara global, seseorang yang hidup di bawah ambang batas US$ 1,25 — Purchasing Power Parity (PPP)
Bank Dunia per hari dikategorikan sebagai penduduk miskin. Di Indonesia, pemerintah menggunakan
garis kemiskinan nasional (Rp 296.681 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 326.853 per
orang/bulan untuk pedesaan pada tahun September 2014) untuk tujuan perencanaan dan penentuan
tujuan pembangunan.

Pada dekade yang lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang berarti untuk mengurangi
tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai target MDGs 1A yaitu
mengurangi jumlah penduduk yang hidup sangat miskin (US$1,00 PPP) menjadi setengahnya,
berkurang menjadi 10,3 persen dari jumlah penduduk secara nasional. Antara tahun 2011 dan
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2014, proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan nasional menurun dari 12,49 persen menjadi
10,96 persen. Namun, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 masih tinggi yaitu sebesar 27,73 juta
orang.

Dari seluruh penduduk miskin di Indonesia', 62,65 persen tinggal di daerah pedesaan dan lebih
dari 47,02 persen (8.167.890 orang) tinggal di pulau Jawa. Enam provinsi dengan angka kemiskinan
tertinggi (proporsi penduduk hidup dibawah garis kemiskinan), yaitu provinsi Papua, Papua Barat,
NTT, Maluku, Gorontalo dan Bengkulu, berkontribusi hanya sebesar 10,46 persen dari seluruh

Tabel 3.3: Jumlah dan persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan per provinsi,

2011-2014
Provinsi 2011 2012 2013 2014
Jumlah (000) % Jumlah (000) % Jumlah (000) % Jumlah (000) %

1 Aceh 894,81 19,57 876,60 18,58 855,71 17,72 837,42 16,98
2 Sumatera Utara 1.481,31 11,33 1.378,40 10,41 1.390,80 10,39 1.360,60 9,85
3 Sumatera Barat 442,09 9,04 397,90 8,00 380,63 7,56 354,74 6,89
4 Riau 482,05 8,47 481,30 8,05 522,53 8,42 498,28 7,99
5 Jambi 272,67 8,65 270,10 8,28 281,57 8,41 281,75 8,39
6 Sumatera Selatan 1.074,81 14,24 1.042,00 13,48 1.108,21 14,06 1.085,80 13,62
7 Bengkulu 303,60 17,50 310,50 17,51 320,41 17,75 316,50 17,09
8 Lampung 1.298,71 16,93 1.219,00 15,65 1.134,28 14,39 1.143,93 14,21
9 Bangka Belitung 72,06 5,75 70,20 5,37 70,90 5,25 67,23 4,97
10 Kepulauan Riau 129,56 7,40 131,20 6,83 125,02 6,35 124,17 6,40
" DKI Jakarta 363,42 3,75 366,80 3,70 375,70 3,72 412,79 4,09
12 Jawa Barat 4.648,63 10,65 4.421,50 9,89 4.382,65 9,61 4.238,96 9,18
13 Jawa Tengah 5.107,36 15,76 4.863,40 14,98 4.704,87 14,44 4.561,83 13,58
14 DI Yogyakarta 560,88 16,08 562,10 15,88 535,18 15,03 532,59 14,55
15 Jawa Timur 5.356,21 14,23 4.960,50 13,08 4.865,82 12,73 4.748,42 12,28
16 Banten 690,49 6,32 648,30 5,71 682,71 5,89 649,19 551
17 Bali 166,23 4,20 161,00 3,95 186,53 4,49 195,95 4,76
18 Nusa Tenggara Barat 894,77 19,73 828,30 18,02 802,45 17,25 816,62 17,05
19 Nusa Tenggara Timur 1.012,90 21,23 1.000,30 20,41 1.009,15 20,24 991,88 19,60
20  Kalimantan Barat 380,11 8,60 355,70 7,96 394,17 8,74 381,92 8,07
21 Kalimantan Tengah 146,91 6,56 141,90 6,19 145,36 6,23 148,83 6,07
22 Kalimantan selatan 194,62 5,29 189,20 5,01 183,27 4,76 189,50 4,81
23 Kalimantan Timur 247,90 6,77 246,10 6,38 255,91 6,38 252,68 6,31
24 Sulawesi Utara 194,90 8,51 177,50 7,64 200,16 8,50 197,56 8,26
25  Sulawesi Tengah 423,63 15,83 409,60 14,94 400,09 14,32 387,06 13,61
26 Sulawesi Selatan 832,91 10,29 805,90 9,82 857,45 10,32 806,35 9,54
27 Sulawesi Tenggara 330,00 14,56 304,30 13,06 326,71 13,73 314,09 12,77
28 Gorontalo 198,27 18,75 187,70 17,22 200,97 18,00 195,10 17,41
29 Sulawesi Barat 164,86 13,89 160,60 13,01 154,20 12,23 154,69 12,05
30 Maluku 360,32 23,00 338,90 20,76 322,51 19,27 307,02 18,44
31 Maluku Utara 97,31 9,18 88,30 8,06 85,82 7,64 84,79 7,41
32  Papua Barat 249,84 31,92 223,20 27,04 234,23 27,14 225,46 26,26
33 Papua 944,79 31,98 976,40 30,66 1.057,98 31,52 864,11 27,80

INDONESIA 30.018,93 12,49 28.594,60 11.66 28.553,93 11,46 27.727,78 10,96

Sumber: Diolah dari SUSENAS Modul Konsumsi 2011-2014, BPS

! Garis kemiskinan nasional pada September 2014: Rp 326.853 per orang/bulan untuk daerah perkotaan dan Rp 296.681 per orang/bulan untuk
pedesaan.
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penduduk miskin nasional (2.900.070 orang). Angka kemiskinan di 6 provinsi ini berkisar
antara 17,09 persen di Bengkulu hingga 27,80 persen di Papua pada tahun 2014 (Tabel 3.3).

Sebanyak 29 provinsi di Indonesia telah dapat mengurangi tingkat kemiskinan sejak tahun 2011, kecuali
provinsi DKI Jakarta dan Bali, yang mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 3,48 persen pada tahun
2010 menjadi 3,70 persen pada tahun 2013.

Pada level kabupaten, terlihat perbedaan tingkat kemiskinan yang jelas antar kabupaten (Peta 3.3).
Diantara kabupaten-kabupaten tersebut, terdapat 30 kabupaten yang memiliki lebih dari 30 persen
penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional (Tabel 3.3).

Penurunan kemiskinan di Indonesia juga diikuti dengan naiknya kesenjangan pendapatan yang
diukur menggunakan koefisien gini. Koefisien gini mengalami penurunan, yaitu dari 0,36 pada tahun
1996 menjadi 0,41 pada tahun 2013 yang menunjukkan melebarnya kesenjangan antara yang kaya
dengan miskin (lihat Gambar 3.4). Pada tahun 2013, Provinsi Papua, DI Yogyakarta dan Gorontalo
memiliki koefisien gini tertinggi (0,44), diikuti oleh DKI Jakarta, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan
Sulawesi Tenggara (0,43), sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,31) dan
Maluku Utara (0,32) (Tabel 3.4).

Gambar 3.4: Koefisien gini dan angka kemiskinan, 1999-2013
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Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014, BPS

Seperti yang disajikan pada Bab sebelumnya, sumber penghidupan di Indonesia bagian timur sangat
tergantung pada sektor pertanian dan sumber penghasilannya sangat tergantung pada hasil panen.
Namun, sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur kurang cocok untuk lahan pertanian
pangan dan masyarakat masih berjuang untuk memperoleh panen yang lebih tinggi, sehingga
peningkatan penghidupan rumah tangga masih menjadi suatu tantangan. Data pada Tabel 3.3
menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten yang mengalami hambatan dalam menurunkan angka
kemiskinan, meskipun pada tingkat nasional angka kemiskinan telah mengalami perbaikan. Oleh
karena itu, upaya yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebab masalah kemiskinan,
khususnya di wilayah pertanian pedesaan.
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Tabel 3.4: Koefisien gini per provinsi, 2005-2013

Provinsi
1 Aceh 0,30 0,27 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
2 Sumatera Utara 0,33 0,31 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35
3 Sumatera Barat 0,30 0,31 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36
4 Riau 0,28 0,32 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37
5 Jambi 0,31 0,31 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
6 Sumatera Selatan 0,31 0,32 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38
7 Bengkulu 0,35 0,34 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39
8 Lampung 0,38 0,39 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
9 Kepulauan Bangka Belitung 0,28 0,26 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31
10 Kepulauan Riau 0,27 0,30 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36
1 DKI Jakarta 0,27 0,34 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43
12 Jawa Barat 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41
13 Jawa Tengah 0,31 0,33 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39
14 DI Yogyakarta 0,42 0,37 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44
15 Jawa Timur 0,36 0,34 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36
16 Banten 0,36 0,37 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40
17 Bali 0,33 0,33 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40
18 Nusa Tenggara Barat 0,32 0,33 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
19 Nusa Tenggara Timur 0,35 0,35 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
20 Kalimantan Barat 0,31 0,31 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
21 Kalimantan Tengah 0,28 0,30 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
22 Kalimantan Selatan 0,28 0,34 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
23 Kalimantan Timur 0,32 0,33 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37
24 Sulawesi Utara 0,32 0,32 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42
25 Sulawesi Tengah 0,30 0,32 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41
26 Sulawesi Selatan 0,35 0,37 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43
27 Sulawesi Tenggara 0,36 0,35 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43
28 Gorontalo 0,36 0,39 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44
29 Sulawesi Barat n.a 0,31 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35
30 Maluku 0,26 0,33 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37
31 Maluku Utara 0,26 0,33 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32
32 Papua Barat n.a 0,30 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43
33 Papua 0,39 0,41 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44

INDONESIA 0,36 0,36 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014, BPS

Daya beli dan biaya makanan bergizi seimbang

Kemiskinan akan mengurangi daya beli rumah tangga dan menyebabkan masyarakat menggunakan
strategi koping (penyelesaian masalah) negatif yang dapat menyebabkan kerentanan status ketahanan
pangan dan gizi. Daya beli didefinisikan sebagai pendapatan dan harga (pangan). Terbatasnya daya beli
merupakan salah satu penyebab dari malnutrisi, yang menyebabkan pola makan yang tidak memadai,
buruknya kesehatan dan kebersihan, terbatasnya pedidikan dan meningkatkan kerentanan rumah
tangga terhadap malnutrisi. Kajian penilaian biaya makanan bergizi dapat membantu pengambil
kebijakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling beresiko kekurangan gizi karena
faktor keterbatasan akses ekonomi serta menyusun intervensi yang tepat untuk membantu mereka.
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Kenaikan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap daya beli sebagian masyarakat Indonesia,
khususnya ketika dampak inflasi terhadap pangan pokok seperti beras atau kedelai. Indonesia rentan
terhadap kenaikan harga pangan seperti yang terjadi pada tahun 2005-2006, dimana kenaikan harga
pangan terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan terjadi juga pada tahun 2008 pada saat kenaikan harga pangan global, khususnya untuk
komoditi padi, kedelai dan gandum (Gambar 3.5).

Gambar 3.5: Kecenderungan harga pangan, 2003-2011
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Metode Minimum Cost of Diet (CoD) merupakan sarana untuk mengevaluasi akses ekonomi
terhadap pola makan yang bergizi. CoD membuat permodelan biaya secara teoritis, simulasi pola
makan (keranjang makanan/food basket) yang memenuhi semua zat gizi minimal yang dibutuhkan
keluarga dengan biaya paling murah, berdasarkan ketersediaan pangan, harga dan zat gizi dari pangan
lokal. Ada banyak jenis pola makan dengan harga yang sama tetapi kurang bergizi dan ada juga banyak
jenis pola makan yang sama nilai gizinya tetapi lebih mahal harganya. Jika dikombinasikan dengan data
penghasilan dan pengeluaran rumah tangga, CoD dapat digunakan untuk mengestimasi proporsi
rumah tangga yang mampu memenuhi pola makan bergizi di suatu daerah. Sementara perbaikan aspek
kesehatan, kebersihan dan pendidikan juga mungkin diperlukan untuk perbaikan status gizi.
Diasumsikan bahwa rumah tangga yang berpenghasilan lebih rendah dari biaya yang dibutuhkan
untuk memenuhi pola makan bergizi berdasarkan harga pasar pada saat itu, maka akan memi-
liki resiko malnutrisi lebih tinggi. Dengan demikian CoD menjadi alat penting untuk meng-
gambarkan hubungan antara ketersediaan pangan, daya beli pangan dengan status gizi.

Pada tahun 2011 dan 2012, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan WEFP, Badan Ketahanan
Pangan dan para peneliti melakukan uji coba untuk menghitung biaya minimum dari sebuah pola
makan bergizi (Minimum Cost of a Nutritious/ MCNUT) dan biaya untuk pola makan lokal bergizi
optimal (Locally-Adapted Cost-Optimized Nutritious/ LACON), yang didesain dengan metodologi yang
lebih sensitif terhadap kearifan lokal. Karena penghasilan maupun harga sangat bervariasi menurut
wilayah dan musim, maka uji coba ini dilakukan pada waktu yang berbeda dalam setahun di4 wilayah yang
berbeda (Timor Tengah Selatan-TTS, Sampang, Surabaya dan Brebes) (Baldi et al, 2013).

Hasil uji coba menunjukkan perbedaan yang mencolok antara empat kabupaten tersebut. Di
kabupaten Timor Tengah Selatan (kabupaten pedesaan), hanya 1 dari 4 keluarga yang dapat memenuhi
100 persen kebutuhan gizinya lewat makanan lokal yang tersedia, sedangkan di Surabaya (perkotaan)
terdapat 8 dari 10 keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya (Tabel 3.5). Dengan cakupan yang
terbatas, hasil uji coba menunjukan korelasi terbalik antara kemampuan untuk mendapatkan pola makan
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bergizi dan prevalensi malnutrisi. Di Timor Tengah Selatan terdapat angka balita stunting (prevalensi
malnutrisi) yang tinggi serta memiliki kemampuan yang rendah untuk mendapatkan makanan bergizi,
sebaliknya di Surabaya terdapat angka prevalensi malnutrisi yang rendah serta memiliki kemampuan
yang lebih tinggi untuk mendapatkan makanan bergizi (Gambar 3.6). Hal ini mengindikasikan
bahwa akses ekonomi ke pangan bergizi menjadi salah satu faktor penentu malnutrisi di Indonesia.

Tabel 3.5: Hasil uji coba Cost of Diet (dalam Rupiah)*

Tim;;l:?anngah Sampang Surabaya Brebes
Jun 2012 Des 2011 Apr 2012 Mei 2012
MCNUT 172.866 102.114 127.169 132.602
LACON 212.812 136.518 155.017 142.814
% yang mampu LACON 25 63 80 73

*US$1 = 9,500 rupiah
Sumber: Kajian tentang COD 2011-2012, WFP

Gambar 3.6: Korelasi antara proporsi rumah tangga yang mampu mendapatkan
makanan lokal bergizi optimal (LACON) dan prevalensi kurang gizi
(stunting dan underweight)
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3.3 Bantuan Sosial untuk Mendukung Akses Ekonomi

Program jaring pengaman sosial atau program penanggulangan kemiskinan merupakan aspek penting
untuk akses sosial di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menganggarkan 96,66 trilliun rupiah dalam
APBNP 2014 untuk program bantuan sosial penanggulangan kemiskinan (Kemenkeu, 2015b).

Dari semua program bantuan sosial, program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) menjadi
program jaring pengaman sosial yang paling efektif menjangkau rumah tangga miskin dan menjadi
satu-satunya program berbasis pangan di Indonesia. Program ini awalnya sebagai jaring pengaman
setelah krisis ekonomi Asia dimana banyak rumah tangga yang rentan akan jatuh kembali kedalam
kelompok miskin. Pada tahun 2013, jumlah penerima Raskin sebesar 15,5 juta rumah tangga yang
meliputi sekitar 25 persen penduduk dengan peringkat status kesejahteraan terendah secara nasion-
al, yang telah mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin. Program Raskin memberikan 15
kg beras bersubsidi setiap bulan kepada penerima manfaat di seluruh provinsi. Badan Urusan Logistik
(BULOG) bertugas mendistribusikan beras sampai ke titik pengiriman ditingkat kabupaten, sedang-
kan bupati/walikota bertugas untuk memastikan agar Raskin tersebut dapat diterima penerima manfaat
yang berhak. Meskipun program ini telah membangun infrastruktur logistik yang baik dan sangat
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populer, akan tetapi tidak mengatasi tantangan utama permasalahan gizi di Indonesia, yaitu kurangnya
keanekaragaman dan rendahnya kualitas pangan. Meskipun status masyarakat Indonesia telah mening-
kat dan pengetahuan tentang penyebab dan dampak stunting telah membaik, program ini masih hanya
menggunakan komoditas beras dan tidak memberikan dukungan pada kelompok rentan seperti ibu
hamil dan menyusui serta anak-anak.

Raskin memiliki manfaat untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin ke beras, akan tetapi
dampaknya terhadap ketahanan pangan dan gizi relatif tidak besar karena berbagai alasan, yaitu
fakta bahwa beras Raskin belum difortifikasi dan lain-lain. Berdasarkan kajian-kajian internasional,
keefektifan fortifikasi pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi sudah dapat dibuktikan. Diperkirakan
bahwa pemberian beras yang difortifikasi lewat program Raskin akan menjadi sarana yang efektif dan
murah untuk memperbaiki kemampuan rumah tangga memperoleh zat gizi. Menurut model yang
dilakukan dalam uji coba CoD, penyediaan zat gizi penting dalam beras Raskin di Kabupaten Timor
Tengah Selatan dapat mengurangi total biaya pola pangan makanan lokal bergizi optimal (LACON),
sehingga memungkinkan tambahan 40 persen rumah tangga yang mampu memperoleh pola pangan
bergizi (dari 25 persen menjadi 65 persen rumah tangga). Sebagai tambahan, program Raskin juga dapat
digunakan untuk menyediakan makanan yang memadai bagi anak-anak dari rumah tangga miskin.

Kotak 3.1 Raskin: Tantangan dalam penentuan sasaran

Raskin pertama kali diluncurkan pada bulan Juli 1998 untuk mengurangi dampak
akibat krisis ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan beras bersubsidi ke rumah
tangga rentan. Mulai bulan Januari 2012, fungsi Raskin diperluas dari jaring pengaman
pada saat darurat menjadi program perlindungan sosial. Rumah tangga yang berhak
mendapatkan Raskin sebanyak 15 kg beras tiap bulan dengan harga Rp 1.600/kg di titik
distribusi. Harga Raskin ini lebih murah dibandingkan dengan harga beras di pasaran
yang sebesar Rp 9.000/kg.

Akan tetapi, rumah tangga yang berhak menerima Raskin tidak selalu dapat menikmati
nilai subsidi yang ditetapkan karena berbagai kendala dalam pelaksanaan program
seperti permasalahan distribusi, ketidaktepatan sasaran, kesalahan perhitungan jatah
bantuan, dan nilai subsidi berkurang karena harganya lebih mahal dari yang ditetapkan.
Pada saat yang sama, banyak rumah tangga yang tidak berhak, telah mendapatkan beras
Raskin. Kekurangan ini menyebabkan jumlah rumah tangga penerima Raskin meningkat
sedangkan jumlah beras Raskin yang tersedia tetap sehingga menyebabkan jatah yang
diterima rumah tangga lebih rendah dari yang ditetapkan. Berdasarkan data SUSENAS,
pada tahun 2013, 80 persen rumah tangga di desil pengeluaran terendah telah membeli
beras Raskin, akan tetapi masih ada sekitar 20 persen rumah tangga desil pengeluaran
tertinggi yang juga mendapatkan beras Raskin. Akibat ketidaktepatan sasaran tersebut,

rata-rata jatah beras untuk rumah tangga penerima hanya sekitar 30-60 persen dari
jatah 15/kg/bulan. Harga yang dibayarkan rumah tangga juga lebih tinggi daripada yang
ditetapkan oleh Pemerintah: pada tahun 2013, rata-rata harga Raskin sebesar Rp 2.262/
kg lebih tinggi dari harga yang ditetapkan (Rp 1.600/kg).
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3.4 Pencapaian untuk Mendukung Akses Pangan

o Kerangka Nasional untuk Konektifitas Nasional telah dimasukkan sebagai salah satu dari
tiga komponen utama dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 yang dirilis melalui Peraturan Presiden No.32/2011
pada bulan Mei tahun 2011. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia
terhadap kebutuhan untuk berinvestasi dalam perbaikan sistem logistik di Indonesia.
Investasi ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada apa yang disebut dengan
“soft infrastructure” (infrastuktur yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat)
seperti peraturan/regulasi yang lebih kondusif untuk mendukung perdagangan dan
transportasi. Selain itu, Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional secara
resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 26/2012 pada bulan
Maret tahun 2012. Visi pembangunan Sistem Logistik Nasional hingga tahun 2025 adalah
“Terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk daya saing nasional dan
kesejahteraan sosial”. Sistem logistik yang “terintegrasi secara lokal” berarti bahwa pada tahun
2025 semua kegiatan logistik di Indonesia akan terintegrasi secara efektif dan efisien di tingkat
pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau.

« Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (MP3KI) di Indonesia tahun 2012-2025
diluncurkan pada bulan Januari 2012. Dokumen ini memberikan pedoman jangka panjang
bagi pemerintah untuk mengurangi prevalensi kemiskinan sampai dengan 3-4 persen secara
nasional pada tahun 2025.

3.5 Strategi untuk Peningkatan Akses

Sebagian besar penduduk Indonesia (82 persen) merupakan konsumen produksi beras, yang
berarti sumber utama beras mereka berasal dari perdagangan di pasar, bukan memproduksi
sendiri (OECD, 2012). Hal yang sama terlihat pada masyarakat miskin pedesaan (72 persen).
Mengingat ketergantungan masyarakat terhadap pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
masyarakat, maka meningkatkan dan menjaga daya beli rumah tangga merupakan strategi utama
untuk meningkatkan akses pangan dan mencapai ketahanan pangan dan gizi pada umumnya.

Meningkatkan daya beli merupakan program multi sektor (multi-faceted). Mempertahankan harga
pangan yang rendah dan stabil serta pengendalian inflasi, khususnya inflasi bahan pangan,
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sebuah kajian komprehensif kebijakan
pertanian menjelaskan bahwa penekanan pada produksi pangan dalam negeri dan dukungan multi
sektor untuk produsen pangan memiliki dampak merugikan pada akses masyarakat terhadap pangan,
setidaknya menyebabkan harga pangan yang relatif tetap tinggi (OECD, 2012). Kajian kebija-
kan pertanian dapat mengidentifikasi analisis ketidakseimbangan yang tepat antara memperkuat
produksi pangan dalam negeri sementara dan melindungi konsumen terutama rumah tangga
miskin, akan tetapi usaha untuk mengkoreksi ketidakseimbangan ini tidak mudah, karena
fluktuasi harga pangan juga dipengaruhi oleh faktor global yang berada di luar kendali pemerintah.

Meningkatkan kapasitas penghasilan dan mata pencaharian merupakan faktor yang penting juga
untuk meningkatkan daya beli rumah tangga. Program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan
dirancang dengan baik dan memiliki target kunci untuk mencapai tujuan ini. Mengingat sebagian
besar mata pencaharian penduduk miskin pedesaan di sektor pertanian, oleh karena itu menghidupkan
kembali sektor pertanian harus menjadi prioritas utama. Hal ini merupakan program yang kompleks
yang membutuhkan strategi investasi komprehensif, termasuk meningkatkan investasi di bidang
infrastruktur seperti jalan pedesaan dan pasar untuk meningkatkan integrasi wilayah dan men-
dorong peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pengolahan hasil pertanian, riset dan penyuluhan.
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Program pengentasan kemiskinan tingkat rumah tangga dan masyarakat lainnya adalah: i) memberikan
bantuan diversifikasi mata pencaharian bagi petani di pedesaan yang dapat meningkatkan ketahanan
rumah tangga rentan terhadap guncangan, menjadi perhatian serius di negara rawan bencana seperti
Indonesia; ii) meningkatkan akses terhadap kredit mikro, terutama bagi perempuan dan pemilik
usaha kecil dan menengah; iii) meningkatkan akses di masyarakat miskin pedesaan terhadap pelayanan
dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan gizi, termasuk keluarga berencana, dan infrastruktur
dasar seperti sanitasi, air bersih, jalan, pasar, dan listrik; dan iv) memperkuat program jaring pengaman
sosial. Strategi adaptasi perubahan iklim dan diversifikasi penghidupan berkelanjutan yang melindungi
lingkungan hidup merupakan program kunci lintas sektor dalam pendekatan pengentasan kemiskinan.

Sebagai langkah awal untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah telah menetapkan arah
kebijakan penanggulangan kemiskinan atau Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan
(SNPK) sebagai strategi jangka panjang 2005-2025. Implementasi SNPK dilakukan melalui
program-program  penanggulangan  kemiskinan sebagaimana tertuang dalam  Rencana
Kerja Pemerintah. Demikian pula halnya di tingkat daerah, dengan mengacu pada SNPK,
pemerintah  daerah  telah menetapkan strategi penanggulangan  kemiskinan daerah.

Penurunan angka kemiskinan absolut dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 7-8 persen dan
menurunkan rasio gini dari 2014 (2013) menjadi 0,36 pada tahun 2019 merupakan tanta-
ngan yang besar bagi pemerintah. Untuk mencapai target tersebut, substansi inti program
aksi penanggulangan kemiskinan pemerintah adalah sebagai berikut (BAPPENAS, 2014):

o Mencipkakan lapangan kerja yang berkualitas.
« Penyelengaraaan perlindungan sosial yang komprehensif.
o Perluasan dan peningkatan layanan dasar.

« Pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Indonesia telah memperluas jaring pengaman sosial yang menggunakan berbagai mekanisme,
termasuk bantuan sosial bersyarat dan tanpa syarat (bantuan tunai), pelayanan kesehatan gratis,
beasiswa untuk siswa miskin, beras bersubsidi, hibah masyarakat dan kredit. Sebuah langkah besar
untuk menyediakan program layanan kesehatan gratis secara nasional telah dilakukan mulai tahun
2014. Layanan kesehatan gratis ini merupakan penggabungan dua program kesehatan yaitu Jamkesmas
dan Askes, yang berubah menjadi Jaminan Kesehatan (JKN). Program tersebut memiliki target peserta
sebesar 113 juta orang dari sektor swasta dan pemerintah pada tahun 2014. Program ini rencananya
akan dikembangkan untuk layanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2015.
Pada bulan November 2014, Pemerintah telah menghapuskan subsidi bahan bakar jenis premium dan
mematok subsidi tetap Rp 1.000/liter untuk solar. Penghapusan subsidi tersebut menghemat anggaran
negara sebesar Rp 194 trilliun yang di alihkan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk belanja
sosial, dan proyek di tingkat daerah. Para ahli merekomendasikan Indonesia perlu mempertimbangkan
penghapusan subsidi tersebut untuk meningkatkan program subsidi dan jaring pengaman sosial
tersebut. Sistem pentargetan dan monitoring program jaring pengaman sosial yang baik akan
memberikan manfaat pada penduduk miskin dimana manfaat dari subsidi sebagian besar dinikmati
oleh kelompok masyarakat yang sejahtera dan sering mengabaikan kelompok yang paling miskin.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi program perlindungan sosial, Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah di bentuk di bawah Kantor
Wakil Presiden. TNP2K mempunyai tugas untuk meningkatkan koordinasi berbagai program
perlindungan sosial dan memperkuat kualitas pemberian bantuan, termasuk peningkatan monitoring
dan evaluasi dan pengembangan database terpadu untuk pentargetan program perlindungan sosial.
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PEMANFAATAN PANGAN

Pilar ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi:
i) pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga; dan ii) kemampuan individu untuk
menyerap zat gizi — pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh.

Aspek pemanfaatan pangan tergantung pada: i) fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan; ii)
pengetahuan dan praktek yang berhubungan dengan penyiapan makanan, pemberian makanan untuk
balita dan anggota keluarga lainnya termasuk yang sedang sakit atau sudah tua yang dipengaruhi oleh
tingkat pengetahuan ibu atau pengasuh serta adat/ kepercayaan; iii) distribusi makanan dalam anggota
keluarga; dan iv) kondisi kesehatan masing-masing individu yang mungkin menurun karena penyakit,
kebersihan, air dan sanitasi yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas dan pelayanan kesehatan.

Bab ini terdiri dari empat bagian. Pada bagian pertama tentang konsumsi pangan, menganalisa data
tingkat nasional dan provinsi tentang asupan kalori, protein dan lemak. Dua bagian selanjutnya
menjelaskan tentang akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih, pada tingkat nasional dan provinsi lalu
dilanjutkan dengan 398 kabupaten yang di analisa. Indikator-indikator ini dipilih karena pengaruhnya
terhadap pemanfaatan zat-zat gizi oleh tubuh, akhirnya berdampak pada status kesehatan dan gizi in-
dividu serta berdasarkan ketersediaan data. Bagian terakhir menjelaskan angka perempuan buta huruf,
dimana telah diketahui secara umum bahwa pendidikan ibu berperan dalam memperbaiki pola makan
dan gizi rumah tangga khususnya bayi dan anak kecil.
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4.1 KONSUMSI PANGAN

Pada tahun 2014, rata-rata asupan energi harian nasional sebesar 1.869 kkal/kapita/hari, yang
berarti lebih rendah dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional yang direkomendasikan sebesar
2.000 kkal/kapita/hari) (Tabel 4.1). Rata-rata asupan protein nasional sebesar 54,16 gram/kapita/hari
yang melebihi AKG nasional sebesar 52 gram/kapita/hari'.

Pada tingkat provinsi, hanya provinsi Bali* yang memiliki rata-rata asupan energi harian di atas AKG
nasional yang direkomendasikan (2.000 kkal/kapita/hari). Asupan protein lebih tinggi daripada rata-
rata nasional sebesar 56,25 gram/kapita/hari di hampir sebagian besar  provin-
si (19 dari 33). Diantara 14 provinsi dengan asupan protein lebih rendah dari AKG nasion-
al, yang paling rendah adalah provinsi Papua (39,6), Maluku Utara (43,2), Maluku (46,5)
dan Papua Barat (46,7)°. Akan tetapi, perlu disadari bahwa perkiraan asupan kalori dan
protein pada survei rumah tangga seperti SUSENAS tidak memasukan nilai gizi dari pangan yang
diperoleh dari alam terbuka (dari hutan/buruan). Pada daerah-daerah dimana pangan alami
merupakan pangan lokal yang penting seperti Papua dan Papua Barat, asupan protein dan kalori
mungkin saja terabaikan.

Pada komposisi pola makan rata-rata nasional tahun 2014, serealia dan umbi-umbian menyediakan 48
persen dari asupan kalori harian, lebih rendah dari standar Kementerian Pertanian sebesar 56 persen.
Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan makanan olahan yang tinggi karbohi-
drat, tetapi rendah protein dan zat gizi mikro. Makanan olahan menyumbang 16 persen dari asupan
kalori pada tahun 2014, meningkat 45 persen dari 11 persen pada. Minyak dan lemak menyediakan 13
persen dari asupan kalori harian, yang berada dibawah ambang batas rekomendasi WHO sebesar 15-30
persen, walaupun ketika lemak dari makanan olahan dimasukan dalam perhitungan, angka sebenarnya
mungkin sedikit lebih tinggi dari batas ambang paling rendah. Protein menyediakan 11 persen dari
total asupan energi harian, sesuai dengan proporsi rekomendasi WHO sebesar 10 hingga 12 persen,
tetapi lebih rendah dari rekomendasi Kementerian Pertanian sebesar 17 persen. Sebagian besar asupan
protein harian berasal dari makanan jadi dan ikan dibandingkan dari daging, susu dan telur. Makanan
jadi dapat meningkatkan asupan protein, tetapi juga mengandung bahan-bahan yang berdampak negatif
pada kesehatan. Sayur-sayuran dan buah-buahan, yang menyediakan banyak vitamin, hanya menye-
diakan 4 persen dari asupan energi, lebih rendah dari standar Kementerian Pertanian sebesar 6 persen.

Kecenderungan pola makan Indonesia mirip dengan banyak negara berkembang pesat lainnya,
dimana konsumsi makanan pokok menurun dan tergantikan oleh protein hewani dan makanan
olahan. Selama sepuluh tahun terakhir, konsumsi rata-rata kilo kalori yang berasal dari serealia dan
umbi-umbian menurun hampir 10 persen dari 53,1 persen pada tahun 2005 menjadi 48,1 persen
pada tahun 2014. Pada periode yang sama, rata-rata jumlah kkal/kapita/hari juga menurun sekitar
7 persen, dari 2.007 kkal/kapita/hari pada tahun 2005 menjadi 1.869 kkal/kapita/hari pada tahun
2014. Disamping penurunan proporsi serealia dan umbi-umbian yang signifikan, terjadi juga
pergeseran yang jauh lebih signifikan pada konsumsi makanan olahan. Pada tahun 2005, makanan
olahan menyumbang sekitar 11,6 persen dari rata-rata konsumsi kilo kalori. Pada tahun 2014, angka
ini meningkat menjadi 16,4 persen, peningkatan sebesar 41 persen dalam waktu sepuluh tahun.

Karena pola konsumsi terkait erat dengan daya jangkau terhadap makanan bergizi dan daya beli
rumah tangga, analisis untuk tiap kelompok pengeluaran sangat berguna untuk mengetahui
kesenjangan konsumsi pangan di Indonesia. Rumah tangga dikelompokkan dalam kuintal pengelu-
aran, yang disebut golongan Pengeluaran Bulanan per Kapita (Monthly Per Capita Expenditure/ MPCE).

! Estimasi kilo kalori dan protein tahun 2014 berdasarkan data dari BPS bulan September 2014

2 Data estimasi konsumsi kilo kalori dan protein pada tingkat provinsi di tahun 2014 tidak tersedia pada saat penulisan laporan ini, oleh karena
itu menggunakan data terkini yang tersedia yaitu berasal dari Q1 2013 untuk analisis tingkat provinsi

3 Merujuk data estimasi tingkat provinsi terkini pada Q1 2013
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Pengeluaran per kapita per bulan dihitung dengan membagi total  pengeluaran  rumah
tangga untuk konsumsi(dalam rupiah) yang diperoleh dari modul konsumsi/pengeluaran SUSENAS
(BPS, 2011b) dengan jumlah anggota rumah tangga. Bab ini menggunakan data tahun 2013 dan 2014,
namun untuk analisis MPCE data terakhir yang tersedia adalah data tahun 2011.

Antara tahun 2007 dan 2011, terjadi peningkatan yang signifikan untuk konsumsi pangan (asupan kalori
dan protein) pada semua golongan MPCE, termasuk tiga golongan terendah. Di antara tiga golongan
terendah yang disajikan pada Tabel 4.1, terjadi peningkatan konsumsi pangan yang bervariasi antara 14
hingga 18 persen untuk energi, dan antara 18 hingga 22 persen untuk protein.

Tabel 4.1: Konsumsi kalori dan protein per kapita per hari pada tiga golongan terbawah dari
golongan pengeluaran bulanan per kapita, 2011

Golongan Pengeluaran Bulanan per Kapita

Kelompok MPCE 1 MPCE 2 MPCE 3 Rata-rata Nasional
Makanan (< Rp 100.000) (Rp 100.000 - 149,999) (Rp 150,000 - 199,999)
Kalori  Protein (g) Kalori Protein (g) Kalori  Protein (g) Kalori  Protein (g)

Padi-padian 766,71 18,15 863,57 20,36 921,76 21,67 919,10 21,57
Umbi-umbian 194,66 0,94 87,66 0,54 66,60 0,45 43,49 0,36
Ikan 16,49 2,64 25,15 4,13 28,33 4,67 47,83 8,02
Daging 4,73 0,23 6,24 0,33 7,41 0,42 44,71 2,75
Telur dan susu 4,32 0,32 9,72 0,69 18,00 1,18 55,97 3,25
Sayuran 28,63 2,32 29,44 2,23 31,06 2,21 37,40 2,43
Kacang-kacangan 8,76 0,73 23,52 2,22 35,02 3,38 54,17 517
Buah-buahan 13,53 0,13 18,92 0,20 22,72 0,23 39,44 0,42
Minyak dan lemak 82,42 0,18 114,76 0,18 149,52 0,25 232,03 0,31
Minuman 36,96 0,47 50,79 0,61 66,97 0,76 97,69 1,07
Bumbu-bumbuan 3,15 0,14 6,28 0,28 9,58 0,44 16,14 0,69
Makanan lain 13,55 0,27 21,42 0,43 28,98 0,59 59,70 1,21
Makanan jadi 18,65 0,44 90,95 2,23 137,05 3,48 304,35 9,01
Total 1.192,56 26,96 1.348,42 34,43 1.523,00 39,73 1.952,02 56,26
% perubahan jika
gﬁi";ﬁ{fé‘az%w (14,12)  (22,91) (18,37)  (19,54) (16,17)  (18,28) 4,79) 0,02
(FSVA 2009)
% AKG nasional
gé%‘:opfofg: nd/a” 60% 52% 67% 66% 76% 76% 98%  108%
orang/hari

Sumber: SUSENAS 2011, BPS

Namun, asupan energi dan protein dari 3 golongan MPCE terendah masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan AKG nasional dan juga lebih rendah dari rata-rata angka nasional, dengan
korelasi terbalik yang kuat antara golongan MPCE dan kekurangan energi dan protein. Dibandingkan
dengan AKG nasional, golongan terendah ke-3 (MPCE 3) memiliki tingkat kekurangan energi dan
protein masing-masing sebesar 24 persen, sedangkan pada golongan terendah ke-1 (MPCE 1) terjadi
kekurangan energi sebesar 40 persen dan protein sebesar 48 persen. Dengan kata lain, penduduk pada
golongan terendah ke-1 (MPCE 1) mengkonsumsi hanya 60 persen dari AKG nasional untuk energi dan
52 persen dari AKG nasional untuk protein. Sebaliknya, tiga golongan tertinggi (golongan MPCE 4-6)
mengkonsumsi 25 hingga 30 persen lebih besar dari pada AKG nasional untuk energi (2.720 - 2.850
kkal/kapita/hari) dan 35 hingga 45 persen lebih dari AKG nasional untuk protein (80 - 90 gram/kapita/
hari).
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Sama halnya dengan situasi pada tahun 2007, asupan gizi dari tiga golongan terendah pada tahun 2011
tidak hanya kekurangan energi dan protein, tetapi juga tidak seimbang komposisi gizinya. Total energi
yang berasal dari serealia dan umbi-umbian berkisar antara 65 - 81 persen dibandingkan dengan rata-
rata nasional sebesar 49 persen, dan total energi yang berasal dari minyak dan lemak sebesar 7-10 persen,
dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 12 persen. Ketergantungan yang tinggi terhadap serealia
dan umbi-umbian pada golongan-golongan MPCE terendah pada tahun 2011 menunjukkan kecend-
erungan peningkatan dari tahun 2007, dimana serealia dan umbi-umbian menyumbang 59-71 persen
dari asupan kalori.

Pada tiga golongan terendah, sumber protein utama berasal dari serealia dan umbi-umbian (46 - 61
persen) lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional sebesar 39 persen. Ikan merupakan
salah satu sumber protein penting yang berkontribusi sebesar 10 -12 persen dari asupan protein (angka
rata-rata nasional sebesar 14 persen), sedangkan sumber pangan hewani lainnya (daging, susu dan telur)
berkontribusi sangat kecil sebesar 3 - 9 persen (angka rata-rata nasional sebesar 11 persen). Namun
terdapat peningkatan konsumsi pangan hewani khususnya daging pada golongan terendah (MPCE 1)
dibandingkan dengan tahun 2007, sedangkan pada golongan MPCE 2 dan MPCE 3 hampir tidak ada
perubahan.

Bantuan pangan diperlukan untuk memperbaiki asupan energi dan protein pada tiga golongan MPCE
terendah, khususnya pada kabupaten-kabupaten miskin dan terpencil. Di samping itu, perlu penyulu-
han gizi dan komunikasi perubahan perilaku untuk mempromosikan konsumsi makanan yang beragam
harus di intensifkan pada masyarakat di seluruh provinsi.

4.2 Akses terhadap fasilitas kesehatan

Dilihat dari proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, maka pengeluaran untuk kesehatan
masih rendah. Pada tahun 2013, total anggaran kesehatan hanya sebesar 3 persen dari PDB
nasional, jauh dibawah alokasi anggaran yang direncanakan (5 persen) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Kesehatan Indonesia. Pada 2013, Indonesia diperkirakan mengeluarkan sekitar US$114
per kapita untuk biaya kesehatan, dibandingkan dengan US$ 514 di Malaysia, US$ 360 di Cina, US$ 527
di Thailand, US$ 91 di Filipina, US$ 47 di Kamboja, dan US$ 10 di Myanmar (WHO, 2013).

Secara nasional penyediaan pelayanan kesehatan cukup baik, walaupun kesenjangan antar wilayah
masih banyak terjadi. Menurut Profil Kesehatan Indonesia (Kementerian Kesehatan, 2013), Indonesia
memiliki 2.228 rumah sakit dengan 278.450 tempat tidur, 9.655 puskesmas dan sekitar 41.841 dokter
(tidak termasuk dokter gigi).

Sebuah indikator yang digunakan untuk menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pe-
layanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Pada ta-
hun 2009 terdapat 1,13 puskesmas per 30.000 penduduk. Cakupan ini sedikit meningkat menjadi 1,17
puskesmas per 30.000 penduduk pada tahun 2013 (Kementerian Kesehatan, 2013).

Pada tahun 2013, sebanyak 99,49 persen keluarga memiliki akses ke fasilitas kesehatan terdekat dengan
jangkauan sekitar 5 km. Akses sangat terbatas terjadi di provinsi Papua (40,65 persen), Kalimantan
Barat ( 31,15 persen), Papua Barat (29,29 persen), Maluku Utara (24,50 persen) dan Sulawesi Barat
(22,07 persen). Walaupun di provinsi Papua dan Papua Barat memiliki rasio dokter terhadap penduduk
yang lebih tinggi, tetapi karena tingkat kepadatan penduduk yang rendah, maka masih banyak pen-
duduk yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Di provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DI Yogya-
karta, hampir semua keluarga memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jangkauan sekitar 5 km (Tabel
4.2). Secara nasional, hanya 6 dari 398 kabupaten yang lebih dari 50 persen penduduknya memiliki
akses terbatas ke fasilitas kesehatan dalam jangkauan sekitar 5 km.
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Tabel 4.2: Persentase rumah tangga dengan akses yang sangat terbatas ke air bersih
dan sarana pelayanan kesehatan per provinsi, 2013

L GITETCERERR T [e[¢Ell % RT dengan
U Puskesmas® Doltert € esedengmsiees s yong st
kesehatan (>5 km)** air bersih***

1 Aceh 53 334 2.790 6,59 38,56
2 Sumatera Utara 156 570 9.914 14,12 33,55
3 Sumatera Barat 61 262 3.523 3,84 32,47
4 Riau 54 207 3.246 11,83 25,98
5 Jambi 29 176 1.185 8,51 38,13
6 Sumatera Selatan 51 319 3.144 18,81 42,37
7 Bengkulu 19 180 629 6,92 63,10
8 Lampung 49 280 1.993 9,12 46,24
9 Bangka Belitung 14 60 450 11,02 35,28
10 Kepulauan Riau 25 70 972 7,95 24,52
1 DKI Jakarta 150 340 26.623 0,00 7,72
12 Jawa Barat 274 1.050 22.820 4,39 33,68
13 Jawa Tengah 275 873 13.386 4,85 26,62
14 DI Yogyakarta 69 121 4.870 0,00 20,63
15 Jawa Timur 319 960 19.869 4,32 27,03
16 Banten 77 230 6.988 8,70 35,05
17 Bali 57 120 4.664 1,40 8,71
18 Nusa Tenggara Barat 23 158 1.019 3,33 29,57
19 Nusa Tenggara Timur 41 362 748 18,23 44,20
20 Kalimantan Barat 40 237 1.110 31,15 35,78
21 Kalimantan Tengah 17 194 689 13,26 48,89
22 Kalimantan Selatan 31 228 1.417 12,65 39,40
23 Kalimantan Timur 54 222 2.318 5,75 20,53
24 Sulawesi Utara 40 183 2.406 8,33 30,11
25 Sulawesi Tengah 26 183 599 13,44 42,27
26 Sulawesi Selatan 82 440 5.935 6,77 31,18
27 Sulawesi Tenggara 25 264 584 13,64 28,17
28 Gorontalo 12 91 346 5,84 45,99
29 Sulawesi Barat 9 92 189 22,07 37,56
30 Maluku 27 190 327 19,12 32,76
31 Maluku Utara 18 125 211 24,50 39,91
32 Papua Barat 16 143 260 29,29 33,46
33 Papua 35 391 824 40,65 55,61

INDONESIA 2.228 9.655 146.048 11,97 34,39

Sumber: *Profil Kesehatan Indonesia 2013, Kementerian Kesehatan; **PODES 2014, BPS; *** SUSENAS 2013, BPS

Secara umum, akses terhadap fasilitas kesehatan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun
terakhir yang terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pemerintah pusat dan daerah untuk
pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Namun, pengeluaran untuk kesehatan masih
relatif rendah dan alokasi anggaran kesehatan sangat terbatas pada beberapa tahun terakhir.
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4.3 Akses terhadap Air Layak Minum dan Fasilitas Sanitasi yang Memadai

Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah
penyakit Kkhususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan
penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh. Hanya 59,8 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses
terhadap sanitasi yang baik. Walaupun angka ini relatif rendah, namun telah menunjukkan
peningkatan dari 40,3 persen pada tahun 2007. Di daerah pedesaan, lebih dari separuh rumah
tangga (53,1 persen) memiliki akses yang kurang terhadap fasilitas sanitasi yang baik, dibanding-
kan dengan di perkotaan sebesar 27,5 persen. Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi
dalam penyediaan fasilitas sanitasi sejak tahun 2007 adalah Bengkulu, Lampung, Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, akses terendah terdapat di provinsi Gorontalo,
Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dimana lebih dari
separuh penduduknya tidak memiliki akses sanitasi yang baik (Kementerian Kesehatan, 2013).

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2, pada tahun 2013 sebanyak 34,39 persen rumah tangga di
Indonesia tidak memiliki akses terhadap air bersih dan layak minum (sumur terlindung/sumur bor/
mata air, air ledeng dan air hujan) dengan jarak sama atau lebih dari 10 m ke tempat penampungan
akhir tinja (septic tank). Provinsi yang memiliki akses sangat terbatas terhadap air layak minum adalah
Bengkulu, Papua, dan Kalimantan Tengah, dimana lebih dari tiga perempat penduduk tidak memiliki
akses yang memadai ke air bersih dan layak minum, diikuti oleh Lampung (46,24 persen), Gorontalo
(45,99 persen), Nusa Tenggara Timur (44,20 persen), dan Sumatera Selatan (42,37 persen). Sebanyak 16
dari 33 provinsi dan 61 dari 398 kabupaten, lebih dari setengah penduduk tidak memiliki akses air bersih
dan air layak minum.

4.4 Perempuan Buta Huruf

Melek huruf perempuan terutama ibu dan pengasuh anak balita, diketahui menjadi faktor penentu yang
sangat penting dalam pemanfaatan pangan dan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi
setiap anggota keluarga. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa di negara berkembang, tingkat
pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi berkorelasi kuat dengan status gizi anaknya.
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Salah satu indikator untuk mengukur pendidikan ibu adalah angka buta huruf. Pada tahun 2013,
8,60 persen perempuan berusia diatas 15 tahun di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai buta huruf.
Tabel 4.3 menunjukkan persentase perempuan buta huruf di setiap provinsi. Angka buta huruf tertinggi
terdapat di provinsi Papua, dimana 1 dari 3 perempuan berusia di atas 15 tahun adalah buta huruf
(39,84 persen) diikuti oleh Nusa Tenggara Barat (19,41 persen) dan Bali (14,26 persen). Pada tingkat
kabupaten, sebanyak 45 dari 398 kabupaten mempunyai sedikitnya 20 persen perempuan berusia diatas
15 tahun yang buta huruf. Angka melek huruf tertinggi terdapat di provinsi, Sulawesi Utara, DKI Jakarta
dan Maluku dimana kurang dari tiga persen perempuan berusia di atas 15 tahun yang buta huruf.

Tabel 4.3: Persentase perempuan buta huruf berusia di atas 15 tahun, 2013

No Provinsi % Perempuan Buta Huruf
1 Aceh 4,94
2 Sumatera Utara 3,20
3 Sumatera Barat 3,60
4 Riau 3,06
5 Jambi 4,89
6 Sumatera Selatan 3,99
7 Bengkulu 5,62
8 Lampung 6,33
9 Kepulauan Bangka Belitung 5,06
10 Kepulauan Riau 3,17
11 DKI Jakarta 1,38
12 Jawa Barat 4,91
13 Jawa Tengah 12,62
14 D.I. Yogyakarta 10,94
15 Jawa Timur 13,92
16 Banten 5,11
17 Bali 14,26
18 Nusa Tenggara Barat 19,41
19 Nusa Tenggara Timur 11,31

20 Kalimantan Barat 12,79

21 Kalimantan Tengah 3,09

22 Kalimantan Selatan 4,66

23 Kalimantan Timur 3,62

24 Sulawesi Utara 1,08

25 Sulawesi Tengah 5,13

26 Sulawesi Selatan 12,01

27 Sulawesi Tenggara 10,45

28 Gorontalo 2,90

29 Sulawesi Barat 11,94

30 Maluku 2,85

31 Maluku Utara 3,63

32 Papua Barat 6,59

33 Papua 39,84

Total Indonesia 8,60

Sumber: SUSENAS 2013, BPS
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BAB 5

DAMPAK DARI STATUS GIZl DAN
STATUS KESEHATAN

Gizi, morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) mencerminkan sebuah
permasalahan kompleks dari berbagai faktor termasuk ketersediaan dan akses terhadap pangan bergizi,
penggunaan zat-zat gizi makanan oleh tubuh, penyakit dan kesehatan lingkungan kesehatan masyarakat
serta status kesehatan individu. Status gizi suatu populasi tercermin pada status gizi anak usia di bawah
lima tahun (balita) yang diukur dengan prevalensi angka stunting (tinggi badan berdasarkan umur),
underweight (berat badan berdasarkan umur) dan wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan).
Kekurangan zat gizi mikro merupakan suatu indikator penting dalam mengukur status gizi suatu
populasi, tetapi sering lebih sulit untuk diukur dan dipantau.

5.1 Dampak (Outcome) dari Status Gizi

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek kunci penentu status kesehatan dan gizi yang baik
seperti yang dijelaskan pada kerangka konseptual ketahanan pangan dan gizi (Gambar 1.1 pada Bab 1).
Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan, status kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Status
gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:
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o Gizi kurang dan buruk atau underweight: rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah -
2 standar deviasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kekurangan
gizi'.

« Pendek atau stunting: rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah - 2 standar deviasi
dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara
terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis®.

« Kurus atau wasting: rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar de-
viasi dari mean referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi
secara akut atau baru terjadi’.

Kurang gizi kronis (stunting) berhubungan dengan pertumbuhan janin yang buruk dan pertumbuhan
yang terhambat selama dua tahun pertama kehidupan (1.000 Hari Pertama Kehidupan), umumnya dise-
babkan oleh kombinasi asupan zat gizi yang kurang, keterpaparan yang tinggi terhadap penyakit dan
praktek pola asuh yang kurang baik. Disamping meningkatnya resiko kematian anak, kurang gizi kro-
nis dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki termasuk terhambatnya
perkembangan mental dan fisik, yang dapat mempengaruhi kehadiran dan prestasi anak di sekolah,
kapasitas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi saat dewasa, sehingga berpotensi untuk
meningkatkan kemiskinan. Selain itu, anak kurang gizi yang mengalami peningkatan berat badan secara
cepat pada akhir masa kanak-kanak dan remaja lebih cenderung untuk menderita penyakit kronis (obe-
sitas, diabetes, hipertensi dan penyakit jantung) yang berhubungan dengan masalah gizi. Penemuan ter-
kini yang dipublikasikan oleh The Lancet (Black et al, 2013) juga mendukung hubungan antara stunting,
obesitas dan penyakit kronis dalam siklus kehidupan. Kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh
kekurangan gizi pada awal masa kanak-kanak juga termasuk orang dewasa dengan tubuh lebih pendek
dan khusus wanita pendek akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, sehingga permasala-
han kurang gizi ini akan terus berulang pada generasi berikutnya.

Tabel 5.1: Klasifikasi WHO tentang masalah kesehatan masyarakat untuk prevalensi

kurang gizi
Klasifikasi Underweight (%) Stunting (%) Wasting (%)
Baik <10% <20% <5%
Kurang 10-19% 20-29% 5-9%
Buruk 20-29% 30-39% 10-14%
Sangat Buruk 230% >40% 215%

Sumber: WHO, 2000

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat di suatu negara, provinsi
atau kabupaten berdasarkan prevalensi underweight, stunting dan wasting dalam populasi seperti pada
Tabel 5.1. Tidak satupun provinsi di Indonesia yang memiliki stunting atau underweight yang “baik”
menurut klasifikasi WHO.

Pada FSVA 2009, data underweight dan stunting tersedia, namun disepakati tetap menggu-
nakan data underweight pada indikator komposit dan pemetaan agar dapat dibandingkan den-
gan FIA 2005. Pada FSVA 2015, data underweight dan stunting disajikan pada Tabel 5.2, namun

! http://www.who.int/childgrowth/standards/weight for age/en/
2 http://www.who.int/childgrowth/standards/height _for age/en/
3 http://www.who.int/childgrowth/standards/weight for height/en/
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disepakati hanya data stunting yang digunakan pada indikator Ketahanan Pangan Komposit dan
pemetaan, untuk memfasilitasi perbandingan dengan program-program pemerintah serta untuk
memantau pengurangan angka stunting. Keputusan ini diambil karena stunting telah dipertimbangkan
secara global untuk menjadi satu-satunya masalah gizi terpenting di Indonesia dan berdampak langsung
pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013, prevalensi balita stunting di tingkat
nasional adalah 37,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan masyarakat untuk
prevalensi kurang gizi berada pada tingkat yang buruk menurut klasifikasi WHO dan menunjukkan
peningkatan dibandingkan dengan 36,8 persen pada tahun 2007. Nusa Tenggara Timur merupakan
satu-satunya provinsi dengan angka stunting diatas 50 persen. Menurut klasifikasi WHO, 15 provinsi

Tabel 5.2: Prevalensi kurang gizi pada balita menurut provinsi, 2013

No Provinsi Stunting Underweight Wasting
1 Aceh 41,5 26,3 15,7
2 Sumatera Utara 42,5 22,4 14,9
3 Sumatera Barat 39,2 21,2 12,6
4 Riau 36,8 22,5 15,5
5 Jambi 37,9 19,6 13,6
6 Sumatera Selatan 36,7 18,3 12,4
7 Bengkulu 39,7 18,7 14,8
8 Lampung 42,6 18,8 11,8
9 Kepulauan Bangka Belitung 28,7 15,1 10,2
10 Kepulauan Riau 26,3 15,6 12,3
11 DKI Jakarta 27,5 14 10,2
12 Jawa Barat 35,3 15,7 10,9
13 Jawa Tengah 36,8 17,6 11,1
14 DI Yogyakarta 27,2 16,2 9,5
15 Jawa Timur 35,8 19,1 11,4
16 Banten 33 17,2 13,8
17 Bali 32,5 13,1 8,8
18 Nusa Tenggara Barat 45,3 25,7 11,9
19 Nusa Tenggara Timur 51,7 33,1 15,4
20 Kalimantan Barat 38,6 26,5 18,7
21 Kalimantan Tengah 41,3 23,3 12,4
22 Kalimantan Selatan 44,2 27,4 12,8
23 Kalimantan Timur 27,5 16,6 11,5
24 Sulawesi Utara 34,8 16,5 9,9
25 Sulawesi Tengah 411 24 9,4
26 Sulawesi Selatan 40,9 25,6 11
27 Sulawesi Tenggara 42,6 23,9 11,4
28 Gorontalo 38,9 26,1 11,7
29 Sulawesi Barat 48 291 10,8
30 Maluku 40,6 28,3 16,2
31 Maluku Utara 41 24,9 12,2
32 Papua Barat 44,6 30,9 15,4
33 Papua 40,1 21,9 14,8

Total Indonesia 37,2 19,6 12,1

Sumber: RISKESDAS 2013, Kementerian Kesehatan
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yang memiliki prevalensi stunting pada tingkat sangat buruk (> 40 persen), 13 provinsi memiliki preval-
ensi stunting pada tingkat buruk (30-39 persen) dan 5 provinsi memiliki prevalensi pada tingkat kurang
(20-29 persen). Secara keseluruhan, tidak terjadi perubahan yang berarti dalam pengurangan angka
stunting di Indonesia dan hanya sedikit kemajuan terjadi di sebagian besar provinsi antara tahun 2007
hingga 2013.

Indonesia menetapkan target gizi untuk menurunkan persentase balita underweight hingga 20 persen
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Kementerian Perenca-
naan Pembangunan Nasional, 2010). Prevalensi underweight meningkat dari 18,4 persen pada tahun
2007 menjadi 19,6 persen pada tahun 2013. Sebelum tahun 2013, Indonesia menetapkan target untuk
mencapai target Millenium Development Goal yaitu dengan mengurangi setengah dari prevalensi under-
weight, dari 31 persen menjadi 15,5 persen pada tahun 2015. Dengan melihat kecenderungan saat ini,
maka hal ini masih menjadi sebuah tantangan. RPJMN terbaru untuk 2015-2019 bertujuan untuk
menurunkan underweight menjadi 17 persen pada tahun 2019.

Pada tahun 2013, sebanyak 12,1 persen balita yang mengalami wasting (kurus) atau turun sebesar 1,6
persen dari tahun 2007, namun masih menunjukkan masalah kesehatan masyarakat pada tingkat buruk
menurut klasifikasi WHO. Enam provinsi memiliki prevalensi wasting sangat buruk (> 15 persen), 23
provinsi memiliki prevalensi buruk (10-14 persen) dan empat provinsi dengan prevalensi kurang (5-9
persen).

Menurut kelompok umur, stunting dan underweight meningkat secara signifikan baik untuk anak
laki-laki maupun perempuan setelah usia 6 bulan dan terus meningkat hingga usia dua tahun. Hal
ini menunjukkan pola umum peningkatan prevalensi pada saat dimulainya pemberian makanan
tambahan. Namun penting untuk dicatat bahwa angka stuntingrelatiflebih tinggi padalima bulan pertama
kehidupan (27,6 persen untuk anak laki-laki dan 22,4 persen untuk anak perempuan) dan prevalensi
bayi berat badan lahir rendah - BBLR yakni kurang dari 2,5 kg masih cukup tinggi (10,2 persen). Kedua
angka ini menunjukan buruknya status gizi ibu selama kehamilan hingga saat menyusui untuk enam
bulan pertama kehidupan (Gambar 5.1).

Gambar 5.1: Prevalensi balita stunting, underweight dan wasting menurut umur
dan jenis kelamin, 2013
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35 Laki-laki 35 Perempuan
30 30
= Stunting
25 25
e (nderweight
20 20
Wasting
15 — 15
—

0-5Bulan 6-11 12-23 24-35 36-47 48-59 0-5Bulan 6-11 12-23 24-35 36 - 47 48 - 59
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

Sumber: RISKESDAS 2013, Kementerian Kesehatan

Meskipun kekurangan gizi (stunting, underweight dan wasting) masih menjadi permasalahan gizi utama
di Indonesia, Indonesia juga menghadapi masalah beban-ganda malnutrisi. Pada tahun 2013, prevalensi
obesitas sebesar 11,9 persen pada anak balita, 19,7 persen pada laki-laki dewasa dan 32,9 persen pada
perempuan. Pada orang dewasa, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan jika dibandingkan pada
tahun 2007 (di mana 13,9 persen laki-laki dan 14,8 persen perempuan mengalami obesitas). Sementara
pada anak-anak, proporsinya sedikit menurun dari 12,2 persen pada tahun 2007. Makin banyak bukti
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menunjukkan hubungan yang kuat antara malnutrisi (kekurangan atau kelebihan gizi) dengan status
kesehatan dan gizi pada masa tua, termasuk obesitas dan penyakit tidak menular. Biaya untuk perawatan
penyakit tidak menular pada masa tua meningkat cepat, khususnya dibandingkan dengan biaya untuk
mencegah kekurangan gizi pada anak-anak (Shrimpton and Rokx, 2012).

Di tingkat provinsi, pada tahun 2013 prevalensi obesitas pada anak-anak di Indonesia bervariasi antara 6
persen di provinsi Maluku hingga 21,4 persen di provinsi Lampung. Dua puluh provinsi memiliki preva-
lensi obesitas pada anak lebih dari 10 persen. Untuk orang dewasa, prevalensi obesitas terendah terdapat
di provinsi Nusa Tenggara Timur dan tertinggi di DKI Jakarta.

Kekurangan zat gizi mikro yang juga dikenal dengan ‘kelaparan tersembunyi’ dapat merusak
perkembangan fisik dan mental. Kekurangan zat gizi mikro ini disebabkan pola makan yang tidak
lengkap dan/atau ketidakmampuan secara fisik untuk menyerap zat-zat gizi. Data lengkap tentang
kekurangan zat gizi mikro masih terbatas, data terbaru menunjukkan bahwa kekurangan zat gizi mikro
penting (iodium, vitamin A, zinc dan zat besi) masih perlu mendapat perhatian di Indonesia.

Berdasarkan RISKESDAS (Kementerian Kesehatan, 2013), terdapat 22,9 persen rumah tangga yang
tidak memiliki cukup garam beryodium untuk dikonsumsi; menurun dibandingkan 37,7 persen pada
tahun 2007. Selain itu terjadi juga kesenjangan antar provinsi: di 22 provinsi, paling tidak terdapat 80
persen rumah tangga yang memiliki cukup garam beryodium, sementara di empat provinsi (Aceh, Bali,
Nusa Tenggara Timur and Nusa Tenggara Barat), kurang dari 60 persen rumah tangga memiliki cukup
garam beryodium. Pemberian suplemen vitamin A tercatat mencapai 75,5 persen pada anak usia 6 sam-
pai 59 bulan pada tahun 2013 atau sedikit meningkat dari tahun 2007 sebesar 71,5 persen. Menurut
Micronutrient Initiative', diperkirakan 14,6 persen balita mengalami kekurangan sub-klinis vitamin A.
RISKESDAS 2013 juga menemukan bahwa 21,7 persen dari seluruh masyarakat Indonesia mengalami
anemia, dengan 28,1 persen pada anak usia 12 — 59 bulan dan 37,1 persen pada ibu hamil.

Selama beberapa tahun terakhir, zinc telah menonjol sebagai zat gizi mikro penting karena
perannya dalam mengurangi dampak negatif penyakit diare pada anak-anak. Penyakit diare adalah
penyebab utama morbiditas anak dan faktor yang berkontribusi terhadap kematian, dengan perkiraan
kejadian sebesar 6,7 persen pada anak Indonesia. Sementara data RISKESDAS tidak memperkira-
kan kekurangan zinc secara langsung, tetapi Micronutrient Initiative memperkirakan bahwa sekitar
32 persen anak-anak menderita kekurangan zinc. Berdasarkan data RISKESDAS, hanya 17 persen anak
yang menderita diare yang mendapatkan pengobatan dengan suplemen zinc.

5.2 Dampak (Outcome) dari Status Kesehatan

Buruknya status kesehatan meningkatkan keterpaparan terhadap penyakit menular, sedangkan
stunting pada balita meningkatkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular pada usia dewasa.
Pembangunan Indonesia mungkin akan segera menuju transisi epidemologi dari sebuah
profil penyakit yang didominasi oleh penyakit menular ke penyakit tidak menular. Saat ini,
angka penyakit tidak menular meningkat sedangkan angka penyakit menular tetap tinggi.

Di samping menurunnya angka kejadian malaria, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) dan pneu-
monia, terjadi peningkatan kanker, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung dan paru-paru yang
berdampak meningkatnya kerugian dari aspek biaya dan kehilangan sumber daya manusia. Menurut
RISKESDAS 2013, penduduk yang menderita diabetes mellitus sebesar 2,1 persen; kanker 1,4 persen;
penyakit jantung koroner 1,5 persen dan hipertensi 25,8 persen.

* http://www.micronutrient.org/
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Data RISKESDAS 2013 menunjukkan adanya sedikit peningkatan prevalensi ISPA dari 24 persen (2007)
menjadi 25 persen (2013), dimana provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi adalah NTT (lebih dari
40 persen). Selanjutnya, prevalensi diare mengalami penurunan sebesar 5,5 persen dari 9 persen (2007)
menjadi 3,5 persen (2013). Rata-rata prevalensi diare pada balita sebesar 6,7 persen, dimana 10 provinsi
memiliki prevalensi lebih tinggi dari angka tersebut.

Angka harapan hidup merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Rata-rata angka harapan
hidup di Indonesia pada tahun 2013 adalah 70,07 tahun. Angka harapan hidup tertinggi terdapat di
DI. Yogyakarta (73,62 tahun) dan terendah terdapat di NTB (63,21 tahun). Empat belas dari 33 provinsi
dan 117 dari 398 kabupaten memiliki angka harapan hidup mencapai 70 tahun atau lebih (Tabel 5.3).

Tabel 5.3: Angka harapan hidup tingkat provinsi, 2013

Angka Harapan Hidup

No Provinsi
(Tahun)

1 Aceh 69,40
2 Sumatera Utara 69,90
3 Sumatera Barat 70,09
4 Riau 71,73
5 Jambi 69,61
6 Sumatera Selatan 70,10
7 Bengkulu 70,44
8 Lampung 70,09
9 Kepulauan Bangka Belitung 69,46
10 Kepulauan Riau 69,97
11 DKI Jakarta 73,56
12 Jawa Barat 68,84
13 Jawa Tengah 71,97
14 D.I. Yogyakarta 73,62
15 Jawa Timur 70,37
16 Banten 65,47
17 Bali 71,20
18 Nusa Tenggara Barat 63,21
19 Nusa Tenggara Timur 68,05
20 Kalimantan Barat 67,40
21 Kalimantan Tengah 71,47
22 Kalimantan Selatan 64,82
23 Kalimantan Timur 71,78
24 Sulawesi Utara 72,62
25 Sulawesi Tengah 67,21
26 Sulawesi Selatan 70,60
27 Sulawesi Tenggara 68,56
28 Gorontalo 67,54
29 Sulawesi Barat 68,34
30 Maluku 67,88
31 Maluku Utara 66,97
32 Papua Barat 69,14
33 Papua 69,13
Total Indonesia 70,07

Sumber: SUSENAS 2013, BPS
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5.3

Pencapaian Bidang Kesehatan

Disamping rencana aksi pangan dan gizi nasional, terdapat beberapa pencapaian di bidang kesehatan
yang juga mempengaruhi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, yaitu:

Peluncuran “Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi di Indonesia” pada Oktober
2013 yang diikuti oleh keluarnya Peraturan Presiden no. 42/2013, menunjukan partisipasi Indo-
nesia dalam Gerakan Scale up Nutrition (SUN) global. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan
pemerintah, mitra pembangunan, masyarakat sipil, swasta dan warga negara dalam upaya global
peningkatan intervensi spesifik gizi yang difokuskan pada 1,000 hari pertama kehidupan (ter-
hitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun).

Peluncuran pengembangan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014. JKN
menyediakan akses ke pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang juga dapat meningkatkan
cakupan penyediaan intervensi spesifik gizi, seperti pemberian multivitamin yang berkontribusi
terhadap status kesehatan secara keseluruhan.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan bersyarat yang secara khusus difokuskan
pada bidang kesehatan dan pendidikan (PNPM Generasi Sehat Cerdas/ GSC) sejak tahun 2007
di beberapa wilayah terpilih mampu meningkatkan akses kelompok rentan terhadap pelayanan
kesehatan dan gizi khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Kotak 5.1 - Gerakan Scaling up Nutrition (SUN) di Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mempunyai
sasaran di antaranya untuk mengurangi prevalensi balita dengan berat badan kurang
(underweight) dan balita pendek (stunting). Untuk mencapai sasaran tersebut,
pemerintah telah mengadopsi beberapa kebijakan dan program untuk periode 2015-
2019, termasuk di antaranya dengan meningkatkan perang melawan gizi buruk
melalui gerakan percepatan perbaikan gizi (Scalling-Up Nutrition, SUN). Sejalan
dengan keikutsertaan Indonesia dalam gerakan SUN global, gerakan nasional untuk
percepatan perbaikan gizi difokuskan pada peningkatkan kerja sama semua pemangku
kepentingan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan langkah-langkah untuk
meningkatkan penanganan masalah gizi di Indonesia, dengan fokus pada 1,000
hari pertama kehidupan anak. Gerakan nasional SUN di Indonesia, dikenal sebagai
gerakan nasional dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1,000 HPK),
bertujuan untuk mengatasi kekurangan gizi akut dan kronis, anemia, berat badan
lahir rendah dan obesitas, termasuk mempromosikan pemberian ASI eksklusif selama
enam bulan pertama setelah kelahiran. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mentargetkan
beberapa tujuan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu: i) menurunkan proporsi
anak balita stunting sebesar 40 persen; ii) menurunkan proporsi anak balita underweight

menjadi kurang dari 5 persen; iii) menurunkan anak yang lahir berat badan rendah
sebesar 30 persen; iv) tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih; v)
menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen; dan

vi) meningkatkan persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif selama enam bulan
setelah melahirkan.
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o Fortifikasi wajib diterapkan pada minyak goreng dan tepung, sedangkan fortifikasi beras akan
diujicobakan dalam waktu dekat melalui program Raskin.

5.4 Strategi untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Meskipun target Millennium Development Goal (MDG) untuk menurunkan angka prevalensi
underweight pada balita sudah tercapai di Indonesia, namun masalah kurang gizi kronis (stunting) masih
tetap tinggi. Mengingat stunting membatasi potensi individu dan pada akhirnya potensi sebuah bangsa,
maka stunting merupakan hambatan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangu-
nan.

Untuk mempercepat penurunan angka underweight dan mengatasi angka stunting yang masih tinggi,
maka sangatlah penting untuk merencanakan dan mengimplementasikan intervensi gizi secara lebih
efektif pada semua tingkat, mulai dari rumah tangga sampai tingkat masyarakat. Penting untuk pentar-
getan kelompok rentan masalah gizi, peningkatan pemahaman penyebab dasar kurang gizi yang mul-
tidimensi, pemilihan intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya dan peningkatan
komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:
1. Pentargetan pada kelompok rentan masalah gizi:

a. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun. Seribu hari perta-
ma sejak konsepsi (kehamilan) hingga dua tahun pertama kehidupan disebut sebagai “jendela pe-
luang (window of opportunity)” dalam mencegah masalah gizi yang memberikan dampak terbaik
bagi kelompok ini dan masyarakat pada mumnya sepanjang siklus kehidupannya.

b. Anak-anak gizi kurang dan gizi buruk memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal
karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya
dirawat dengan tepat. Intervensi cepat pada anak gizi buruk dapat menyelamatkan hidup mereka,
sedangkan pada anak gizi kurang akut dapat mencegah mereka menjadi gizi buruk. Intervensi
merupakan hal kritis bagi kedua kelompok ini agar mereka tidak terjebak dalam siklus kurang
gizi dan penyakit yang sering mengakibatkan kegagalan pertumbuhan yang tidak dapat diperbaiki
(stunting).

c. Ibu hamil dan menyusui memiliki kebutuhan gizi yang lebih besar untuk pertumbuhan dan
perkembangan janin serta untuk menghasilkan ASI (air susu ibu) bagi bayi mereka.

d. Penderita penyakit kronis seperti tuberkulosis dan atau HIV/AIDS juga membutuhkan gizi yang
lebih dari rata-rata dan bantuan gizi untuk mendukung kesembuhannya, sehingga dapat kembali
memasuki dunia kerja.

e. Semua kelompok umur menderita kekurangan gizi mikro, khususnya pada anak-anak, remaja
putri, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro yang cukup tinggi pada semua kelompok
umur disebabkan asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan
buah serta makanan berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya tingkat stunting pada balita juga cuk-

up tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi penyebab dasar multi-
dimensi kekurangan gizi (ketahanan pangan, status kesehatan dan akses terhadap layanan).
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. Intervensi spesifik gizi langsung (yang dilakukan terutama melalui sektor kesehatan)

Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia
kehamilan dengan memberi tablet tambah darah atau suplemen gizi mikro tabur setiap hari
serta memeriksa kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.

Mempromosikan pemberian ASI pada anak usia 0-24 bulan dengan inisiasi menyusui
dini segera sesudah bayi lahir, menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melan-
jutkan pemberian ASI sampai 24 bulan dan melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.

Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan yang dimulai
sejak anak memasuki usia bulan ke tujuh, pemberian makanan yang lebih sering dalam porsi
kecil, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan,
kacang tanah, sayur, buah dan minyak) dan menghindari pemberian jajan yang tidak sehat.

Mempromosikan pemantauan berat dan tinggi badan secara teratur, khususnya pada
anak usia 0-24 bulan atau 25-59 bulan jika sumber daya memungkinkan, untuk
mendeteksi kekurangan gizi lebih awal sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin.
Selain itu, juga meningkatkan komunikasi mengenai berat badan dan tinggi badan anak serta
memberi pengetahuan orang tua tentang cara mencegah dan memperbaiki kegagalan pertam-
bahan berat dan tinggi badan anak.

Menginisiasi dan mendukung manajemen kurang gizi akut pada balita yang berbasis
fasilitas kesehatan dan masyarakat berdasarkan pedomandari WHO/UNICEF dan Kementerian
Kesehatan.

Memperbaiki asupan gizi mikro melalui promosi garam beryodium, penganekaragaman
asupan makanan, fortifikasi makanan, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil,
pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak usia 6-59 bulan dan ibu menyusui dalam
jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas serta pemberian obat cacing.

Mengintensifkan kegiatan penyuluhan atau pendidikan informasi kesehatan dan gizi
(information, education, communication/IEC), baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan bermacam-macam media (media massa, pengeras suara di mushola, perayaan hari
besar dll) untuk menjangkau tidak hanya ibu dan pengasuh anak, tetapi juga kepala desa,
pemuka desa, pemuka agama, para suami dan anggota keluarga lain, remaja putri, guru, tenaga
penyuluh dan penyedia pelayanan masyarakat.

. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor
di luar kesehatan)

Mempromosikan konsumsi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Mempromosikan pemanfaatan halaman rumah dengan cara menanam sayuran, buah-buahan,
kacang-kacangan, memelihara unggas (ayam, bebek) dan ikan.

Mobilisasi kepemimpinan berbasis masyarakat termasuk kepala desa, pemuka agama, PKK,
kelompok tani dan lain-lain untuk terlibat dalam intervensi gizi terutama pada saat pendi-
dikan higiene dan gizi.

Memperbaiki akses ke air minum dengan meningkatkan akses rumah tangga dan organisasi
(sekolah-sekolah) terhadap sumber air bersih, mempromosikan minum air matang sebagai
ganti air mentah, membuat tangki penampung air untuk menyimpan air hujan serta meminta
anak untuk membawa air minum ke sekolah.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia

75



76

o Memperbaiki higiene dan sanitasi dengan cara mempromosikan mencuci tangan sebelum
makan dan setelah dari toilet, memperbaiki sistem pembuangan limbah serta mempromosikan
pembuangan sampah/limbah yang tepat dan benar.

o Meningkatkan status kaum perempuan dengan cara meningkatkan pendidikan, memperbaiki
pengetahuan/kemampuan pengasuhan dan pemberian makan anak serta meningkatkan pemba-
gian tanggung jawab suami dan anggota keluarga dalam pengasuhan dan pemberian makan anak.

o Memperkuat kapasitas pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam hal merencanakan,
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi intervensi gizi.

Perlu dipahami bahwa intervensi tidak langsung ini hanya bersifat melengkapi intervensi langsung,
bukan pengganti intervensi gizi langsung.

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi

Investasi dalam bidang gizi merupakan hal yang penting dalam pencapaian lima dari delapan
tujuan MDGs. Di negara berkembang, intervensi untuk mengatasi masalah gizi saat ini telah menjadi
investasi yang paling efektif dalam menyokong pembangunan. Intervensi yang terkoordinasi baik
dan bersifat multi-sektoral dapat membantu mengurangi masalah gizi sekaligus menyelamatkan
hidup dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sesuai Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang
terkait dengan Rencana Tindak Lanjut untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs),
telah disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2011-2015. Penyusunan
RAN-PG di tingkat nasional diikuti dengan penyusunan RAN-PG di tingkat provinsi yang dalam
penyusunannnya melibatkan kabupaten dan kota. Rencana aksi ini disusun sebagai panduan dan
arahan dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten dan kota, baik bagi institusi pemerintah maupun masyarakat dan pihak-pihak lain yang
terkait dalam perbaikan pangan dan gizi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang secara tegas telah memberikan arah
pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat (Bappenas, 2015). Sasaran khusus gizi yang ditetapkan
dalam RPJMN tersebut adalah mengurangi prevalensi underweight pada balita menjadi 17 persen dan
mengurangi prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun sebesar 28 persen pada tahun 2019. Da-
lam rencana aksi ini kebijakan pangan dan gizi disusun melalui pendekatan lima pilar pembangunan
pangan dan gizi yang meliputi:

1. Perbaikan gizi masyarakat, melalui peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kes-
ehatan berkelanjutan yang difokuskan pada layanan gizi efektif bagi ibu pra-hamil, ibu hamil,
dan anak usia di bawah dua tahun.

2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui promosi produksi sayur-sayuran,
buah-buahan dan komoditi yang kaya zat gizi dan membantu keluarga rawan pangan dan
miskin.

3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan difokuskan pada promosi makanan

jajanan sehat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi.

4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui pemberdayaan masyarakat dan
peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya
konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sum-
ber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat serta merevitalisasi posyandu.

5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ter-
masuk melalui peningkatan sumber daya dan penelitian.
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BAB 6

FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG
MEMPENGARUHI| KETAHANAN PANGAN

Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi
ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang.
Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan
pangan sementara (transient food insecurity). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan
harga atau goncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebab-
kan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh
terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan
dan pemanfaatan pangan.

Kerawanan pangan transien dapat juga dibagi menjadi dua yaitu: Berulang (cyclical), di mana terdapat
suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, “musim paceklik” yang terjadi
dalam periode sebelum panen, dan Temporal (temporary), yang merupakan hasil dari suatu
gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek seperti kekeringan atau banjir. Konflik sipil juga
termasuk dalam kategori goncangan (shock) temporal walaupun dampak negatifnya terhadap ketahanan
pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Dengan kata lain, kerawanan pangan transien dapat
mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang
berada pada keadaan tahan pangan.

Di dalam bab ini kerawanan pangan dianalisa dari segi iklim dan lingkungan. Faktor iklim dan
lingkungan serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi goncangan sangat menentukan apa-
kah suatu negara atau wilayah dapat mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan gizinya.
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Tinjauan ketahanan pangan dan gizi ini berdasarkan pada dampak dari berbagai bencana alam dan
degradasi lingkungan terhadap ketersediaan dan akses pangan. Deforestasi hutan, variabilitas curah
hujan dan daerah yang terkena banjir dan tanah longsor, merupakan beberapa indikator yang digunakan
dalam bab ini untuk menjelaskan kerawanan pangan transien di Indonesia.

Untuk melakukan analisa komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi kerawanan
pangan transien, empat faktor utama dianalisa dalam FSVA 2015 yaitu: i) data kejadian bencana alam yang
terjadi di tingkat kabupaten; ii) estimasi kehilangan produksi padi akibat banjir dan kekeringan;
iii) tingkat deforestasi hutan; dan iv) kekuatan pengaruh El Nifio/Southern Oscillation (ENSO) yang
menyebabkan variabilitas curah hujan.

6.1 Bencana Alam

Sebagai salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia, bencana alam merupakan
faktor utama kerawanan pangan transien di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari Center for Research
on the Epidemiology of Disasters (CRED), terdapat enam negara (Indonesia, Cina, Amerika Serikat,
Philipina, Afghanistan dan India) yang paling sering mengalami bencana alam pada tahun 2012 dan 2013
(Tabel 6.1).

Tabel 6.1: Sepuluh negara yang mengalami bencana alam terbanyak, 2012 - 2013

Jumlah Jumlah
Kejadian Utama Kejadian Utama
China 29 China 42
Amerika Serikat 25 Amerika Serikat 28
Philipina 21 Indonesia 17
Indonesia 15 Philipina 14
Afghanistan 1 India 12
India 10 Vietnam 10
Rusia 8 Jepang 10
Jepang 7 Brazil 7
Bangladesh 5 Afghanistan 6
Haiti 5 Bolivia 5

Sumber: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2012 dan 2013

Berdasarkan data dari pemerintah, terjadi lebih dari 15,430 kejadian bencana alam selama periode
tahun 2000-2014 yang telah menyebabkan lebih dari 183.100 orang meninggal dunia (Tabel 6.2). Data ini
mencatat seluruh jenis kejadian bencana yang meliputi angin topan, banjir, kekeringan, letusan gunung
berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, abrasi pantai, epidemik, hama tanaman dan kebakaran
hutan. Pada periode tahun 2000-2014, kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, angin
topan dan tanah longsor, sedangkan gempa bumi dan tsunami merupakan kejadian bencana yang paling
fatal yang menyebabkan lebih dari 167.700 orang meninggal.

Di Indonesia, kejadian bencana alam paling sering terjadi di Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Jawa
Timur, Jawa Barat dan Aceh (Gambar 6.1).
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Tabel 6.2: Ringkasan tabel bencana alam yang terjadi di Indonesia dan kerusakannya,

2000 - 2014
o . Luka- . Rumah  Fasilitas Fasilitas Lahan
Kejadian Jumlah  pgeninggal ' Mengungsi Rusak Kesehatan Pendidikan :
Kejadian e Ringan  Rusak Rusak Fertanian
Banijir 5.822 1.800 91.828  4.373.793 93.197 143.534 1.907 4.757 1.173.843
Banjir dan Tanah Longsor 461 1.233 36.907 467.777 39.995 52.476 235 982 281.925
Gelombang Pasang dan Abrasi 275 21 216 28.734 3.253 3.270 4 10 141
Gempa Bumi 325 7.415 38.263  1.810.677 406.682  499.779 1.579 16.693 1.993
Gempa Bumi dan Tsunami 41 167.748 3.984 462.272  324.589 97.160 254 1.262 58.087
Hama Tanaman 4 - - - - - - - 321
Kebakaran Hutan 313 13 13.483 2.739 9 - - 2 414
Kekeringan 1.754 2 - - - - - - 1.398.037
Epidemi 104 743 36.352 - - - - - -
Letusan Gunung Api 85 427 3.455 300.370 6 - 26 375 52.682
Puting Beliung 3.453 252 1.762 20.836 20.761 25513 70 412 16.455
Tanah Longsor 2.792 1.850 2.050 69.085 6.375 5.381 15 60 65.686
Tsunami 3 1 - 67 2 - -
Total 15.432 181.505  228.300 7.536.350 894.867  827.113 4.092 24.553  3.049.585
Sumber: BNPB, Data dan Informasi: http://dibi.bnpb.go.id
Gambar 6.1: Bencana alam per provinsi, 2000 — 2014
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Sumber: BNPB, Data dan Informasi: http.//dibi.bnpb.go.id

Peta 6.1 menggambarkan jumlah kejadian bencana alam yang berhubungan dengan faktor iklim:
bencana yang berhubungan dengan aktivitas gunung berapi dan seismik (tsunami dan gempa bumi)
tidak dimasukan. Dengan demikian peta ini menggambarkan kabupaten-kabupaten yang paling
terkena dampak iklim: termasuk beberapa kabupaten yang mungkin bertambah dengan meningkatnya
kejadian iklim ekstrim yang makin umum terjadi. Sebagai contoh, provinsi-provinsi di Jawa melaporkan
kejadian angin topan, banjir, tanah longsor dan kekeringan yang paling banyak terjadi pada tahun 2000-
2014. Namun, harus dicatat bahwa mungkin provinsi-provinsi di Jawa melaporkan data lebih sering

dibandingkan dengan provinsi lainnya.
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6.2 Variabilitas Curah Hujan

Variabilitas iklim secara langsung mempengaruhi berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi, khususnya
ketersediaan dan akses pangan. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan
berbagai kejadian bencana alam - kekeringan, banjir, angin topan dan tsunami - dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor, baik global, regional maupun lokal. Faktor iklim global antara lain EI Nifio, La Nifia dan
dipole mode; sedangkan faktor regional antara lain sirkulasi monsun, Madden Julian Oscillation (M]O),
dan suhu permukaan laut perairan Indonesia; dan faktor lokal yang berpengaruh adalah ketinggian
tempat, posisi bentangan suatu pulau, sirkulasi angin darat dan angin laut serta tutupan lahan suatu
wilayah.

Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim
kemarau menyebabkan kekeringan. Iklim juga dapat menyebabkan perkembangan organisme peng-
ganggu tanaman (OPT) secara eksplisit: OPT yang berbeda dapat berkembang pada kondisi yang
lebih basah atau lebih kering, yang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak sempurna dan
kemungkinan gagal panen. Dilndonesia, kejadian iklim yang  ekstrim yang menyebabkan
kegagalan produksi tanaman pangan lebih banyak terkait dengan kejadian EI Nifio/ Southern Oscilla-
tion (ENSO). Tahun EI Nifio biasanya berhubungan dengan kekeringan, sedangkan tahun La-Nina ber-
hubungan dengan tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan banjir.

Peta 6.2 menggambarkan perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu
permukaan laut (SPL) sebesar 1°C. Daerah yang berwarna merah menunjukkan resiko berkurangannya
curah hujan yang sangat tinggi sedangkan warna hijau menunjukkan resiko bertambahnya curah hujan
yang sangat tinggi. Setiap piksel pada peta mewakili daerah seluas 50 x 50 km. Daerah yang memiliki
resiko berkurangnya curah hujan yang sangat tinggi setiap ada perubahan SPL 1°C adalah Maluku, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur bagian barat, sebagian besar Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
dan Sulawesi Tengah, serta Jawa Tengah. Peningkatan curah hujan yang disebabkan oleh kenaikan SPL
terjadi di Papua bagian utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Utara bagian
selatan.

Wilayah yang mengalami penurunan curah hujan karena perubahan SPL mungkin akan mengalami
penurunan produksi yang signifikan khususnya daerah-daerah tanpa irigasi. Peta 6.3 mengklasifikasikan
kabupaten-kabupaten berdasarkan rata-rata penurunan curah hujan bulanan yang berhubungan den-
gan perubahan SPL. Kabupaten-kabupaten yang berwarna merah gelap memiliki perubahan negatif
curah hujan terbesar yang berhubungan dengan kenaikan SST. Kabupaten-kabupaten ini membutuhkan
pemantauan situasi ketahanan pangan khususnya dalam hubungannya dengan produksi pangan pada
tahun-tahun EI Nino (tahun kering). Variasi curah hujan cenderung akan merugikan pertanian berke-
lanjutan kecuali sistem irigasi dan penyimpanan air (waduk atau dam) diperbaiki. Analisis mengenai
dampak perubahan iklim terhadap produksi padi di pulau Jawa menunjukkan bahwa produksi padi
pada tahun 2025 dan 2050, masing-masing akan berkurang sebesar 1,8 juta ton dan 3,6 juta ton diband-
ingkan tingkat produksi sekarang ini (Boer et al., 2009).

6.3 Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT)

Produksi dan produktivitas tanaman pangan sangat di pengaruhi oleh kondisi iklim dan cuaca. Daerah
yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam
(banjir, kekeringan) dan atau penularan hama oleh organisme penggangu tanaman (OPT).

Kehilangan produksi pada statistik Indonesia dikategorikan sebagai kehilangan total (Puso) dan
terdampak (ketika kehilangan kurang dari 50 persen). Tabel 6.3 menunjukkan proporsi kerusakan
tanaman padi dan jagung terhadap luas area tanam padi dan jagung yang disebabkan oleh banjir,
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kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT) di setiap provinsi pada periode 2011-2013.
Secara nasional, kerusakan tanaman padi dan jagung relatif rendah selama periode tersebut (kurang dari
1 persen dari total luas tanam setiap tahun). Kerusakan areal tanaman padi tahun 2013 (0,50 persen),
lebih kecil daripada tahun 2012 (0,67 persen) dan tahun 2011 (0,93 persen). Pada tahun 2013 tingkat
kerusakan terparah tanaman padi ditemukan di Aceh (2,63 persen), Banten (2,30 persen) yang diikuti
Sulawesi Selatan (1,87 persen) dan Jambi (1,71 persen). Kerusakan tanaman jagung mengalami
penurunan yaitu dari 0,23 persen pada tahun 2011 menjadi 0,11 persen di 2012 dan sedikit meningkat
menjadi 0,15 di tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat kerusakan terparah tanaman jagung terjadi di
Sulawesi Selatan (1,30 persen) yang diikuti Sulawesi Tenggara (1,05 persen) dan Jambi (0,66 persen).

Tabel 6.3: Perbandingan area puso padi akibat banjir, kekeringan dan organisme pengganggu
tanaman, 2010-2013

Provinsi Padi (%) Jagung (%)
2011 2012 2011 2012 2013**

1 Aceh 0,65 1,83 2,93 2,63 0,09 0,10 0,54 0,37
2 Sumatera Utara 0,16 0,11 0,23 0,53 1,55 0,56 0,43 0,04
3 Sumatera Barat 0,20 0,31 0,14 0,10 0,71 2,45 0,11 0,19
4 Riau 0,11 2,16 0,58 1,01 0,19 1,10 0,05 0,15
5 Jambi 3,08 1,06 1,27 1,71 31,45 0,81 0,63 0,66
6 Sumatera Selatan 1,53 0,34 0,17 0,23 0,15 0,01 0,31 0,08
7 Bengkulu - 0,10 0,03 0,08 0,01 1,46 - -
8 Lampung 2,15 1,42 1,45 0,81 0,24 0,08 0,17 0,01
9 Kep Bangka Belitung* - - - - - - - -
10 Kep Riau* - - - - - - - -
11 DKI Jakarta 0,75 - - - - - - -
12 Jawa Barat 0,44 0,84 0,22 0,26 - 0,01 0,00 -
13 Jawa Tengah 0,63 0,70 0,78 0,79 0,48 0,06 0,03 0,02
14 DI Yogyakarta 1,07 1,84 0,76 - 0,21 0,01 - -
15 Jawa Timur 0,47 2,04 0,36 0,81 0,38 0,13 0,02 0,18
16 Banten 0,14 0,57 3,58 2,30 - - - -
17 Bali - 0,12 0,12 0,00 - - - -
18 Nusa Tenggara Barat 2,10 0,25 0,62 0,47 8,93 - 0,48 0,11
19 Nusa Tenggara Timur 2,24 0,38 0,10 0,28 2,32 0,02 0,03 0,53
20 Kalimantan Barat 0,03 0,21 0,26 0,08 - 0,00 - -
21 Kalimantan Tengah 1,98 0,15 0,96 0,26 1,21 - 0,27 0,09
22 Kalimantan Selatan 1,05 0,24 0,34 0,00 0,01 0,02 0,01 -
23 Kalimantan Timur 0,42 0,45 0,44 0,48 0,13 - - -
24 Sulawesi Utara 0,17 0,02 0,01 0,05 - - - 0,00
25 Sulawesi Tengah 0,15 0,05 0,18 0,04 0,18 0,00 - 0,01
26 Sulawesi Selatan 2,22 1,86 0,97 1,87 0,83 0,71 0,37 1,30
27 Sulawesi Tenggara 0,47 1,37 1,38 0,78 0,02 - 0,01 1,05
28 Gorontalo 10,95 0,68 0,35 0,02 1,81 0,58 0,03 0,03
29 Sulawesi Barat 0,23 0,76 0,67 0,01 0,03 - - -
30 Maluku 2,65 - 0,47 0,12 0,46 - 0,03 -
31 Maluku Utara - 0,17 0,20 0,08 - - - 0,02
32 Papua Barat - 0,04 - 0,03 - - - -
33 Papua 0,03 0,86 0,01 0,67 - - - -

INDONESIA 0,88 0,93 0,67 0,50 0,92 0,23 0,11 0,15

* Provinsi yang mempunyai tingkat kerusakan sangat kecil sehingga dapat diabaikan; ** Data tidak termasuk OPT
Sumber: Kementerian Pertanian 2010-2013
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Mengingat variabilitas curah hujan memiliki dampak yang besar terhadap kehilangan produksi tanaman
pangan di Indonesia, maka dilakukan analisis lanjutan tentang pengaruh faktor iklim terhadap padi.
Peta 6.4 menunjukkan rata-rata kehilangan produksi padi tahunan yang disebabkan oleh kekeringan
pada tahun 1990 sampai 2013 dalam satuan ton. Daerah dengan warna merah menunjukkan tingkat
kehilangan produksi yang tinggi (20.000 ton/tahun) pada periode waktu ini. Kebanyakan kabupaten
yang terkena dampak adalah di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat juga
mengalami kehilangan produksi yang signifikan akibat kekeringan.

Sebaliknya, peta 6.5 menunjukkan rata-rata kehilangan produksi padi tahunan yang disebabkan oleh
banjir pada tahun 1990 sampai 2013. Sekali lagi, wilayah berwarna merah tua mengalami kehilangan
produksi paling tinggi (20.000 ton/tahun). Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan,
Lampung dan Sulawesi Selatan secara rata-rata mengalami kehilangan paling tinggi karena banjir pada
periode ini.

6.4 Deforestasi Hutan

Hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam penghidupan dan ketahanan pangan dan gizi
sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya di bagian tengah dan utara dari Sumatera,
Kalimantan dan Papua. Hasil-hasil hutan non kayu - binatang liar, tumbuhan, akar-akaran dan lain lain,
- memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pola makan masyarakat setempat, menyediakan
zat-zat gizi penting dan juga menjadi sumber utama makanan pada saat musim paceklik atau saat akses
sumber pangan lain terbatas.

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia memiliki dampak bukan saja terhadap penduduk
lokal tetapi juga terhadap penduduk dunia. Alih fungsi hutan berkontribusi signifikan terhadap emisi
karbon, yang telah teridentifikasi sebagai penyebab utama perubahan iklim global. Degradasi hutan
— khususnya di daerah hulu - juga memiliki dampak negatif terhadap sumber-sumber air.
Penggundulan tutupan hutan di daerah hulu mempercepat kehilangan air, meningkatkan resiko
banjir di daerah hilir pada musim hujan, mengeringkan dasar sungai pada musim kemarau, meningkat-
kan erosi tanah yang menyebabkan sedimentasi pada jalan-jalan air, juga meningkatkan resiko longsor.
Kekurangan air yang selanjutnya juga mempengaruhi suplai irigasi pada wilayah-wilayah pertanian,
perikanan dan pemeliharaan bendungan, memicu penurunan ketahanan pangan dan peningkatan
kerentanan melalui penurunan produktifitas ekonomi. Dampak ini diperparah dengan kecenderungan
perubahan curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Sebagian besar hutan yang terdegradasi berkaitan dengan penebangan kayu dan hasil hutan, terutama
kayu lapis yang dilakukan secara resmi (atau pun tidak resmi). Pembukaan perkebunan kelapa sawit dan
karet yang terjadi secara terus menerus merupakan ancaman serius untuk hutan lindung. Kerusakan
hutan ini menyebabkan terlepasnya karbon dalam jumlah besar, meningkatkan risiko pemanasan global,
bencana alam, dan menghancurkan habitat alami bagi berbagai spesies. Dari tahun 1990 sampai 2005,
56 persen dari peningkatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia berasal dari penebangan hutan yang
kaya keanekaragaman hayati.

Pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk mengurangi deforestasi untuk mengurangi jumlah
kejadian kerusakan dan meningkatkan perlindungan hutan Indonesia. Pada bulan Oktober 2009,
Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca (GRK) di Indonesia sebesar 26 persen melalui program-program aksi dalam negeri
dan 41 persen melalui dukungan internasional sampai tahun 2020. Dimana sebagian besar aksi akan
dilaksanakan di sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Second National
Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change (2010)
melaporkan 80 persen dari total emisi GRK Indonesia disebabkan oleh penggunaan lahan, perubahan
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penggunaan lahan dan kehutanan termasuk kebakaran hutan. Indonesia juga memiliki beberapa perjanji-
an bilateral dan sepihak yang ditandatangani untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan seperti Nota
Kesepakatan (Letter of Intent - Lol) dengan pemerintah Norwegia yang ditandatangani pada tanggal
26 Mei 2010.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan
moratorium selama 2 tahun sejak tahun 2011 hingga 2013 bagi pemberian ijin baru untuk peneban-
gan dan konversi hutan primer dan lahan gambut. Moratorium ini akan memberikan kesempatan bagi
Indonesia untuk mencari cara bagaimana mengekspoitasi sumber daya alam secara berkelanjutan
dan telah diperpanjang selama dua tahun hingga tahun 2015. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gas
Rumah Kaca (RAN GRK) dan pengumuman moratorium telah menunjukkan memperlambat laju
deforestasi. Pada periode tahun 2009-2011, laju deforestasi secara signifikan telah berkurang menjadi
450,640 ha/tahun dibandingkan dengan laju deforestasi sebesar 1,17 juta ha/tahun pada tahun 2003-
2006 dan 2,28 juta ha/tahun pada tahun 1997-2000.

Peta 6.6 sampai 6.8 menggambarkan deforestasi hutan di Indonesia. Peta utama pada Peta 6.6,
menunjukkan rata-rata laju deforestasi tahunan pada tahun 2000-2013. Sedangkan peta dengan ukuran
lebih kecil menunjukkan deforestasi pada empat periode tiap tiga tahunan. Data deforestasi ini berasal
dari analisis citra satelit Landsat dengan resolusi spasial 30 m pada tahun 2000-2013 yang dilakukan oleh
Universitas Maryland (Hansen, et al., 2013). Peta-peta ini menunjukkan konsentrasi kehilangan hutan,
yang didefinisikan sebagai perubahan dari status hutan menjadi non-hutan. Kehilangan hutan baik
secara geografis maupun intensitas kehilangan menunjukan kecenderungan yang mengkhawatirkan.

Peta 6.7 menunjukkan deforestasi berdasarkan analisa laju kehilangan hutan sejak tahun 2000
sampai 2013. Wilayah-wilayah berwarna merah menunjukkan wilayah dengan laju deforestasi sebesar
2,5 persen atau lebih per tahun. Peta 6.8 yang menggambarkan rata-rata kehilangan hutan dalam
luasan hektar per tahun selama tahun 2000 sampai 2013. Kabupaten-kabupaten dengan warna merah
gelap memiliki tingkat kehilangan hutan lebih dari 20.000 ha/tahun sepanjang periode 13 tahun. Ada
beberapa provinsi yang masih memiliki laju deforestasi yang sangat tinggi seperti Riau,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Jambi. Provinsi-provinsi tersebut merupa-
kan lima provinsi diantara sembilan provinsi yang akan diprioritaskan oleh pemerintah nasional untuk
implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau Reduksi
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) di negara berkembang, bersama-sama dengan provinsi
Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.

6.5 Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim menimbulkan salah satu resiko yang besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
Dampak perubahan iklim dapat berkesinambungan, tidak berkesinambungan atau permanen (Boer
dan Kartikasari, 2014). Dampak yang berkesinambungan terutama berkaitan dengan perubahan hasil
pangan yang disebabkan oleh perubahan curah hujan (pola, panjang dan terjadinya musim), evaporasi,
surface water run off, intrusi air laut, peningkatan konsentrasi CO, di atmosfir dan tingkat kelembaban
tanah. Dampak yang tidak berkesinambungan adalah yang disebabkan oleh peningkatan kejadian iklim
ekstrim, yang dapat menyebabkan gagal panen. Dampak permanen adalah kondisi yang tidak dapat
diperbaharui seperti kehilangan tanah subur di daerah pantai karena naiknya permukaan air laut. Semua
perubahan tersebut memiliki dampak pada produksi dan produktifitas pertanian, yang pada akhirnya
akan berdampak juga pada ketahanan pangan dan gizi.

Kecenderungan peningkatan suhu rata-rata telah diamati di Indonesia. Pada periode tahun 1965- 2009,
tingkat kenaikan suhu rata-rata sekitar 0,016 °C/tahun. Peta Jalan Sektoral Perubahan Iklim Indonesia
Tahun 2009 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2009) menyebutkan bahwa
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kenaikan suhu yang tinggi akan menurunkan hasil produksi padi sebesar 20,3 - 27,1 persen, jagung
sebesar 13,6 persen, kedelai sebesar 12,4 persen dan tebu sebesar 7,6 persen. Proses penyerbukan dan
bulir akan mengalami kendala apabila sering terkena suhu pada ambang batas tinggi. Suhu yang tinggi
juga meningkatkan tingkat respirasi tanaman dan mengurangi daya tangkap karbon.

Dampak berkesinambungan penting yang kedua adalah perubahan awal musim yang menyebabkan
perubahan intensitas curah hujan, dimulainya dan panjangnya musim. Naylor et al., (2007)
memproyeksikan peningkatan probabilitas keterlambatan siklus hujan di Jawa dan Bali, yang merupa-
kan sentra produksi padi utama di Indonesia. Kajian ini mengindikasikan peningkatan probabilitas
keterlambatan awal musim pada tahun 2050 sebanyak 30 hari yang berpotensi menurunkan 14 persen
produksi padi di Indonesia.

Perubahan suhu dan curah hujan juga meningkatkan serangan hama dan penyakit pada tanaman.
Kementerian Ekonomi (2007) melaporkan peningkatan populasi hama wereng padi yang signifikan
ketika curah hujan meningkat pada musim pancaroba. Peningkatan serangan hama dan penyakit jenis
baru mungkin juga terjadi pada saat perubahan iklim. Pengamatan lapangan oleh Nastari Bogor dan
Klinik Tanaman IPB (2007) dan Wiyono (2007) telah mengidentifikasi resiko ini.

Sementara sebagian besar literatur sepakat terhadap dampak berkesinambungan dari perubah-
an iklim, akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat tentang dampak perubahan iklim yang tidak
berkesinambungan terhadap terjadinya kejadian ekstrim. Beberapa kajian seperti Knutson et al., (2010)
memprediksi peningkatan intensitas rata-rata siklon tropis secara global sebesar 2 - 11 persen pada
tahun 2100. Tetapi di sisi lain, model mengindikasikan penurunan frekuensi siklon secara substansial
sekitar 6 - 30 persen, yang berarti bahwa dampak peningkatan kejadian ekstrim tidak harus meningkatkan
intensitas siklon. Meskipun kajian-kajian kuantitatif terbatas, sebuah kajian regional yang dilakukan
oleh negara-negara ASEAN juga melaporkan terjadinya kecenderungan peningkatan bencana terkait
iklim seperti banjir dan kekeringan sebagai akibat dari perubahan iklim pada dekade terakhir (ADB,
2010).

Kajian tentang dampak peningkatan permukaan air laut (Sea Level Rise/SLR) seperti genangan dan
kehilangan areal pertanian masih sangat terbatas. Berbagai kajian menggunakan asumsi peningkatan
permukaan air laut sebesar 100 cm untuk memproyeksikan dampak potensial (Jevrejeva, Moore and
Grinsted. 2010; Rahmstorf 2007, Foster et al., 2011). Foster et al. (2011) memprediksi potensi kehilangan
lahan pertanian sebesar 120,446 ha di Indonesia ketika permukaan air laut meningkat sekitar 100 cm.
Angka ini setara dengan 885.430 ton produksi padi.

Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan dan gizi, Pemerintah
Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API).
RAN API bertujuan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan tentang adaptasi
perubahan iklim di Indonesia dalam strategi komperhensif dan terintegrasi dengan satu tujuan umum
yaitu mencapai pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Hal ini bertujuan
untuk memperkuat upaya mitigasi yang dirumuskan dalam RAN-GRK. RAN API ini terbagi dalam
5 sektor yaitu (i) membangun ketahanan ekonomi; (ii) membangun tatanan kehidupan (sosial) yang
tangguh terhadap dampak perubahan iklim (ketahanan sistem kehidupan); (iii) menjaga  keberlan-
jutan layanan jasa lingkungan ekosistem (ketahanan ekosistem); dan (iv) penguatan ketahanan wilayah
khusus di perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mendukung penguatan-penguatan di
berbagai bidang tersebut, dibutuhkan sistem pendukung penguatan ketahanan nasional menuju sistem
pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.
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Dalam ketahanan ekonomi, rencana aksi terdiri dari sebuah sub sektor khusus ketahanan pangan. Target
ketahanan pangan dari RAN API adalah:

1.

Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan dan perikanan akibat kejadian iklim ekstrim dan
perubahan iklim.

Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan dan perikanan darat pada
daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission).

Pengembangan sistem ketahanan pangan petani, nelayan dan masyarakat (mikro) dengan pola
pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, dan terwujudnya diversifikasi pangan hingga
tingkat optimum.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka RAN API mendefinisikan tujuh aksi spesifik:

1.

2
3
4
5.
6
7

Penyesuaian sistem produksi pangan.

. Perluasan areal Pertanian dan budidaya perikanan.
. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana Pertanian yang Climate Proof .

. Percepatan diversifikasi pangan.

Pengembangan teknologi inovatif dan adaptif.

. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi (iklim dan teknologi).

. Program pendukung.

RAN API mencakup rencana aksi untuk prioritas sektor pada jangka pendek, dan juga pengarusutamaan
ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -20109.

6.6

Strategi untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Daerah yang saat ini tahan pangan mungkin tidak selamanya berada dalam kondisi tahan pangan
apabila tidak ada strategi dan upaya yang dilakukan oleh petani, sektor swasta dan pengambil
kebijakan secara berkelanjutan. Selain itu, dampak bencana dapat berpengaruh terhadap situasi
pangan dan gizi, apabila mekanisme kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana kurang memadai.
Strategi berikut ini perlu direkomendasikan untuk seluruh kabupaten yang rentan dalam mencapai
ketahanan pangan berkelanjutan:

1.

Menurunkan tingkat deforestasi dan mempromosikan reforestasi (penghutanan kembali):
Kabupaten-kabupaten di Pulau Sumatera (Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Bengkulu) dan
seluruh kabupaten di Pulau Kalimantan sebaiknya memulai membuat rencana komprehensif
untuk menurunkan tingkat deforestasi dan regenerasi hutan yang telah terdegradasi sekarang
ini. Daerah pesisir perlu memperhatikan regenerasi hutan bakau (mangrove). Upaya yang sama
juga perlu dilakukan oleh provinsi di Pulau Jawa, NTB, NTT dan Pulau Sulawesi. Dampak dari
perubahan iklim bagi Indonesia adalah rendahnya curah hujan akan tetapi kadang-kadang
dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Kabupaten dengan tutupan vegetasi yang sangat
sedikit akan memiliki potensi yang tinggi terhadap banjir bandang dan tanah longsor.

Pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS): Seluruh kabupaten, terutama di Jawa, NTB dan
NTT, diharapkan memiliki rencana pembangunan DAS yang terintegrasi untuk meningkatkan
kualitas tanah dan manajemen perairan. Pada satu sisi, hal ini akan meningkatkan produktivitas

! Climate Proof ialah pembangunan atau pengembangan sistem yang sudah memperhitungkan perubahan iklim sehingga sistem dapat berfung-

si sesuai dengan yang diharapkan pada kondisi iklim yang akan berubah.
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tanah dengan naiknya hasil panen sedangkan di sisi yang lain, penggunaan teknik lokal yang
tepat akan menciptakan pertanian yang berkelanjutan bagi penghidupan masyarakat.

. Kesiapsiagaan bencana dan rencana kontijensi: Kabupaten-kabupaten yang sering mengalami

kejadian bencana harus menyusun rencana kontijensi tingkat masyarakat dan membentuk
kelembagaan dan struktur badan penanggulangan bencana untuk pengurangan resiko bencana
dan meningkatkan kemandirian.

. Sistem kesiapsiagaan dini dan kewaspadaan: Sistem kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang

inovatif untuk pangan dan gizi perlu dibentuk di seluruh kabupaten yang rawan bencana untuk
mengidentifikasi resiko dan dapat secara cepat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk
mitigasi dampak bencana yang terjadi di masa mendatang.

. Membentuk lembaga penginderaan jauh tingkat provinsi: Pemerintah Indonesia perlu mem-

pertimbangkan secara seksama pembentukan lembaga penginderaan jauh untuk melakukan
analisis yang luas secara terpisah dan meningkatkan desiminasi data citra satelit seperti
penggunaan lahan, kebakaran hutan, banjir, tutupan vegetasi, air tanah dan parameter kunci
lainnya untuk manajemen sumberdaya alam secara ilmiah pada tingkat lokal.

. Mengintegrasi masalah perubahan iklim ke semua kebijakan dan program: Pemerintah pada

semua tingkatan, lembaga PBB dan LSM lainnya harus menjamin bahwa semua kebijakan dan
program yang dibangun mereka untuk Indonesia harus menitikberatkan kepada tantangan
perubahan iklim. Lembaga-lembaga tersebut juga harus menjamin bahwa kebijakan dan
program mengenai perubahan iklim harus pro-rakyat miskin.
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BAB 7

ANALISIS KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN
KOMPOSIT

7.1 Ketahanan Pangan di Indonesia

Banyak faktor dapat mempengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. Faktor-
faktor tersebut dikelompokkan menurut keterkaitannya dengan tiga dimensi ketahanan pangan,
yaitu ketersediaan pangan, akses pangan serta pemanfaatan zat-zat gizi dalam pangan. Berdasarkan
literatur yang ada, peta ini menetapkan sembilan indikator yang mencakup setiap tiga dimensi ketahanan
pangan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang ada. Definisi, perhitungan dan sumber data
setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 1.1. Hubungan antar indikator dan ketahanan pangan dijelaskan
secara rinci pada Bab 2 sampai 5.

Sesuai dengan kesepakatan Tim Penyusun FSVA, metodologi untuk menyusun peringkat dan
mengelompokkan kabupaten ke dalam prioritas-prioritas dimutakhirkan pada atlas 2015 ini
dengan memasukkan Analisis Gerombol (Cluster Analysis) dan Analisis Diskriminan (Discriminant
Analysis) sebagai tambahan pada metode Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/
PCA) yang digunakan pada atlas — atlas sebelumnya. Analisis Komponen Utama digunakan untuk
mengetahui bobot masing-masing indikator individu di dalam analisis komposit sedangkan analisis
gerombol dan diskriminan digunakan untuk mengelompokkan masing-masing kabupaten kedalam
salah satu dari 6 kelompok prioritas. Kombinasi ketiga metodologi tersebut meningkatkan obyektifitas
dan kepercayaan hasil analisis ini.
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Kabupaten-kabupaten diklasifikasikan dalam beberapa kelompok ketahanan pangan dan gizi
berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Pengelom-
pokkan kabupaten dilakukan dengan tujuan memaksimalkan homogenitas di dalam satu kelompok dan
memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Karena kadang - kadang terjadi dampak pembangunan
manusia yang bertolak belakang dan bertentangan, maka kabupaten tidak selalu berkembang pada
tingkat yang sama pada seluruh indikator: kabupaten mungkin mengalami pencapaian yang baik pada
beberapa indikator, akan tetapi tertinggal pada indikator lainnya. Oleh karena itu, jika kabupaten di-
analisis secara bersamaan, maka kabupaten pada kelompok prioritas tinggi mungkin saja mengalami
pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten pada kelompok prioritas yang lebih rendah
pada beberapa indikator tertentu, dan juga sebaliknya. Walaupun berlawanan, hal ini merupakan hasil
yang tidak dapat dihindarkan pada proses mengkombinasikan indikator dalam indeks komposit.

Kabupaten yang masuk dalam Prioritas 1 adalah kabupaten-kabupaten yang cenderung memiliki
tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten dengan prioritas diatasnya. Dengan demikian,
Prioritas 6 adalah kabupaten-kabupaten yang cenderung lebih tahan pangan. Kabupaten-
kabupaten di Prioritas 1 dan 2 cenderung sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Kabupaten-
kabupaten Prioritas 3 dan 4 termasuk kategori kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat
sedang dimana secara nyata lebih baik dibandingkan Prioritas 1 dan 2. Kabupaten-kabupaten Prioritas
3 dan 4 memiliki tingkat keparahan kerawanan pangan dan gizi yang relatif sama akan tetapi berbeda
dalam hal faktor penyebabnya. Sedangkan kelompok Prioritas 5 dan 6 merupakan kabupaten-kabupaten
yang paling tahan pangan. Kabupaten dipetakan dalam warna merah untuk kelompok prioritas 1 dan 2,
warna kuning untuk Prioritas 3 dan 4, dan warna hijau untuk Prioritas 5 dan 6 (Peta 7.1). Penting untuk
diingat, bahwa tidak semua rumah tangga di kabupaten-kabupaten prioritas tinggi (Prioritas 1 - 2)
tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di kabupaten-kabupaten prioritas
rendah (Prioritas 5 - 6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk
mengidentifikasi dimanakah kabupaten yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi.

Gambar 7.1: Jumlah kabupaten rentan di Prioritas 1 per provinsi

Sumber: FSVA 2015

Berdasarkan analisis komposit ketahanan pangan, 398 kabupaten dikelompokkan kedalam enam
kelompok prioritas sebagai berikut: 14 kabupaten pada Prioritas 1 (4 persen), 44 kabupaten pada
Prioritas 2 (11 persen), 52 kabupaten pada Prioritas 3 (13 persen), 84 kabupaten pada Prioritas 4
(21 persen), 85 kabupaten pada Prioritas 5 (21 persen) dan 119 kabupaten pada Prioritas 6
(30 persen). Total kabupaten Prioritas 1-2 (paling rentan terhadap kerawanan pangan) berjumlah
58 kabupaten, sedangkan kabupaten prioritas 3-4 (kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat
sedang) berjumlah 136 kabupaten. Seluruh 14 kabupaten prioritas 1 berada di provinsi Papua. Perlu
diketahui bahwa provinsi Papua memiliki 28 kabupaten secara keseluruhan (Gambar 7.1). Selanjutnya
kabupaten pada Prioritas 2 tersebar di Provinsi Papua (dua belas kabupaten), Papua Barat (sembilan), Nusa
Tenggara Timur (sembilan), Maluku (tujuh), Sumatera Utara (empat) dan 1 kabupaten masing-
masing di Sumatera Barat, Riau dan Maluku Utara (Gambar 7.2). Kabupaten pada Prioritas 3 tersebar di
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provinsi Jawa Timur (sembilan), Nusa Tenggara Barat (delapan), Sulawesi Tengah (enam), Kalimantan
Selatan (lima), Nusa Tenggara Timur (tiga), Kalimantan Barat (tiga), Banten (tiga), Aceh (dua), Sumatera
Barat (dua), Jawa Barat (dua), Sulawesi Tenggara (dua), Sulawesi Barat (dua) dan 1 kabupaten masing-
masing di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Maluku.
(Gambar 7.3). Sedangkan kabupaten Prioritas 4, sebagian besar terdapat di Kalimantan Tengah (sebelas
kabupaten), Bengkulu (sembilan), Sumatera Selatan (delapan), Lampung (delapan), Kalimantan Barat
(enam), Jambi (enam) dan Jawa Barat (lima) (Gambar 7.4).

Gambar 7.2: Jumlah kabupaten rentan di Prioritas 2 per provinsi

Sumatera Utara _ 4
Sumatera Barat - 1
Riau - 1
Nusa Tenggara Timur _ 9
wauks .
Maluku Utara - 1
papua Boret [ o
Pepve N 12

Sumber: FSVA 2015

Gambar 7.3: Jumlah kabupaten rentan di Prioritas 3 per provinsi

Aceh 2
Sumatera Utara 1
Sumatera Barat 2
Sumatera Selatan 1
Jawa Barat 2
Jawa Timur 9
Banten 3
Nusa Tenggara Barat 8
Nusa Tenggara Timur 3
Kalimantan Barat 3
Kalimantan Selatan 5
Sulawesi Tengah 6
Sulawesi Selatan 1
Sulawesi Tenggara 2
Sulawesi Barat 2
Maluku 1

Maluku Utara 1

Sumber: FSVA 2015
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Gambar 7.4: Jumlah kabupaten rentan di Prioritas 4 per provinsi

Aceh 3
Sumatera Utara 3
Sumatera Barat 2
Riau 1
Jambi [
Sumatera Selatan 8
Bengkulu 9
Lampung 8
Jawa Barat 5
Jawa Timur 1
Banten 1
Nusa Tenggara Timur 1
Kalimantan Barat 6
Kalimantan Tengah 1
Kalimantan Selatan 3
Sulawesi Tengah 3
Gorontalo 4
Sulawesi Barat 2
Maluku 1
Maluku Utara 4

Papua 2

Sumber: FSVA 2015

Namun demikian, dari 398 kabupaten, terdapat 307 kabupaten tanpa pemekaran sama seperti FSVA
sebelumnya, 41 kabupaten yang mengalami pemekaran dan 50 kabupaten baru hasil pemekaran.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, terlihat bahwa kabupaten hasil pemekaran (50 kabupaten) sebagian
besar terdapat dalam kelompok yang sangat rentan terhadap rawan pangan (Prioritas 1-2), yaitu
sebanyak 20 kabupaten (40 persen), sedangkan 13 kabupaten (26 persen) berada dalam status sedang
(prioritas 3-4) dan hanya 17 kabupaten (34 persen) berada dalam status tahan pangan (prioritas 5-6).

Tabel 7.1: Klasifikasi prioritas kabupaten tanpa pemekaran, kabupaten induk dan kabupaten
hasil pemekaran

Prioritas Kabupaten tanpa Kabupaten lama Kabupaten hasil
pemekaran (Induk) pemekaran
1 2 3 9 14
2 24 9 1 44
3 46 3 3 52
4 64 10 10 84
5 61 1 13 85
6 110 5) 4 119
Total 307 41 50 398

Sumber: FSVA 2015
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Sedangkan dari 41 kabupaten yang mengalami pemekaran sejak FSVA 2009, 12 kabupaten (29 persen)

diantaranya adalah kabupaten Prioritas 1-2, 13 kabupaten (32 persen) di Prioritas 3-4 dan sebanyak 16
kabupaten pada Prioritas 5-6 (39 persen). Secara umum, dari 398 kabupaten di FSVA 2015, sebanyak
sembilan dari 14 kabupaten di Prioritas 1 merupakan kabupaten baru hasil pemekaran, kabupaten ini
baru di bentuk setalah FSVA 2009 (Tabel 7.1). Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten hasil pemekaran

memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten induknya.

Tabel 7.2: Sebaran kelompok prioritas antar provinsi (persen)

Provinsi

Aceh

Prioritas 1

0%

Prioritas 2

0%

Prioritas 3

4%

4%

Prioritas 4

Prioritas 5

12%

Prioritas 6

3%

Sumatera Utara

0%

9%

2%

4%

15%

3%

Sumatera Barat

0%

2%

4%

2%

5%

3%

Riau

0%

2%

0%

1%

2%

5%

Jambi

0%

0%

0%

7%

4%

0%

Sumatera Selatan

0%

0%

2%

10%

2%

0%

Bengkulu

0%

0%

0%

11%

0%

0%

Lampung

0%

0%

0%

10%

4%

1%

Kepulauan Bangka Belitung

0%

0%

0%

0%

0%

5%

Kepulauan Riau

0%

0%

0%

0%

0%

4%

Jawa Barat

0%

0%

4%

6%

7%

3%

Jawa Tengah

0%

0%

0%

0%

8%

D.l Yogyakarta

0%

0%

0%

0%

0%

3%

Jawa Timur

0%

0%

17%

1%

1%

Banten

0%

0%

6%

1%

0%

0%

Bali

0%

0%

0%

0%

0%

7%

Nusa Tenggara Barat

0%

0%

15%

0%

0%

0%

Nusa Tenggara Timur

0%

6%

1%

7%

1%

Kalimantan Barat

0%

0%

6%

7%

1%

2%

Kalimantan Tengah

0%

0%

0%

13%

1%

1%

Kalimantan Selatan

0%

0%

10%

4%

2%

1%

Kalimantan Timur

0%

0%

0%

0%

0%

8%

Sulawesi Utara

0%

0%

0%

0%

7%

4%

Sulawesi Tengah

0%

0%

12%

4%

0%

1%

Sulawesi Selatan

0%

0%

2%

0%

11%

9%

Sulawesi Tenggara

0%

0%

4%

0%

6%

3%

Gorontalo

0%

0%

0%

5%

1%

0%

Sulawesi Barat

0%

0%

4%

2%

1%

0%

Maluku

0%

2%

1%

0%

0%

Maluku Utara

0%

2%

2%

5%

1%

0%

Papua Barat

Papua

Total

0%

100%

0%

0%

1%

0%

0%

2%

0%

0%

100%

100% 100%

100%

100%

Sumber: FSVA 2015
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Data yang sama dipresentasikan pada tabel 7.2 dan 7.3 di bawah ini. Tabel 7.2 menunjukkan sebaran
provinsi ditiap kelompok prioritas sedangkan tabel 7.3 menunjukan sebaran kelompok prioritas di tiap
provinsi. Kedua tabel ini menyoroti konsentrasi kabupaten prioritas 1-2 di provinsi Papua, Papua Barat,
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau.

Tabel 7.3: Sebaran kelompok prioritas di dalam tiap provinsi (persen)

Provinsi Prioritas 1 Prioritas2  Prioritas3  Prioritas4  Prioritas5  Prioritas 6 Total
Aceh 0% 0% 11% 17% 56% 17% 100%
Sumatera Utara 0% 16% 4% 12% 52% 16% 100%
Sumatera Barat 0% 8% 17% 17% 33% 25% 100%
Riau 0% 10% 0% 10% 20% -I
Jambi 0% 0% 0% 67% 33% 0% 100%
Sumatera Selatan 0% 0% 9% 73% 18% 0% 100%
Bengkulu 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%
Lampung 0% 0% 0% 67% 25% 8% 100%
Kepulauan Bangka Belitung 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Kepulauan Riau 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Jawa Barat 0% 0% 12% 29% 35% 24% 100%
Jawa Tengah 0% 0% 0% 0% 24% 100%
D.l Yogyakarta 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Jawa Timur 0% 0% 31% 3% 3% 100%
Banten 0% 0% 75% 25% 0% 0% 100%
Nusa Tenggara Barat 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Nusa Tenggara Timur 0% - 15% 5% 30% 5% 100%
Kalimantan Barat 0% 0% 25% 50% 8% 17% 100%
Kalimantan Tengah 0% 0% 0% 85% 8% 8% 100%
Kalimantan Selatan 0% 0% 45% 27% 18% 9% 100%
Kalimantan Timur 0% 0% 0% 0% 0% -I
Sulawesi Utara 0% 0% 0% 0% 55% 45% 100%
Sulawesi Tengah 0% 0% 60% 30% 0% 10% 100%
Sulawesi Selatan 0% 0% 5% 0% 43% 52% 100%
Sulawesi Tenggara 0% 0% 20% 0% 50% 30% 100%
Gorontalo 0% 0% 0% 80% 20% 0% 100%
Sulawesi Barat 0% 0% 40% 40% 20% 0% 100%
Maluku 0% - 11% 11% 0% 0% 100%
Maluku Utara 0% 14% 14% 57% 14% 0% 100%
Papua Barat 0% 0% 0% 10% 0% 100%
Papua 0% 7% 0% 0% 100%
Total 4% 11% 13% 21% 21% 30% 100%

Sumber: FSVA 2015
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Karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di tiap daerah berbeda-beda, maka
pendekatan-pendekatan khusus untuk mengurangi kerentanan juga akan berbeda-beda pada setiap
kabupaten. Dengan menentukan karakteristik utama dari kerentanan terhadap kerawanan pangan di
tingkat kabupaten, maka peta ini dapat memberikan petunjuk yang lebih baik kepada para pengambil
kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan penentuan program ketahanan pangan.

Diseluruh kabupaten, karakteristik utama yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap kerawa-
nan pangan adalah: i) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik, ii) tingginya jumlah desa yang
tidak memiliki akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), iii) tingginya jumlah desa yang
tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km, iv) tingginya angka perempuan buta huruf,
v) tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan; dan 6) tingginya rasio konsumsi
terhadap produksi.

Kabupaten-kabupaten di Prioritas 1 memiliki
pencapaian yang rendah hampir pada semua

indikator. Secara rata-rata, kabupaten-kabupaten

Rasio konsumsi terhadap produksi 35,4 L. . . .
dalam kelompok ini memiliki rasio konsumsi terha-
Angka Kemiskinan 39,5% . . . .
dap produksi pangan sangat tinggi, dengan kata lain
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air 72,4% . . .
kebutuhan akan pangan jauh melebihi produksi yang
Terbatasnya akses ke listrik 87,1% . . .
dihasilkan. Olehkarenaitu,kabupaten-kabupatenterse-
Terbatasnya akses ke air bersih 60,4%
but sangat tergantung pada pasar untuk mendapatkan
Angka harapan hidup 66,9 . .
sebagianbesarkebutuhan pangan pokok. Memilikirata-
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan 40,0% L. . .
rata angka kemiskinan yang tinggi (40 persen) dan
Angka Perempuan buta huruf 70,7% . . .
lebih dari 60 persen penduduknya memiliki akses yang
Stunting pada Balita 44,2%

terbatas terhadap infrastruktur dasar (jalan, listrik dan
air bersih). Akses yang terbatas terhadap infrastruk-

tur penting lainnya (kesehatan dan pendidikan) merupakan hal yang umum terdapat dalam kelompok
prioritas ini, yang tercermin pada indikator dampak kesehatan dan pendidikan, yaitu sebanyak
40 persen rumah tangga memiliki akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan, angka perempuan buta
huruf sebesar 71 persen dan stunting pada balita sebesar 44 persen serta angka harapan hidup lebih
rendah dari rata-rata nasional, yaitu pada 66,9 tahun. Karakteristik utama kerentanan terhadap
kerawanan pangan pada Prioritas 1 berturut-turut adalah: i) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki
akses penghubung yang memadai (jalan darat dan air), ii) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses
listrik, iii) tingginya angka perempuan buta huruf, iv) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses
ke fasilitas kesehatan dalam jarak 5 km dan v) tingginya angka stunting pada balita.

Secara rata-rata, kabupaten-kabupaten di Prioritas 2
memiliki pencapaian yang relatif lebih baik dibanding

kabupaten di Prioritas 1, meskipun masih berada da-

Rasio konsumsi terhadap produksi 41
lam kelompok yang sangat rentan terhadap kerawanan
Angka Kemiskinan 27,6% o .
pangan dan gizi.
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air 25,8%
Terbatasnya akses ke listrik 38,3% Walaupun produksi pangan pokoknya masih belum
Terbatasnya akses ke air bersih 45,3% dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya,
Angka harapan hidup 67.4 kabupaten-kabupaten di Prioritas 2 memiliki
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan 16,8% pencapaian yang lebih baik dari pada Prioritas 1
Angka Perempuan buta huruf 13,8% untuk indikator ini yang menunjukkan bahwa lebih
Stunting pada Balita 46,5% banyak pangan tersedia secaralokal. Angka kemiskinan

sedikit lebih rendah dibandingkan Prioritas 1 (sekitar
28 persen), dan akses ke infrastruktur dasar juga lebih baik. Angka perempuan buta huruf lebih rendah
dari Prioritas 1(14 persen) dan angka harapan hidup lebih tinggi, yaitu 67,4 tahun. Pengecualian pencapa-
ian kabupaten-kabupaten Prioritas 1 dan Prioritas 2 terdapat pada indikator prevalensi stunting pada
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balita, dimana secara rata-rata, persentase stunting pada balita Prioritas 1 mencapai 44 persen sedangkan
pada Prioritas 2 sebesar 47 persen. Karakteristik utama kerentanan terhadap kerawanan pangan pada
Prioritas 2 secara berturut-turut sebagai berikut: i) tingginya angka stunting pada balita, ii) tingginya
jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum, iii) rendahnya angka harapan hidup, iv)
tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses listrik; dan v) tingginya angka perempuan buta huruf.

Kabupaten-kabupaten di Prioritas 3 merupakan
“ kabupaten-kabupaten yang memiliki kerentanan
terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang

Rasio konsumsi tethadap produksi 06 dengan karakteristik sebagai berikut: surplus produk-
Angka Kemiskinan Lo si serealia dibandingkan kebutuhan konsumsinya,
Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air 5,7% angka kemiskinan pada tingkat sedang, meningkat—
Terbatasnya akses ke listrik S nya akses jalan, akses listrik dan fasilitas kesehatan
Terbatasnya akses ke air bersih 29.3% dibandingkan dengan kabupaten pada Prioritas 1 dan
Angla harapan hidup e 2. Namun, rata-rata stunting pada balita relatif masih
Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan 1% tinggi yaitu mencapai 45 persen. Karakteristik utama
Angka Perempuan buta huruf L kerentanan terhadap kerawanan pangan pada Priori-
Stunting pada Balita 45,1%

tas 3 berturut-turut adalah: i) tingginya jumlah desa
yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai
(jalan darat dan air), ii) tingginya jumlah rumah tang-
ga tanpa akses listrik, iii) tingginya jumlah desa yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dalam
jarak 5 km, iv) tingginya jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dan layak minum dan v) tingginya
rasio konsumsi terhadap produksi.

Kabupaten-kabupaten di Prioritas 4 memiliki karak-
teristik yang mirip dengan Prioritas 3 dalam hal ting- Prioritas 4
kat keparahan terhadap ketahanan pangan dan gizi,

akan tetapi memiliki faktor penyebab yang agak berbe- Rasio konsumsi terhadap produis! 0
da. Faktor penyebab utama yang membedakan Priori- oLl 1T
tas 4 dengan Prioritas 3 adalah rendahnya angka balita Terbatasnya akses ke Jalanfiransportasi air e
stunting, yaitu 40 persen di Prioritas 4 dan 45 persen eipatesakeeeleli 10.5%
di Prioritas 3; rendahnya angka kemiskinan, yaitu 12 Terbatasnya akses e air bersin 48.5%
persen di Prioritas 4 dibandingkan 15 persen di Pri- =00l penlv 08.3
oritas 3; dan ren dahnya angka perempuan buta huruf, Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan 2,8%
yaitu 6 persen di Prioritas 4 dibandingkan 12 persen di A AT 0.0%

Stunting pada Balita 39,5%

Prioritas 3. Terdapat akses infrastruktur dasar (jalan,
listrik dan air bersih) dimana pencapaian kabupat-
en-kabupaten di Prioritas 4 lebih buruk dibandingkan
Prioritas 3.

o _ Kelompok Prioritas 5 dan 6 merupakan ka-
Prioritas 5 Prioritas 6
bupaten-kabupaten paling tahan pangan

Rasio konsumsi terhadap produksi 07 1.9 dan gizi. Pencapaian pada semua indikator

Angka Kemiskinan ~ 14,0% 10.7% lebih tinggi daripada angka rata-rata nasi-

Terbatasnya akses ke jalan/transportasi air 4,7% 3,7% onal - memiliki akses ke infrastruktur dan
Terbatasnya akses ke listrik 6.7% 3.2% layanan dasar yang baik, angka kemiskinan

Terbatasnya akses ke air bersih 31,6% 24,3% rendah, angka harapan hidup yang til’lggi

Angka harapan hidup 69,5 70,7 dan rendahnya angka perempuan buta huruf

Terbatasnya akses ke fasilitas kesehatan 1,6% 1,1% - dengan pengecualian Pada Stunting balita
Angka Perempuan buta huruf 6.9% 10.1% di Prioritas 5 (yaitu sebesar 48 persen) yang

Stunting pada Balita ~ 47,6% 33.5% lebih tinggi dari rata-rata nasional (37 persen)
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dan rasio produksi pangan pokok dibandingkan kebutuhan konsumsi Prioritas 6 lebih tinggi (defisit)
dibandingkan rasio rata-rata di Prioritas 3, 4 dan 5.

Definisi ketahanan pangan mengalami perubahan paradigma yang signifikan pada tahun 2012,
dengan ditetapkannya Undang Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan UU No.
7 tahun 1996 tentang Pangan. Dalam UU Pangan yang baru, ketahanan pangan didefinsikan sebagai
“kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedi-
anya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjang-
kau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup
sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan®. Selanjutnya terdapat penekanan bahwa penyelengga-
raan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: i) kedaulatan; ii) kemandirian; iii) ketahanan; iv) kea-
manan; v) manfaat; vi) pemerataan; vii) berkelanjutan; dan viii) keadilan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerawanan pangan
harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan
dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

7.2 Perubahan Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan Kronis, 2009-2015

Untuk menentukan perubahan dalam ketahanan pangan dan gizi antara tahun 2009 dan 2015,
ketiga metode analisis (Principal Component Analysis - PCA, Cluster Analysis dan Discriminant Analysis)
digunakan dengan menyatukan (pooled) data 2009 dan 2015.

Pada peta FSVA 2015 ini juga dijelaskan perubahan status prioritas kabupaten antara FSVA 2015 dan
2009 (Peta 7.2). Perubahan prioritas tersebut dibagi menjadi lima kategori, dimana:

1. Warna hijau tua menunjukkan peningkatan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya
dari prioritas 3 menjadi 5.

2. Warna hijau muda menujukkan peningkatan prioritas sebanyak satu tingkat, misalnya dari
prioritas 3 menjadi 4.

3. Warna kuning menunjukkan tidak adanya perubahan prioritas misalnya dari prioritas 3 tetap di
prioritas 3.

4. Warna merah muda menunjukkan penurunan sebanyak satu tingkat, misalnya dari prioritas 3
menjadi 2.

5. Warna merah tua menunjukkan penurunan prioritas sebanyak dua tingkat atau lebih, misalnya
dari prioritas 3 menjadi 1.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat 135 kabupaten (34 persen) telah berhasil meningkatkan status
prioritasnya sebanyak dua tingkat atau lebih dan terdapat 40 kabupaten (10 persen) kabupaten yang
menunjukkan perbaikan satu tingkat yang sebagian besar tersebar di Provinsi Banten, Papua Barat,
Maluku, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Sementara 191 kabupaten (48 persen) tidak
mengalami perubahan pada status prioritasnya, sedangkan 30 kabupaten (8 persen) mengalami
penurunan status sebanyak satu tingkat dan 2 kabupaten (7 persen) mengalami penurunan dua tingkat
atau lebih yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dan Papua.

Secara keseluruhan, 48 persen kabupaten berada pada situasi yang sama pada tahun 2009 dan 2015,
sementara 44 persen mengalami peningkatan sebanyak satu tingkat atau lebih. Sehingga secara umum
dapat dikatakan bahwa situasi meningkat dibandingkan 2009. Akan tetapi, dari 48 persen kabupaten
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tersebut, ada 2 kabupaten (0,5 persen) di prioritas 1, dan 7 kabupaten lainnya (41,8 persen) berada
di prioritas 2. Meskipun terjadi peningkatan secara keseluruhan, terdapat penurunan pada 9 persen
kabupaten dan stagnasi pada hampir setengah dari jumlah kabupaten (48 persen) termasuk beberapa
kabupaten pada prioritas 1-2 yang mengkhawatirkan (Tabel 7.4).

Tabel 7.4: Perubahan tingkat prioritas kabupaten per provinsi, 2009 — 2015 (persen)

Fendrunan Penurunan Tidak ada Peningkatan Peningkatan
Provinsi Prioritas 2 tingkat .. ) .. . Prioritas 2 tingkat
Prioritas 1 tingkat perubahan Prioritas 1 tingkat
atau lebih atau lebih
Aceh 0% 6% 39% 11% 44%
Sumatera Utara 0% 12% 52% 24% 12%
Sumatera Barat 0% 8% 67% 25% 0%
Riau 0% 0% 40% 0% _
Jambi 0% 22% 67% 0% 11%
Sumatera Selatan 0% 9% 27% 0%
Bengkulu 0% 0% 33% 0%
Lampung 0% 17% 33% 8% 42%
Kepulauan Bangka Belitung 0% 0% 50% 33% 17%
Kepulauan Riau _ 0% 0% 20% _
Jawa Barat 0% 12% 59% 12% 18%
Jawa Tengah 0% 3% 90% 0% 7%
D.l Yogyakarta 0% 0% 100% 0% 0%
Jawa Timur 0% 3% 83% 0% 14%
Banten 0% 25% 25% _ 0%
Bali 0% 0% 88% 0% 13%
Nusa Tenggara Barat 0% 0% 100% 0% 0%
Nusa Tenggara Timur 0% 0% 15% 5% _
Kalimantan Barat 0% 17% 25% 8% 50%
Kalimantan Tengah 0% 8% 38% 0% _
Kalimantan Selatan 0% 0% 55% 36% 9%
Kalimantan Timur 0% 0% 20% 20%
Sulawesi Utara 0% 9% 45% 0% 45%
Sulawesi Tengah 0% 0% 20% 0%
Sulawesi Selatan 0% 14% 67% 0% 19%
Sulawesi Tenggara 0% 0% 0% 0%
Gorontalo 0% 0% 0% 0%
Sulawesi Barat 0% 0% 20% 20%
Maluku 0% 0% 22% 44% 33%
Maluku Utara 0% 0% 0%
Papua Barat 0% 0% 50%
Papua 4% 29% 43% 11% 14%
Total 1% 8% 48% 10% 34%

Data tahun 2009 berdasarkan data jumlah kabupaten pada tahun 2009 (348 kabupaten).
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode dan indicator yang sama untuk data tahun 2009 dan 2015.
Sumber: FSVA 2015
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Selama periode 2009-2015, terdapat 41 kabupaten yang mengalami pemekaran menjadi 91 kabupaten dan
307 kabupaten yang tidak mengalami pemekaran, sehingga dari 398 kabupaten, terdapat 50 kabupaten
baru dan 41 kabupaten induk dengan batas-batas baru, dan 307 kabupaten yang tidak berubah. Oleh
karena perubahan ini, perbandingan keadaan FSVA 2015 dengan 2009 akan lebih akurat apabila mem-
perhatikan adanya perubahan status kabupaten tersebut. Dalam peta FSVA 2015 ini, istilah ‘kabupaten
tanpa pemekaran’ mengacu pada 307 kabupaten yang tidak berubah dari tahun 2009 hingga tahun 2015,
sedangkan ‘kabupaten dengan pemekaran’ menunjukkan kabupaten yang mengalami perubahan batas
pada tahun 2009 - 2015 yang umumnya tetap menggunakan nama kabupaten yang lama. ‘Kabupaten
baru’ mengacu pada unit administrasi baru yang dibuat pada saat pemekaran dan pembuatan batas-batas
baru dan tidak diidentifikasikan sebagai kabupaten sendiri pada FSVA 2009.

Di antara 307 kabupaten yang tidak mengalami pemekaran, proporsi kabupaten yang berada pada
kategori kelompok prioritas paling rentan (Prioritas 1-2) menurun dari 5 persen pada tahun 2009
menjadi 2 persen pada tahun 2015; sedangkan kabupaten-kabupaten pada kategori kelompok
kerentanan sedang (Prioritas 3 dan 4) berkurang dari 43 persen menjadi 13 persen pada periode yang
sama; sedangkan untuk kategori tahan pangan pada Prioritas 5 dan 6, mengalami perbaikan dari 52
persen menjadi 85 persen dari jumlah kabupaten (2015) (lihat Tabel 7.5).

Tabel 7.5: Jumlah dan persentase dari kabupaten tanpa pemekaran dalam
kelompok-kelompok prioritas

Prioritas Kab Tanpa Pemekaran Kab Tanpa Pemekaran (%)
2009 2013 2009 2013

1 1 2 0,33 0,65

2 15 3 4,89 0,98

3 93 19 30,29 6,19

4 39 21 12,70 6,84

5 61 133 19,87 43,32

6 98 129 31,92 42,02

Total 307 307 100 100

Sumber: FSVA 2015

Dalam era desentralisasi saat ini, di mana undang undang tentang Otonomi Daerah telah memberi-
kan ruang untuk perubahan yang dapat terjadi terus menerus pada penentuan batas wilayah kabupaten
ataupun menciptakan kabupaten baru, diperlukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai dampak
dari pembentukan kabupaten baru terhadap status ketahanan pangan dan gizi di daerah-daerah yang
mengalami pemekaran.

7.3 Kesimpulan

Penurunan kemiskinan yang berkesinambungan dan kemajuan program-program pemerintah lainnya
telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Namun, kemajuan ini memiliki resiko
stagnasi jika tantangan utama tidak ditangani. Terdapat 3 faktor utama yang memerlukan perhatian yang
serius dari pemerintah, yaitu: i) Meningkatkan akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan
pangan, terutama untuk rumah tangga miskin; ii) Akselerasi intervensi untuk pencegahan kekurangan
gizi; dan iii) Mengatasi kerentanan terhadap resiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Sub Bab di bawah ini akan menjelaskan tentang rekomendasi yang terkait dengan 3 faktor utama di atas.
Ketiga faktor tersebut saling terkait yang meletakkan aspek gizi menjadi tema sentral yang bersinggungan
erat dengan kedua aspek lainnya. Hal ini mencerminkan pentingnya pengarusutamaan pendekatan yang
berbasis gizi untuk program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi.
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Akses ekonomi

Dengan jumlah penduduk miskin 27,73 juta orang dan kelompok hampir miskin, maka program
bantuan sosial dan jaring pengaman sosial menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung rumah
tangga miskin mendapatkan akses pangan yang memadai. Program jangka panjang juga telah dilakukan
yang mencakup penguatan dan diversifikasi mata pencaharian serta perluasan infrastruktur dasar dan
pelayanan. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia membelanjakan sekitar 0,75 persen dari Produk
Domestik Bruto untuk program bantuan sosial, namun alokasi tersebut masih berada di bawah rata-rata
regional dan rata-rata untuk negara-negara berpenghasilan menengah'. Peningkatan alokasi anggaran
untuk program bantuan sosial dan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan sen-
sitivitas gizi dari program, maka program tersebut dapat memiliki dampak penting pada akses pangan.
Ulasan Bank Dunia pada tahun 2012 tentang program bantuan sosial menemukan ruang untuk per-
baikan program bantuan sosial dengan cara menyempurnakan sistem pentargetan sasaran (World Bank,
2012). Dari sudut pandang ketahanan gizi, terdapat peluang untuk memperbaiki program-program
bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas program tersebut dalam mengurangi atau mencegah
kekurangan gizi (dijelaskan lebih lanjut pada paragraf berikut).

Program utama nasional untuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi adalah memperbesar keter-
gantungan pada produksi pangan pokok-pokok dalam negeri. Pemerintah Indonesia telah membuat
kemajuan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan sehingga untuk beberapa komoditas
pangan kebutuhan untuk impor telah berkurang. Namun, kajian komprehensif dari kebijakan pertanian
menemukan bahwa fokus pada produksi pangan dalam negeri dan dukungan multisektor untuk
produsen pangan akan memiliki dampak yang merugikan bagi akses masyarakat umum terhadap
pangan, termasuk melalui upaya mempertahankan harga pangan yang relatif tinggi (OECD, 2012).
Kajian kebijakan pertanian dapat membantu menemukan keseimbangan yang tepat antara mendukung
produksi pangan dalam negeri dan melindungi akses konsumen miskin terhadap pangan dan memper-
tahankan daya saing sektor pertanian.

Tinjauan dan perbaikan insentif untuk produksi pangan, termasuk jaminan harga, subsidi dan
pembatasan perdagangan, dapat membantu memastikan bahwa produksi pangan bergizi tinggi,
termasuk komoditas kedelai, sayuran dan buah-buahan, perlu diberi prioritas yang sama seperti produksi
pangan pokok. Pendekatan yang komprehensif juga akan mencakup pengakuan atas peran penting impor
dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Mengingat banyaknya bahan pangan bergizi yang sebagian
diimpor, maka menjadi penting untuk melihat kesenjangan antara pencapaian swasembada pangan dan
pecapaian status gizi dalam jangka pendek. Meningkatkan produksi hasil pertanian tersebut mungkin
memerlukan biaya yang lebih tinggi sehingga diperlukan insentif bagi petani untuk menghasilkan bahan
pangan yang bergizi, dimana pada gilirannya akan membuat bahan pangan tersebut kurang terjangkau
bagi mereka yang berada pada risiko gizi kurang. Keadaan ini dapat dikurangi dengan menggunakan
jaring pengaman sosial yang memadai.

Dampak terhadap gizi

Meskipun telah terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan dan gizi, tetapi masih terdapat kekurangan
pada pencapaian indikator ketahanan gizi seperti terlihat pada data-data yang ada. Bahkan, kemajuan
pada beberapa tujuan MDGs terkait kesehatan dan gizi telah terhenti, yaitu stunting sedikit meningkat
antara tahun 2010 dan 2013, kematian ibu melahirkan tidak mencapai target, prevalensi HIV masih
meningkat dan akses terhadap pengobatan lebih buruk dari pada beberapa negara di Asia serta angka
kematian bayi tampaknya belum akan mengalami perbaikan. Selain itu, pencapaian Indonesia untuk
target MDGs dalam hal hygiene (kebersihan) cukup mengkhawatirkan, mengingat pengetahuan tentang

! Berdasarkan laporan World Bank, anggaran Filipina sebesar 1 persen dari PDB, Brazil sebesar 1,4 persen dan India sebesar 2,2 persen.
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kesehatan dan gizi buruk akan membentuk lingkaran setan. Hygiene yang buruk dapat mengundang
penyakit, terutama di lingkungan dimana anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh lemah karena gizi
yang tidak memadai dan penyakit yang menyebabkan hilangnya nafsu makan serta penyerapan nutrisi
yang buruk, sehingga meningkatkan kejadian kurang gizi.

Di Indonesia permasalahan kekurangan gizi bukan hanya masalah orang miskin: proporsi anak-anak
Indonesia yang stunting juga hampir empat kali lebih besar dari proporsi penduduk miskin. Untuk
penduduk tidak-miskin tetapi kurang gizi, hambatan untuk mencapai status yang lebih bergizi belum
tentu terkait pada akses ekonomi atau program pengentasan kemiskinan pemerintah, akan tetapi
berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap praktek pola makan dan gizi yang baik. Sebaliknya,
untuk penduduk miskin yang kurang gizi akan menghadapi tambahan permasalahan untuk akses
ekonomi dan sosial.

Pendekatan multi-sektoral untuk mengurangi dan mencegah kekurangan gizi di Indonesia sangat
penting dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
lembaga PBB, masyarakat sipil serta sektor swasta. Untuk lembaga pemerintah, koordinasi lintas sektor
sangat perlu ditingkatkan guna mengatasi hambatan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan dan
program pemerintah, dimana dapat memperbaiki sensitifitas gizi dari program kesejahteraan, pertanian
dan atau program perubahan iklim yang ada. Mengingat pendeknya waktu “jendela peluang 1000 hari
pertama kehidupan” untuk intervensi, perbaikan dalam hal kualitas dan waktu pengumpulan data status
gizi akan meningkatkan kemampuan seluruh sektor untuk memberikan intervensi.

Program jaring pengaman sosial dapat menjadi program utama untuk meningkatkan outcome gizi.
Program bantuan sosial terbesar di Indonesia sekarang ini adalah Raskin. Raskin merupakan program
beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin yang berperan sebagai transfer pendapatan dengan meng-
gunakan bahan pangan sebagai modalitas utamanya. Namun, dengan adanya pergeseran penyediaan
beras terfortifikasi, maka Raskin merupakan cara yang hemat biaya untuk meningkatkan asupan zat gizi
mikro bagi keluarga berpenghasilan rendah. Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat percon-
tohan fortifikasi beras yang sedang berlangsung saat ini.

Ada banyak peluang untuk meningkatkan sensitifitas gizi dalam program - program pertanian. Program
penyuluhan pertanian dapat lebih diarahkan kepada memberi masukan dan membantu petani dalam
budidaya, penanganan pasca panen dan penyimpanan berbagai tanaman pangan bukan hanya di lahan
pertanian tetapi juga di pekarangan rumah. Sektor pertanian akan mendapat manfaat dari kegiatan
penelitian dan pengembangan yang lebih diarahkan ke spesies dan varietas tanaman pangan yang relatif
memiliki nilai gizi tinggi. Program-program ini dapat juga bekerja sama dengan kelompok tani yang telah
ada untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan gizi kepada masyarakat. Melibatkan kaum
perempuan secara lebih luas, terutama pada masyarakat petani baik dalam desain program pertanian
maupun sebagai peserta program, juga berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan
gizi, karena tanggung jawab utama perempuan dalam produksi pangan, pembelian, persiapan, distribusi
dalam keluarga dan pemberian makanan.

Di luar program-program pemerintah, peran sektor swasta dalam meningkatkan status gizi di Indonesia
semakin penting mengingat sektor swasta dapat meningkatkan ketersediaan bahan pangan olahan -
yang umumnya tinggi lemak dan gula - dengan harga yang relatif murah. Berkaitan dengan pendidikan,
keterjangkauan dan peningkatan kesadaran tentang makanan bergizi dan seimbang harus terus menjadi
strategi utama untuk mengatasi kesenjangan gizi di Indonesia. Untuk melengkapi strategi program gizi
tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat dan mendistribusikan
pangan bergizi dengan harga terjangkau. Program jaring pengaman sosial dan program pencegahan gizi
juga dapat berperan penting dalam merangsang sektor swasta untuk memproduksi makanan bergizi
yang sesuai standar internasional yang dirancang khusus untuk kelompok rentan. Selain itu, perlunya
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menambahkan komponen gizi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dalam bentuk
kupon gizi untuk membantu memberikan insentif untuk gizi yang baik bagi rumah tangga miskin.

Perubahan iklim

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan dan gizi, terutama bagi rumah
tangga yang mata pencahariannya bergantung pada produksi pertanian. Mengingat iklim makin
tidak menentu, antisipasi dampak perubahan iklim seperti penyimpangan curah hujan, peningkatan
frekuensi dan intensitas perubahan iklim, peningkatan resiko hama tanaman yang berdampak negatif ke
petani, membuat sulit bagi para petani untuk memperkirakan kalender pertanian dan berdampak pada
rendahnya produksi dan produktifitas tanaman yang pada akhirnya akan mengganggu mata pencaha-
rian petani secara keseluruhan.

Indonesia terus menghadapi tidak hanya bencana dalam skala besar dan tiba-tiba (sudden onset) tetapi
juga secara geografis terdampak dengan bencana yang dapat diprediksi (slow onset) yang terkait dengan
perubahan iklim. Misalnya, kekeringan, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan
ekstrim yang berdampak terhadap memburuknya kerawanan pangan yang ada dan membutuhkan
tanggap darurat yang menyerap sumber daya keuangan dan sumber daya manusia di tingkat nasional.

Keberlanjutan pasokan air dan jasa lingkungan lainnya merupakan hal penting untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Pengelolaan air dapat
diperkuat melalui peningkatan perencanaan tata ruang dan sistem penggunaan lahan, pengelolaan
konservasi dan kawasan ekosistem penting, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan percepatan
pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pertanian
(termasuk irigasi, bendungan, waduk) dengan menggunakan teknologi iklim yang sudah terbukti.
Peluang lainnya termasuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana yang terprediksi (slow-
onset) dan mendadak (sudden-onset) terkait dengan perubahan iklim, menciptakan program insentif
untuk penelitian dan pengembangan daya tahan tanaman terhadap kondisi iklim dan hama tanaman
yang baru.

Akses ekonomi, dampak gizi dan sensitivitas terhadap perubahan iklim merupakan tiga faktor utama
yang mempengaruhi pencapaian ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Mengingat pertumbuhan
ekonomi yang kuat dan kapasitas kelembagaan keuangan yang besar, Indonesia memiliki potensi yang
positif untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada beberapa tahun mendatang. Hal ini
membutuhkan program-program pemerintah yang lebih fokus pada pengurangan kemiskinan, program
gizi-sensitif, diversifikasi pangan dan strategi adaptasi iklim. Melalui peningkatan dialog dan koordinasi
lintas sektor, serta lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya sektor publik
dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, setara, sejahtera dan tahan terh-
adap dampak yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana lainnya.
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Lampiran 1

Peringkat kabupaten berdasarkan indikator individu dan kelompok prioritas
ketahanan pangan
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Lampiran 2

Principal component analysis (PCA-Analisis komponen utama), Cluster
analysis (Analisis gerombol) dan Discriminant analysis (Analisis
diskriminan): untuk analisa hubungan antar indikator ketahanan

pangan






Lampiran 2.  Principal component analysis (PCA-Analisis komponen utama), Cluster analysis
(Analisis gerombol) dan Discriminant analysis (Analisis diskriminan): untuk
analisa hubungan antar indikator ketahanan pangan

Salah satu bidang ilmu statistik yang disebut multivariate analysis atau analisis peubah ganda
menyediakan beberapa teknik untuk analisa data multi dimensi yang dapat menggambarkan hubungan
antara berbagai variabel/indikator dari ketahanan pangan. Analisis komponen utama (PCA), Analisis
gerombol dan Analisis diskriminan adalah analisis peubah ganda yang digunakan untuk menganalisa
hubungan antar indikator-indikator ketahanan pangan dan mengidentifikasi kabupaten-kabupaten
dengan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kerawanan pangan.

1. Analisis komponen utama (PCA)
Metodeinibertujuan untuk mengindentifikasi dan menggambarkan hubungan mendasarantar variabel
dengan menciptakan indikator baru (disebut ‘faktor’ atau ‘komponen utama’) yang menggambarkan
hubungan antar variabel. Analisis PCA dapat ini diaplikasikan untuk indikator-indikator ketahanan
pangan secara umum (mencakup ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan).

Misalkan ada beberapa variabel yang berhubungan dengan ketahanan pangan, PCA sangat penting
dalam proses seleksi untuk mereduksi (pengurangan) dimensi dari segugus data peubah ganda yang
besar. Sebuah seri variabel yang mengukur kategori tertentu (misalnya akses pangan) dioptimalkan
ke dalam komponen utama yang menggambarkan hubungan antar variabel asal. Setiap komponen
utama kemudian menjadi indikator baru yang mewakili rangkuman “terbaik” hubungan linear antar
variabel asal. PCA menghasilkan komponen utama sebanyak variabel asal. Namun, kontribusi setiap
komponen utama dalam menjelaskan keragaman antar kabupaten yang ditemukan akan makin
berkurang dari komponen pertama hingga komponen terakhir. Akibatnya, serangkaian komponen
utama yang terpilih akan menjelaskan sebagian besar matrik keragaman sehingga komponen
utama dengan kemampuan menjelaskan yang kecil dapat dikeluarkan dari analisa. Proses ini akan
menghasilkan data (komponen) yang lebih sedikit tanpa banyak kehilangan informasi data asal.

Secara umum skor komponen utama (PCJ,) didefinisikan sebagai kombinasi linear terboboti dari
peubah asal.

PC=aX +a X +...+a X
j 1 2 2 PP

Banyaknya komponen utama terpilih tergantung pada besarnya persentase keragaman kumulatif yang
dijelaskan oleh tiap komponen utama. Morrison (1976) menyatakan bahwa persentase keragaman
kumulatif harus menjelaskan 75 persen atau lebih dari total keragaman.

2. Analisis gerombol (Cluster analysis)
Analisis gerombol adalah metode analisis multivariat untuk mengelompokkan obyek (kabupaten)
menjadi kelompok yang relatif lebih homogen yang di sebut ‘cluster’ dengan menghitung jarak antar
titik tengah data. Hasil akhir analisis adalah untuk mendapatkan cluster-cluster dengan karakteristik
kabupaten yang lebih mirip.

3. Analisis diskriminan (Discriminant analysis)
Analisis diskriminan berfungsi untuk mengevaluasi hasil pengelompokan pada analisis gerombol
dengan cara menghasilkan fungsi diskriminan yaitu fungsi yang mampu digunakan membedakan
suatu obyek (kabupaten) masuk ke dalam populasi tertentu berdasarkan pengamatan terhadap
indikator kabupaten tersebut.
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Kelompok kabupaten prioritas ditentukan dengan menggunakan tiga teknik analisis multivariat di atas.
Langkah-langkah analisis lebih rinci dijelaskan di bawah ini.

1. Persiapan analisis data

« Semua indikator pada awalnya dibuat “unidirectional’ - semakin besar nilainya, semakin tinggi
tingkat kerawanannya.

o Melakukan standarisasi data dengan mengggunakan Z-skor. Z-skor dihitung dengan cara
mengurangi rata-rata nilai indikator yang terkait di sebuah kabupaten dan kemudian dibagi
dengan standar deviasi dari indikator tersebut. Angka Z-skor bisa positif atau negatif; angka
rata-rata selalu ‘nol’ dan standar deviasi Z-skor selalu ‘satu’

2. Penentuan jumlah komponen utama dengan menggunakan PCA
« PCA dijalankan dengan menggunakan Z-skor. Seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah ini,
komponen utama pertama (PC1) paling besar kontribusinya dalam menjelaskan keragaman
(informasi) data asal yaitu sebesar 48,5 persen, diikuti komponen utama kedua (PC2) (13,6
persen) dan komponen utama ketiga (PC3) (10,2 persen). Persentase keragaman kumulatif
mencapai tingkat yang memuaskan (92,2 persen) ketika 6 komponen utama dimasukkan
dalam analisis.

Tabel 1: Analisa eigen untuk matrik korelasi

Eigenvalue 43.754 13.009 0,7662 0,6901 0,5995 0,4742 0,3629 0,2429 0,1880
Proportion 0,486 0,145 0,085 0,077 0,067 0,053 0,040 0,027 0,021
Cumulative 0,486 0,631 0,716 0,793 0,859 0,912 0,952 0,979 1,000
Variabel PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9

NCPR_Z 0,322 -0,245 -0,192 -0,232 -0,746 0,210 0,337 -0,156 0,085
Poverty Z 0,376 0,053 -0,152 0,027 0,074 -0,795 0,312 0,215 0,227
Road_Z 0,406 -0,132 0,062 0,097 0,194 0,453 -0,073 0,596 0,448
Electric_Z 0,437 -0,019 0,023 0,068 0,075 0,071 0,084 0,255 -0,849
Water_Z 0,258 0,247 0,853 -0,024 -0,278 -0,131 -0,191 -0,089 0,067
Life2_Z 0,150 0,615 -0,177 -0,723 0,163 0,133 -0,024 -0,004 0,023
Health_Z 0,388 -0,134 0,105 0,082 0,497 0,176 0,307 -0,656 0,104
llitera_Z 0,378 -0,171 -0,312 -0,002 -0,052 -0,153 -0,803 -0,244 0,021
Stunt_Z 0,124 0,658 -0,260 0,634 -0,203 0,157 0,036 -0,109 0,059

3. Melakukan pengelompokkan komponen dengan analisis gerombol
Enam cluster terbentuk dari hasil Analisis Gerombol. Cluster 1 (55 kabupaten), Cluster 2 (69
kabupaten), Cluster 3 (124 kabupaten), Cluster 4 (89 kabupaten), Cluster 5 (46 kabupaten), dan
Cluster 6 (15 kabupaten). Dan perlu dicatat bahwa Cluster tidak menunjukkan tingkat prioritas pada
proses ini.

Tabel 2: Analisis kelompok dari observasi

Variabel Numbel: of Within cluster sum of Average dista'nce from Maximum dista.mce from
observations squares centroid centroid
Kelompok1 55 105,3650 1,3346 2,1685
Kelompok2 69 107,8770 1,1644 2,5966
Kelompok3 124 264,1900 1,3338 47779
Kelompok4 89 186,2400 1,3789 2,5857
Kelompok5 46 286,8060 2,3469 4,2754
Kelompok6 15 250,7790 3,9934 5,7510
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Tabel 3: Titik tengah kelompok (Cluster Centroids)

Variabel Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5 Kelompok 6
PC1 -0,2306 -0,68426 -1,15643 -0,284346 2,18487 8,53979
PC2 1,24744 0,447636 -1,05675 0,278012 0,60662 -1,4071
PC3 -0,64358 -0,255335 -0,27935 0,943187 0,25311 -0,52878
PC4 -0,82551 0,617075 -0,0179 -0,131545 0,48215 -0,36181
PC5 0,19639 -0,200544 0,01711 -0,14347 0,58355 -0,87733
PC6 0,10967 0,022688 -0,3252 0,098556 -0,34961 0,2497

4. Menentukan urutan tingkat prioritas berdasarkan dari analisis gerombol
Cluster Centroids dihitung untuk setiap komponen utama (PC1 - PC6) berdasarkan hasil Analisis
Gerombol. Komponen utama pertama (PC1) yang paling besar kontribusinya dalam menjelaskan
keragaman data (48,6 persen) menjadi dasar dalam menghitung tingkat kerentanan cluster. Dengan
kata lain, semakin besar cluster centroid PC1 menunjukkan semakin tinggi tingkat kerentanan
terhadap kerawanan pangan. Tabel 4 di bawah ini menunjukkan cluster centroids PC1 diurutkan dari
yang terbesar hingga terkecil.

Tabel 4: Cluster Centroid komponen utama 1 (PC1) diurutkan
dari yang terbesar hingga terkecil

Kelompok Skor PC1 Prioritas
6 8.53979 1
5 2.18487 2
1 -0.2306 3
4 -0.284346 4
2 -0.68426 5
3 -1.15643 6

5. Mengevaluasi dengan analisis diskriminan (cross validation method)

Analisis Diskriminan dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengelompokan pada analisis gerombol
dengan cara metode cross validation (validasi ulang) dan menghasilkan suatu fungsi diskriminan
(fungsi pembatas). Fungsi pembatas ini dapat digunakan untuk mengalokasikan suatu obyek
(kabupaten) yang belum diketahui masuk kedalam prioritas mana. Tabel 5 menunjukkan fungsi
pembatas masing-masing kelompok prioritas. Berdasarkan fungsi pembatas tersebut, maka skor PC1
dan kelompok prioritas kabupaten juga akan mengalami perubahan. Tabel 6 merangkum skor PC1,
dan jumlah kabupaten per kelompok prioritas berdasarkan analisis gerombol dan analis diskriminan.
Sedangkan pada Tabel 7 adalah ringkasan proses klasifikasi dari analisis diskriminan.
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Tabel 5: Fungsi pembatas pada tiap kelompok prioritas

fP1 i fP3 fP4 fP5

-290,31 194,94 206,86 -172,53 -163,76 -140,75
1,62 0,09 -0,09 -0,09 -0,07 -0,02 NCPR
0,94 0,79 0,35 0,33 0,36 0,25 POVERTY
0,46 0,35 0,26 0,30 0,24 0,20 ROAD
0,24 -0,06 -0,22 -0,22 -0,22 0,22 ELECTRIC
0,51 0,42 0,28 0,47 0,30 0,22 WATER
9,29 9,34 10,47 9,32 9,02 8,73 LIFE2
0,70 0,26 0,00 0,01 0,04 0,02 HEALTH
0,57 -0,11 -0,01 -0,09 -0,07 0,02 ILLITERA
0,71 0,81 0,68 0,62 0,78 0,51 Stunting

Tabel 6: Skor PC1, jumlah kabupaten berdasarkan analisis gerombol dan analisis diskriminan
pada tiap kelompok prioritas

Prioritas Cluster Analy: Di inant Analysis
Skor Score #Kabupaten Skor PC1 #Kabupaten
1 8,540 15 8,865 14
2 2,185 46 2,349 44
3 -0,231 58 -0,256 52
4 -0,284 89 -0,226 84
5 -0,684 69 -0,650 85
6 -1,156 124 -1,175 119

Tabel 7: Ringkasan proses klasifikasi dari analisis diskriminan (cross-validation)

Put into Group 1 2 3 TRUE Group 4 5 6
1 14 0 0 0 0 0
2 1 38 3 1 1 0
3 0 1 47 1 2 1
4 0 2 4 74 2 2
5 0 4 1 8 61 1
6 0 1 0 5 3 110
Total N 15 46 55 89 69 124
N Correct 14 38 47 74 (3] 110
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Lampiran 3

Peta Kabupaten di Indonesia






sequeuy uene|nday soLe

ebbur (1%4
BUNEN €0Le
ueyuig 20Le
unwey] [X0]%4
nery ‘doy

anwi) bunyjeg 906}
uejejes exbueg G061
yebua] exbueg 061

jeleg exbueg €061
Bunyjeg 2061

e)bueg 1061
Bunyijeg exbueg ‘dey
jeleg Buemeg Buejn] zi8L

QEET (45:1%
nmesBuld oL8lL

uelemesad 608l
Buemeqbueiny 8081
ueuey| Aepy 1081
ele)n bundwe 9081
yebus] Bundwe S081
Jnwiy Bundwe 08l

uejejeg bundwe €081
snwebbue) 2081
jeseg Bundweq 108}

Bundwe
yebua] ninybuag 60}
Buelyeday 80LL
Buoga L0LL
oynwoyny 901
ewnjeg S0LL
aney| 0L
elejn ninybuag €0LL
Buoqga Bueley c0LL
uejeles ninyjbusg 10LL
njnyBbuag

ajednqey apoy

Bueme] jedwy
uebo
anwiy nin Buuswoy} uebo
uejeles nin Buuswoy uebo
uisy nfueg
uisenAueg 1snjy
semey IS\
jeyeq

wiug esenpy
Buuswoy uebo
n|n Buuswoy uebo

ueje|ag essjewing

obung
[LETH
jeijeg Bunqgep Bunfue|
inwiy bunger Bunfue|
Iquer olenjy
ueH buejeg
unbuejoieg
uibuesa|y
1ouLdy

lquer
nuesspy uenendayy
JNIH ueyoy
sileyBuag
niNH uesoy

Jedwey
dels
uemelejod
Beipu|
ninH uiBelpu|
16uibuig ueyueny

jeleg uewesed
efeisewleyqg

ueje|as 30|0S
ueweseq

BJOY ynind ewi
weby

ueweued bueped
Jejeq yeue|
Bunfunfis

ojog

ueje|as JIsisad
lemejus|y uenenday

6051

jeleg eidjewing

uajednqgeyy

apoy|

jeleg seiN  Gzzl
BN seIN  $2el

eJe)n njequeynge ] €zzl
ueje|as njequeynge  zzel
seme bueped  Lzzl

eie)n seme] Bueped  0zzl
eiegneg 6Lz}

lebepag Buepias  glzL
Jsowes  /1ZL
jeiegedied 91zl
uenpunseH Buequny  GLZ|
ueleles seiN - vzl

ebuel gLzl

Buepieg Iog  zlzl

oy Licl
ed olch
unbunjewis 60z}
ueyesy  80c)
niequeynge  /0ZL
Jisowes Bqol 902}
ese)n ynuedel  GoziL
yebus) nuede;]  40zZ1
uejejes Inuedel. g0zl

elej() essjewng
eferaipid  gLLL
Yepsy Jaueg  /iLL
eler ysoy 9L
eley uebeN  GLLL
Bueiwe] ysoy  pLiL

sonjofen gLl
efeqjeieg yaoy  ZLLL
eleln yaoy  LLLL

usnallg  0LLL

apld 6011

Jeseg ysoy 80l
jeieg ysoy  /0LL
yebual ysoy  90LL
dnwi] yaoy  GolLL
ejebbusl ysoy  vOLL
ueje;ds yaoy €0l
IMBUIS Ysdy  ZoLL
sninawis  LoLL

uajednqgeyy

eJajewng nejnd Ip uajedngey ejad

L'¢ uendwen]

161

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



162

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



bueses  09¢
buessbue]  ¢oog

degel  Z09g
Buelbepued  109¢
usjueg

deuswng  Gzse
ueseyowed  8zZGE
buedwes  ;zse
ueeybueg  9zGe

s8I Gese
uebuowe  gge
uegni  €2S¢
olobsuolog  zzse
mebN  Lzse
uejebelN  0zge
unipeiN - 615€

JnfusbN  gLGE
dnfluebN  glLGe
Buequor  /16¢
opsxoloN  91G€
olieopis  glgg
ueninsed  $1G¢
obbujoqoid  €15¢
opuogmiis  ZLg€
puogmiis  z1ge
osomopuog  |[1GE
1buemnAueg  0LSE
Jequisr  60SE
Buefewn  goge
Bueley  205€

o)  90S€
Jeylg  G0Se
BunBebunin]  $0G¢
yolebbuall  €0ge
ofolouod  zZose
ueyoed  L0SE

Jnwi] emer
UBwalS  y0vE

NPy Bunung  gove
Inueg  zove

OmoLn_ uo|ny Love
epeyelBo) 1a
sagelg  6ZEE

|ebal  gzee

bBueewad /ZEE

uajednqgey apoy

uebuojeyad  9zee
bueleg gzee
lepudy  pgee
bunbbuews| gzee
Bueiewoss  ZZEE
Jeweq Lzee
eledar Qzee
snpny  GLEE

ed gLee
Buequey  /Lee
eo)g  glee
ueboqoin  glee
usbels  ylee
JeAuebueiey] glee
uiBouopy  ziee
olreyoyng  Lieg
usley  0LEe
Ilejofog  60€€
Buejebepy  goee
0QOSOUOM  L0EE
ofelomind  90€€
uswingey  GoeE
eiebaulelueg  $0ge
ebbulleqind  €0€€
sewnAueg zose
deoed  1L0ge
yebua)] emep

jeleg Bunpueg  /lze
isexog  912¢
Buemesey, GlLze
eypeemind  ¥1ze
Bueans  ¢lze
nAewelpu| zLze
Buepawng  |12¢
eybusieley  oize
uogaid  60ZE
uebuiuny]  802€
slwely  L0z€
elejeunjise]  90ze
neo  goze
Bunpueg  y0ze
Janfuerd  €0Z€
wngesns  Zoze
Jo0bog  L0zE
jeieg emer

emer nejnd Ip uajednqgey ejad
Z'¢ uesidwen

163

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



164

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



Jnwil equing  Z0€S
jeleg equing  LOES
anwi] esebBua) esnN

enfiey nges  0zeg eleln yoqwo  80ZS
Jnwi) resebbuepy 615 jeleg emequing  202S
ooyabeN  8Leg ewlg 902§
efeq jeleg equns  /L€G ndwog  §0zZS
yebus] equng  91€g emequing  $02S
jeieg lesebbuely  GLES dnwi] 3oquio  €0¢s
OBPN 8104  1€§ yebus] doquwo  Z0zs
leseBbbuey  €LeS jeseg oquioT  L0ZS

epebN  Z1€G jeieg eiebbua) esny
spu3 |LLes Busieing 801G
epIS  0l€s wosebuesey,  /0LG
Jnwil saiold  60ES Ibueg  90Lg
ejequia  80€S Bunybuniy  GOLG
Joly  /0€S leduels 0L
neg  90€s ueuegel  €01§
eleln yebusl Jowl]  GOES Bunpeg  ¢olg
uejejes yebus] Jowl]  $0EG ueueqel  Z0LS
Buedny  €0eg eueiquar  LOLS

anwi] eseBBua) esnN neg

uajednqgeyy apoy| uajednqgey

LIN uep g1N ‘lleg isuiroad 1p uajedngey ejad
¢ ¢ uesidwen

165

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



166

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



Bunpil euel  0L¥9

eie)n Josed weleuad 60%9
ueynunN - 8ot9

uebuning  20v9

neulley 909

neleg G0¥9

Jnwil ey 0¥9
elebauepey| €Ny  €0¥9
jejeg ey 20y9

Jesed  LOY9
Jnwi] uejuewjeyl

uebuejeg |1€9

nqung yeue| 0LE9

Buoleqel  60£9

1rebung ninH - 80€9

yebus) tebung niny  20€9

uejeles [ebung ninH - 90£9

uide]  50€9

eeny ojleg  0€9

Jefueg  €0€9

nieg ejoy  z0g9

ne7 yeuel  LOg9
ueje|ag uejuewijey]

uajednqey apoy

efey Buninpy €129

Jnwil ojleg  Z129

sep\ Bununo 1129

nesid Bueind 0129

uebuney 6029

ueAnieg 8029

nepuewe? /029

elewelnsS 9029

elejn ojueg  G0z9

uejeles ojleg 029

sendey] €029

Jnwi uibuuemeloy  Z0z9

jeseg uibuuemejoy  L0z9
yebua] uejuewijey

efeg nany L9
eie)n Buokeyy 1119
IMelsN - 0119
nepexes 6019
ninH sendey; 8019
bueyjuis 2019
Buedejey; 9019
nebbues  GOL9
Jeuejjuod  $019

epueq €019
Buedeybusg Z0L9

seques  10L9
jeseqg uejuewijey]

uajednqey apoy

167

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia

uejuewijey] nejnd Ip uajednqey ejad
¢ uesidwen




168

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



eieln ninwepy
nihwepy
esewe|\
Jepuely llema|od
aualepy

G09.
¥09.
€09.
¢09.
1092

jeieq iIsame|ng

elejn 0|ejuoioD
obuejog suog
o)emnyod
o[ejuoIo)
ojoqui neueq
owsajeog
o|eju0409
elejn aMeuod
eleyn uoing
elejn exe|joy
1q01Ye M
euequog
ueje|9s aMeuoy|
exe|oy

aMeuoy|

euny

uoing

G0S.
052
€05.
¢0S.
¢0G.
106G

[1]372
60v.L
801,
L0vL
90vL
Sov.
yov.L
€0v.
cov.
Lov.

eiebbua) 1same|ng

eJeln efeio]

Jnwi] NmnT

eleyn nmnT

elelo] eue|

nmnT

Bueyalug

Bueluld

bueddey Busiuapis
olepy

buaddog

uajednqeyy

9cel
Geel
[44 5
8leL
PAR YA
9leL
Slel
1437
€lesL

cleL

apoy

suog |LgL

nueg 0lLe€L

uene|ndey ueq aualexbued 60EL
SoJelN  80€L

lefus  20€/

emo9  90€.

Jejexel  G0€L

ojuodauar  0€/

Bbusejueg gog/

equnyning  ZogL

Jefejas ueneinday  LOg/
ueje|ag Isame|ng

BIS  olzL

eun-eun ofo]  602.

Buoynop 1Bed  80z.

ong /02
IIo}-0L 9022
eebbuoq  50zL
0sod  ¥0Z.

llemoloN  €02L

rebbueg  z0z.

uene|nday| lebbueg  L0z/
yebua] Isame|ns

Jnwi) mopuobuoly Bueejog L1/

uejejeg mopuobuo|y Bueejog  0LL.

ejebbua) eseyeull 6012

oselg Buepueinbe) nelIs 8oL/

ele)n mopuobuopy Bueejog 0L/

eljejn eseyeuliN  90L.

ueje|es eseyeulN  G0OLZ

pnejel ueneinday 0L/

ayibues ueneinday  ¢€0l/.

eseyeulN  2oLZ

mopuoBuopy Bueejog 1oL/

eiej() Isame|ng

uajednqeyy apoy|

Isame|ng nejnd Ip uajednqey ejad
G ¢ uesidwe

169

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



170

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



1ejoiol\ nejngd
Jnwi| esayew|eH
elejn esoyew|eH
uejejes elayew|eH
e|ns uene|ndayy
yebus) eleyew|eHq
jeleg esoyew|eH

eteyn nynjep

uajedngeyy

1028
90¢8
G0¢8
028
€0¢8
c0c8
1028

apoy]

ueje|es ning
ehe( jeseg nyniepy
Jnwi) ueibeg welssg
jeseg ueibeg welss
niy uene|ndayy

ning

yebua] nynjep
esebBua) nynjep

jeleg esebbua) nynep

njnjey

uajednqeyy

6018
8018
1018
9018
S018
018
€018
c0l8
1018

eiejn mynjep uep nynjepy isuiaoid 1p uajednqge) ejad

9'¢ ueaidwen

171

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



172

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



1redisqg

ehepr ueju|

1eAiboqg

yeound

owlex

yebus| owelaquel
eher Auue

ebnpN

eAey owelsaquiely
uoidng
uadosepp
woJloayy
jwles
eseylioL
Buejuig uebununbad
ownnyex
jewsy
ddepy
19061Q uanog
B)IWIN
ended

uajednqe)

9EV6
GEV6
YEV6
€EV6
cEY6
LEV6
0€¥6
62v6
8¢v6
1L2¥6
9Cv6
0¢v6
61¥6
81¥6
L1¥6
91¥6
Slv6
Y1¥6
€1¥6
clv6

eAepr yeound
lejued

JojwnN Xelg
uadeA uene|ndayy
aligeN

eindeAep
efelimelep

N IIETN

ended

jeighey
mneiquie|
jedwy efey
Buolog
uejeles buoiog
lemyoue|y
lunjuig 3njaL
BWEPUOAA 3NjaL
euewiey|
Jepjed

jeieq ended

uajednqey

LLv6
0L¥6
60¥6
8016
¥0¥6
€0¥6
c0v6
L0v6

0Ll6
6016
8016
1016
9016
S0L6
016
€016
¢016
1016

jedeg ended uep ended isuinoad 1p uajednqey ejod

. ¢ ueaidwen

173

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



174

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia



Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan - BKP
Kementerian Pertanian

JL. Harsono RM No. 3, Ragunan

Jakarta 12550 INDONESIA

Pusat Ketersediaaan dan Kerawanan Pangan
Tel : (62) 21 - 7816652, 7806938

Fax : (62 21 - 7816652, 7806938
http://bkp.pertanian.go.id/
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World Food Programme

Wisma Keiai, 9" Floor

JI. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta
INDONESIA

Tel. : (62) 21 - 5709004

Fax. : (62) 21 - 5709001
www.wfp.org






